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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan
nikmat, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya kepada kita semua.
Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad
SAW yang telah membawa syari’at yang lengkap dan sempurna
sehingga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mencapai
kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, serta menjadi
rahmat bagi manusia dan makhluk lainnya di atas muka bumi ini.

Kesenjangan ekonomi merupakan suatu permasalahan klasik
yang sering terjadi di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketimpangan
ekonomi disuatu negara adalah dengan melihat nilai koefisien
gini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun
Maret 2022 Gini Ratio Indonesia meningkat sebesar 0,78%, yaitu
pada angka 0.384. Gini Ratio perkotaan lebih tinggi dari pedesaan,
yang menggambarkan bahwa kemajuan kota-kota di Indonesia
masih dihadapkan pada situasi kesenjangan ekonomi yang tinggi.

Wakaf disamping zakat merupakan pranata keagamaan
dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional
dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan
kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan
pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf merupakan ibadah yang
bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah
Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan
dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di
bidang ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan
sosial dan kepentingan publik, kegiatan keagamaan,
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pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara
umum.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset
wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan
total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektare. Data dari
Badan Wakaf Indonesia, menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di
Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 4.359.443.170,00 m2
yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun di Aceh, jumlah harta wakaf berupa tanah adalah 24.898
lokasi dengan luas 767.869.011m2 yang tersebar di 23 kabupaten
dan kota (BWI, 2019).

Potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari
Rp100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp 400 miliar di tahun
2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di
Indonesia mencapai Rp300 triliun dengan realisasi yang baru
mencapai sekitar Rp500 miliar (Warta Ekonomi, Mei, 2019).
Sebagai Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia,
potensi wakaf di Indonesia memiliki prospek yang cukup
signifikan. Data potensi dan ralisasi harta wakaf di atas
menunjukkan bahwa aset wakaf di Indonesia sangatlah besar
malah mengalahkan potensi dari harta zakat itu sendiri.

Buku ini dibuat untuk memberikan salah satu solusi bagi
muslim dalam rangka pengembangan ekonomi secara
berkelanjutan dengan pengelolaan aset wakaf secara produktif
dan inovatif. Penyusunan buku ini membutuhkan waktu selama
lebih kurang enam bulan. Tim penulis melalukan berbagai upaya
untuk melakukan pemetaan dan potret perwakafan, wawancara
dengan nara sumber, sampai mengadakan forum diskusi grup
dengan para stakeholders (pegiat wakaf, LSM, KEMENAG Aceh,
Baitul Mal Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, ACT, Pondok Modern
Gontor, Dompet Dhuafa, dan lain-lain). Buku ini juga menjadikan
Aceh sebagai pembahasan tersendiri secara khusus dikarenakan
beberapa regulasi yang wujud di Aceh sangat berpotensi untuk
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menjadikan pengelolaan wakaf bagi mendorong pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan khususnya di Aceh.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Aceh
yang telah mendukung penulisan buku ini dan juga ucapan terima
kasih kepada Hafiizh Maulana yang bersedia menjadi editor buku
ini serta para pihak atas segala bantuan dan dukungan dalam
merampungkan penulisan buku ini. Tentunya sebagai sebuah
karya ilmiah, buku ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena
itu, kami sangat mengharapkan saran-saran yang membangun
dalam rangka kesempurnaan buku ini.

Banda Aceh, 1 November 2022

Muhammad Yasir Yusuf
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BAB |

PENDARULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wakaf di samping zakat, infak, dan sedekah merupakan
pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan
langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-
masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan
dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf merupakan ibadah yang
bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah
Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan
dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di
bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan
kepentingan publik, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu
pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab al-wagqgf
bentuk masdar (nomina) dari kata kerja waqafa-yaqifu yang
berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di
tempat (Ibn Manzur, 1982: XV/373;
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Warson, 1984: 1683). Kata al-wagqf ini sering disamakan
dengan at-tahbis atau at-tasbil yang bermakna al-habs ‘an
tasarruf, yakni mencegah dari mengelola (az-Zuhaili, 2008:
VIII/151). Menurut al-Kubaisiy (1977: 1/55-57) kata al-wagqf juga
semakna dengan al-habs bentuk nomina dari kata kerja habasa.
Karena itulah istilah waqf pada awalnya menggunakan kata al-
habs, dan hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadis
yang menggunakan istilah al-habs untuk wagqf.

Adapun wakaf secara terminologi, diungkapkan oleh para
ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Ulama Mazhab
Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi benda (al-
‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan
manfaatnya untuk tujuan kebajikan (Ibn Abidin, 1994: VI/al-
Hummam, tth: 2/357). Definisi wakaf tersebut menjelaskan
bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti
di tangan wakif itu sendiri. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika
orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka
pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli
warisnya (al-Zuhaili, 2008: VIII/151).

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf menjadikan
manfaat suatu harta yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya
untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk
penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki
oleh orang yang mewakafkan (wakif). Adapun masa berlakunya
harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan
hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang
berwakaf pada saat mengucapkan sighat wakaf (al-Zuhaili, 2008:
VIII/154). Ulama Mazhab Syafii mengartikan wakaf dengan
menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi
bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan
yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang
dibolehkan oleh syari’ah (al-Syarbaini, 2000: 3/522). Sementara
Mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang
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sangat sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan
menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, t.th.:
6/185).

Definisi wakaf dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004
tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut
syari’ah.

Dari definisi wakaf di atas menunjukkan bahwa harta wakaf
adalah harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan
kepentingan umum dengan mengekalkan harta wakaf itu sendiri.
Pengelolaan harta wakaf sangat berbeda dengan pengelolaan
harta zakat. Harta wakaf lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam
berbagai pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan ke
arah menciptakan masyarakat yang berdaya dari sisi ekonomi,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sedangkan harta wakaf itu
sendiri dijaga dan dirawat secara baik oleh nazhir.

Pengelolaan wakaf di negara-negara muslim dapat dikatakan
sangat berkembang. Di Mesir yang mewakili benua Afrika,
pengelolaan wakaf sangat baik dan produktif, terutama wakaf
yang dikelola oleh Universitas Al-Azhar. Hampir separuh tanah
yang ada di Mesir dikelola oleh Al-Azhar di mana hasilnya
dimanfaatkan untuk aktivitas pendidikan di Al-Azhar. Di benua
Asia bagian Timur Tengah, Saudi Arabia dapat menjadi contoh
dalam pengelolaan wakaf. Mereka membentuk kementerian yang
menangani bagian wakaf. Kementerian wakaf Saudi Arabia
memiliki wewenang: (1) mendata harta wakaf, mengetahui
kondisinya dan menetapkan teknik pengelolaannya; (2)
menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk dalam
penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; (3) melakukan
distribusi harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari’at; (4)
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menetapkan anggaran tahunan dalam pengelolaan wakaf; (5)
serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan wakaf
(Djunaidi, 2006:35). Mereka mengembangkan aset wakaf dalam
bidang properti seperti hotel atau rumah untuk penduduk.
Sementara negara yang berada di antara benua Asia dan Eropa,
yaitu Turki; terkenal sebagai negara yang tiga per empat tanah
yang subur di negara ini dikelola oleh wakaf (Djunaidi, 2006:41).
Disamping itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen
Wakaf Turki tahun 1987, mereka mengelola wakaf yang terdiri
dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150
hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya
(Najib 2006: 50-51).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset
wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan
total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektar. Data dari
Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK),
menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun
2019 mencapai angka 52.437,41 hektar yang tersebar di 391.371
lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun di Aceh, jumlah harta
wakaf berupa tanah adalah 24.898 lokasi dengan luas 7.644,09
hektar yang tersebar di 23 kabupaten dan kota (SIWAK, 2020).
Berdasarkan data statistik wakaf tanah Indonesia pada tahun
2015, Aceh menduduki peringkat kedua dari sisi keluasan tanah
wakaf di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 12 %
yang sudah memiliki sertifikat dan sisanya 88% belum memiliki
sertifikasi (Hafiz Maulana, dkk, 2020).

Di sisi lain, potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih
dari Rp100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp400 miliar di tahun
2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di
Indonesia mencapai Rp300 triliun dengan realisasi yang baru
mencapai sekitar Rp500 miliar (Warta Ekonomi, Mei, 2019).
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Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia,
potensi wakaf di Indonesia memiliki prospek yang cukup
signifikan. Data, potensi dan realisasi harta wakaf di atas
menunjukkan bahwa aset wakaf di Indonesia sangatlah besar
malah mengalahkan potensi dari harta zakat itu sendiri.

Di Aceh, perkembangan wakaf dapat dikatakan tidak
mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan
perkembangan pengumpulan zakat (Azharsyah; 2014). Dengan
melihat jumlah data yang tercatat di SIWAK ini saja sudah dapat
dibayangkan betapa besar potensi tanah wakaf ini. Sayangnya,
sebagian besar peruntukan tanah wakaf tersebut masih terbatas
untuk tujuan sarana ibadah. Sisanya untuk lembaga sosial
keagamaan, sekolah dan pemakaman. Sedikit saja tanah wakaf
yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Namun
demikian, tidak dapat dinafikan juga beberapa upaya yang telah
dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam pengembangan wakaf
seperti Komunitas Hutan Wakaf yang menginisiasi wakaf hutan,
wakaf kurma yang digagas Yayasan Wakaf Baitul Mal Barbate
Aceh, dan wakaf produktif yang dipelopori oleh Aparatur Sipil
Negara (ASN) di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Aceh
Tengah dalam bentuk swalayan yang diberi nama “lhmal Market”
(Serambinews.com; 2020)

Sementara itu, wakaf tunai di Aceh masih minim sosialisasi
dalam masyarakat, sehingga potensinya belum tergali secara
optimal. Padahal wakaf tunai memiliki potensi yang yang sangat
besar dalam pengembangan ekonomi yang berbasis wakaf.
Andaikan saja dari sekitar 5 juta umat Islam di Aceh, terdapat 20
persen penduduk (sekitar 1 juta orang) mau melaksanakan wakaf
tunai dengan besaran wakaf Rp50 ribu setiap bulan, maka setiap
tahun akan terkumpul dana sebesar Rp600 miliar.

Dana ini akan bertambah nominalnya dari tahun ke tahun,
kalau saja gerakan wakaf tunai ini dapat dilaksanakan dengan
baik, dalam jangka waktu sepuluh tahun saja, akan terhimpun
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dana triliunan. Tentunya, ini merupakan sumber dana raksasa
yang luar biasa yang dimiliki umat Islam di Aceh.

Sebagai perbandingan, kajian potensi zakat yang dilakukan
oleh Ascarya dan Yumanita (2018), menemukan bahwa potensi
penghimpunan zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup
besar. Dengan menggunakan dua pendekatan metode fikih yakni
klasik dan kontemporer serta dua pendekatan skenario yaitu
skenario optimis dan realistis. Jika dengan metode fikih
kontemporer dengan skenario optimis yakni sebesar Rp217
triliun, adapun potensi terendah dengan menggunakan metode
fikih klasik dan skenario realistis sebesar Rp13 triliun. Namun
penghimpunan zakat yang telah tercatat oleh BAZNAS dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tahun 2017 mencapai Rp6.2
triliun (BAZNAS, 2018) yang berarti hanya mencapai 47% dari
perhitungan potensi penghimpunan terendah yaitu Rp13 triliun,
dan 2.8% dari potensi penghimpunan zakat tertinggi. Di sisi lain,
potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per
tahun, dengan total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektar.
Belum lagi dengan potensi aset wakaf tunai mencapai lebih dari
Rp.100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp 400 miliar di tahun
2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai
di Indonesia mencapai Rp300 triliun dengan realisasi yang
baru mencapai sekitar Rp500 miliar. Dari sisi potensi, harta
wakaf lebih besar dari zakat. Namun realisasi wakaf masih
jauh di bawah potensi wakaf itu sendiri, malah lebih jauh dari
realisasi penghimpunan terendah zakat yaitu Rp. 6,2 triliun.

Ada jurang (gap) yang sangat jauh antara potensi harta wakaf
dengan realisasi. Seharusnya lahan yang bernilai triliunan rupiah
itu bersifat produktif. Namun kenyataannya, tanah wakaf itu
belum digarap secara optimal. Bahkan banyak lahan yang
terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat. Belum lagi selama ini peruntukan wakaf di Indonesia
kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini
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terjadi karena harta wakaf selama ini kebanyakan
pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum
dikelola secara produktif (M. Thaib; 2018).

Di sisi lain, masalah kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan
jurang pendapatan masyarakat masih terasa besar di Indonesia.
Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan merupakan suatu
permasalahan klasik yang sering terjadi di negara-negara
berkembang termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk
mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi di suatu negara adalah
dengan melihat nilai koefisien gini. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) nilai gini ratio di Indonesia pada tahun 2019 masih
di angka 0.319 yang berarti masih terjadi kesenjangan ekonomi
(BPS, 2019). Aceh sendiri masih termasuk provinsi termiskin di
Sumatera, berdasarkan data statistik di mana per September
2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang
atau 15,01%.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di
saat zakat belum maksimal menekan kemiskinan dan mendorong
pertumbuhan  ekonomi adalah  mengoptimalkan upaya
pengelolaan aset wakaf secara ekonomis untuk kesejahteraan
masyarakat. Aset wakaf bisa dikembangkan dan diupayakan
secara maksimum dan inovatif dengan berbagai instrumen
keuangan yang ada bagi menumbuhkan nilai ekonomis dari aset
wakaf yang bisa digunakan untuk pemerataan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan.

Untuk itu buku ini ditulis dalam upaya menganalisis lebih
mendalam pengelolaan aset wakaf yang produktif guna
mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Buku ini turut
memasukkan Aceh sebagai salah satu kajian tersendiri sebagai
daerah yang mempunyai kekhususan dalam perundang-undangan
terkait dengan implementasi syariat Islam.
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Buku ini ditulis dengan pendekatan metodelogi kualitatif dan
kuantitatif dengan pengumpulan data primer berupa wawancara,
penyebaran kuesioner dan kajian lapangan dengan melihat
kepada lembaga-lembaga swasta yang telah mengelola dan
mengembangkan aset wakaf untuk kebaikan masyarakat. Kajian
ini juga mendalami model-model baru dalam pengelolaan wakaf
modern. Kajian ini nantinya diharapkan mampu melahirkan
strategi dan perencanaan pengembangan aset wakaf di Aceh
untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Buku ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan Kkonsep dan reinterpretasi terhadap
pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

2. Mengetengahkan tatakelola wakaf di lembaga-lembaga
wakaf modern dalam dan luar negeri.

3. Membuat formulasi kebijakan pengelolaan dan
pengembangan wakaf di Aceh sebagai sebuah model
pengembangan wakaf produkti serta memotret peluang
pengembangan aset wakaf di Aceh.

4. Menghadirkan konsep wakaf untuk pengembangan
ekonomi secara berkelanjutan

C. METODOLOGI KAJIAN DALAM PENULISAN BUKU

Buku ini ditulis oleh tim dengan mengumpulkan,
mengklasifikasi dan menganalisa data dan fakta pengelolaan dan
pengembangan wakaf baik di luar negeri, Indonesia maupun di
Aceh. Membuat model perencanaan dan sinergisitas kelembagaan
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dalam pengembangan ekonomi berbasis wakaf di Aceh.
Memberikan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan
berbasis wakaf.

Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, ada empat macam cara yang ditempuh
untuk mengumpulkan data yang berbeda.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu
untuk mengumpulkan data yang ditujukan kepada informan yang
terpilih (Singribun, 1982: 145). Bentuk wawancara yang
dilakukan adalah wawancara perorangan, artinya tim
mengadakan wawancara dengan satu informan atau lebih terkait
tata kelola aset wakaf.

Untuk maksud tersebut tim membuat daftar wawancara
terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya
tim melakukan wawancara secara langsung dengan cara
mengajukan pertanyaan kepada informan dengan suatu pedoman
yang tegas. Wawancara terstruktur ini telah disiapkan lembaran
khusus oleh tim yang ditanyakan langsung kepada informan.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur, tim melakukan
wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan
cermat, sehingga tim bisa menggali hal-hal yang lebih spesifik
yang ingin diketahui untuk mencapai maksud dari kajian yang
dilaksanakan. Akan tetapi, cara penyampaian dilakukan dengan
bebas dan berlangsung dalam suasana yang tidak formal, familiar
dan tidak kaku.

Adapun informan yang diwawancarai berasal dari Badan
Wakaf Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama di Aceh,
akademisi dan pengiat wakaf, serta lembaga-lembaga pengelolaan
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wakaf (Global Wakaf, Dompet Dhuafa dan Pondok Modern
Gontor).

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data
sebagai alat untuk mendapatkan data dengan melihat segala
sesuatu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kajian.
Adapun sumber dokumen adalah arsip-arsip dan catatan yang
mengandung petunjuk tertentu yang berhubungan dengan
kepentingan kajian yang sedang dilakukan (Arikunto, 1992: 202).

Metode ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder
yang tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen
aset wakaf di Aceh.

3. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengambilan data yang
dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap
objek yang diteliti dengan cara langsung dan terencana, bukan
secara kebetulan (Suharman, 1982: 132). Observasi juga
merupakan hasil perbuatan secara aktif dan perlu perhatian
untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang
diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang
keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mencatat
(Mardalis, 1995). Data observasi berupa deskripsi yang faktual,
cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia
dan situasi sosial serta konteks di mana keadaan kegiatan itu
terjadi.

Dalam observasi, tim melihat secara dekat lembaga atau
kenazhiran yang telah membuat dan menjalankan program wakaf
produktif secara integratif yang memberikan kemashalatan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi.

10 | PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN



Observasi dilakukan pada Global Wakaf (ACT), Dompet
Dhuafa dan Pondok Pesantren Modern Gontor. Pemilihan ketiga
lembaga ini dikarenakan ketiganya dikenal secara luas sangat
profesional dan progresif dalam pengelolaan dan pengembangan
aset wakaf di Indonesia.

4. Metode Survei

Survei adalah metode pengambilan sampel dari satu populasi
dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok.
Teknik kuesioner adalah serangkaian daftar pertanyaan atau
pernyataan yang disusun secara sistematis kemudian dikirim
untuk diisi oleh responden penelitian (Bungin, 2005). Kuesioner
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan
skala likert 1-5, yaitu kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan
tertulis tentang tingkat pemahaman responden kajian terhadap
wakaf. Kuesinoer juga diisi secara terbuka untuk memilih dari
beberapa pilihan yang diberikan.

Cara yang digunakan untuk penentuan sampel penelitian ini
adalah menggunakan teknik random sampling. Random sampling
merupakan teknik penentuan sampel secara acak (random) tanpa
memperhatikan strata atau tingkatan jika populasinya
sama/homogen (Tarjo, 2019). Yang menjadi sampel kajian ini
berjumlah 195 orang yang terdiri dari:

Pewakif
. Nazhir
3. Regulator (Badan Wakaf Indonesia, Baitul Mal Aceh dan
Lembaga Amil Zakat)
4. Administrasi yang terlibat dalam pengelolaan wakaf
(Kantor Urusan Agama -KUA Kecamatan)
5. Masyarakat umum.

Data diperoleh secara online/daring melalui kuesioner
terstruktur yang memuat pertanyaan tertutup dan terbuka.
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Kuesioner  disebarkan  melalui link  https://forms.gle/
55r13gcKQFJiPpjz5 sejak tanggal 18 September -18 Oktober 2020.

Objek kajian teknis ini meliputi semua informasi terkait
pengelolaan wakaf di Aceh dari semua pelaku yang terlibat dalam
aktivitas perwakafan.

Analisis Data

Kajian Buku ini menggunakan analisis data kualitatif dan
kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan
apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analisis. Yaitu
mengambarkan secara sistematis data-data yang diperoleh dan
dianalisis dengan kenyataan yang ada di lapangan. Analisis data
ditujukan untuk menghasilkan model pengelolaan aset wakaf di
Aceh, pola perencanaan dan sinergisitas kelembagaan dalam
pengembangan ekonomi berbasis wakaf di Aceh yang pada
akhirnya menjadi strategi dan melahirkan kebijakan dalam
pelaksanaan wakaf produktif di Aceh.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan empat tahapan
untuk memotret wakaf di Aceh. yaitu:

1. Inventarisasi sasaran pertanyaan berdasarkan masalah
aktual di lapangan. Informasi aktual di lapangan
dikumpulkan dalam pertemuan FGD antar stakeholders
untuk merincikan daftar pertanyaan. FGD melibatkan
Bappeda Aceh, Baitul Mal Aceh, MPU Aceh, Dinas Syariat

12 | PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN


https://forms.gle/55r13gcKQFJiPpjz5
https://forms.gle/55r13gcKQFJiPpjz5

Islam Aceh, BWI, LSM Wakaf, dan akademisi kampus. Materi
kuesioner berkaitan dengan aktivitas yang
merepresentasikan kondisi wakaf di Aceh sebagai basis
pengambilan kebijakan. Selain informasi aktual di lapangan,
pandangan dan asumsi pihak terlibat juga menjadi
informasi penting untuk mengidentifikasi pengelolaan
wakaf di Aceh.

2. Pembuatan kuesioner dengan daftar pertanyaan terbuka
(uraian) dan tertutup (pilihan/multiple choice). Kuesioner
disebarkan secara online/daring mengingat kondisi
Pandemic COVID-19 yang tidak bisa mengumpulkan banyak
orang dalam agenda lapangan.

3. Tabulasi data kuesioner yang dirincikan berdasarkan
karakteristik  responden, literasi wakaf, persepsi
pengelolaan wakaf, preferensi pengelolaan wakaf, potensi
wakaf produktif, dan strategi pengembangan wakaf.

4. Analisis deskriptif statistik dengan menguraikan frekuensi,
konsistensi, pengelompokan, dan kuadran kebijakan.

Analisis

Inventarisasi Penyusunan Tabulasi data

Deskriptif

Pertanyaan Kuesioner kuesioner T
¥ Statistik
*Kondisi aktual *Pertanyaan +Karakteristik *Frekuensi
<FGD tertutup responden «Konsistensi
*Pandangan dan *Pertanyaan *Literasi *Pengelomp okkan
Asumsi Terbuka *Preferensi «Strategi kebijakan
Stakeholders +Strategi kebijakan

Gambar 1.1 Analisis Deskriptif Statistik

Untuk membangun konsep dan model pengelolaan wakaf di
Aceh menggunakan sistem pengembangan model konseptual
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Sistem ini merupakan
pengembangan dari Soft Systems Methodology (SSM) (Warren et
al. 2019, Dalkin et al. 2018, Fadhil et al. 2018, Torres 2018) dan
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System Development Life Cycle (SDLC) (Moore 2015, Fadhil et al.
2017, Dawson et al. 2019).

PLANNING ANALYSIS

DEVELOPMENT SYSTEMS OF CONCEPTUAL MODEL

Gambar 1.2. Sistem Pengembangan Model Konseptual

Kegiatan selanjutnya adalah menerjemahkan setiap tahapan
berdasarkan sistem pengembangan model konseptual meliputi
perencanaan, analisis, desain, verifikasi dan validasi serta
membangun konsep.

Tahap perencanaan adalah proses perumusan masalah dan
tujuan dari riset yang hendak dikerjakan. Pada tahapan ini juga
mempelajari masalah-masalah yang ada selama ini dan tantangan
ke depan yang dapat diselesaikan. Selanjutnya tahap analisis dan
desain adalah mempelajari berbagai kebijakan, mengumpulkan
referensi dan konsultasi pakar untuk mendapatkan berbagai
kajian, telaah, kebijakan dan pandangan-pandangan para ahli
sebelum mendesain sistem yang akan dikerjakan yaitu formulasi
arah kebijakan pengelolaan wakaf di Aceh sebagai model.

Kemudian tahap berikutnya adalah tahapan proses verifikasi
dan validasi dari sejumlah tahapan yang telah dirumuskan melalui
konsultasi publik dan pakar. Kegiatan ini meliputi diseminasi
publik yaitu melalui policy brief dan media publik, kemudian
menggunakan focus group disscussion (FGD) pakar berupa kritik
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konsultasi dan kritik internal peneliti. Tahap akhir adalah
memformulasikan kebijakan pengelolaan wakaf di Aceh, secara
lengkap tahapan ini ditunjukkan pada Gambar 1.3:

Kondisi Aktual:
Potret Wakaf
di Aceh

Kebijakan
(Qanun)

Konsultasi Pakar

Arah Kebijakan
Wakaf di Aceh

Konsultasi Publik
dan Pakar

Desiminasi
Publik

Konsep
Pengembangan
Wakaf Aceh

PLANNING

ANALYSIS
Literasi Wakaf

VERIFICATION
and VALIDATION

FGD Pakar

Kritik
Internal
Peneliti

Gambar 1.3. Formulasi Kebijakan Pengelolaan Wakaf
di Aceh Sebagai Model
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D. SISTEMATIKA BUKU

Sistematika laporan disusun dalam lima bab, yang terdiri
dari:

Bab satu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang,
maksud dan tujuan, serta metodologi kajian yang dilakukan.

Bab kedua memuat konsep pengelolaan dan pengembangan
wakaf dimulai dari definisi wakaf dan ruang lingkup,
reinterpretasi konsep wakaf untuk kesejahteraan, lanskap wakaf
dan perkembangan wakaf di dunia, tata kelola wakaf di lembaga-
lembaga wakaf modern.

Bab tiga membahas wakaf produktif untuk kesejahteraan
masyarakat Aceh sebagai model yang terdiri dari potret wakaf di
Aceh, manajemen pengelolaan wakaf di Aceh untuk kemakmuran,
formulasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan aset wakaf di
Aceh dan peluang pengembangan wakaf produktif di Aceh.

Bab empat berisikan tentang wakaf untuk pembangunan
ekonomi berkelanjutan, yang memuat sub bab tentang peran
wakaf dalam pembangunan dan pembedayaan ekonomi, serta
kebijakan pengembangan wakaf produktif dalam kerangan
penanganan COVID-19.

Bab lima berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Untuk
menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, pada akhir bab
disajikan quick wins, dalam bentuk tabel, pengembangan ekonomi
berbasis wakaf untuk diimplementasikan oleh pemangku
kepentingan terkait.
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BAB I

KONSEP PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN WAKAF

A. DEFINISI, DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP WAKAF

Secara bahasa kata wakaf merupakan kata benda yang
berakar dari kata wagqafa-yaqifu-waqfan yang memiliki arti
berhenti, bentuk jamaknya awqaf (www.almaany.com). Kata ini,
tidak dikenal di masa Nabi SAW dan para sahabat, tapi lebih
dikenal dengan istilah habs (menahan), subul (jalan), al-man’u
(mencegah), al-tamakkust (diam), dan shadaqah. Khusus kata al-
habs atau ahbas digunakan oleh masyarakat di Afrika Utara yang
bermazhab Maliki dengan arti wakaf (Abdullah bin Muhammad
bin Sa’ad, 2011:15-17).

Terkait dengan pengertian wakaf secara istilah, para ulama
memiliki perbedaan dalam memaknai wakaf. Perbedaan tersebut
berakibat pada perbedaan hukum yang dihasilkan. Perbedaan
tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:
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Tabel 2.1.

ketentuan
syari’ah

hasilnya secara
berulang-ulang
di jalan
kebaikan,
umum maupun
khusus.

Hanafiyah Malikiyah (al- Syafi’iyah Hanabilah (Ibn | Kontemporer UU No. 41 Tahun
Dasuqi, Qudamah,1972 2004
1996:187) :185)
Wakaf | Menahan Memberikan Menahan harta Menahan asal Munzdir Qahaf: | Perbuatan
secara | substansi manfaat dari yang dapat dan (Munzir Qahaf, | hukum wakif
Istilah | harta pada harta yang memberikan memberikan t.th. 52) untuk
kepemilikan | dimiliki manfaat serta hasilnya menahan harta | memisahkan
wakif dan seseorang untuk | kekal materi baik secara dan/atau
menyedekah | diberikan bendanya abadi maupun | menyerahkan
kan kepada orang dengan cara sementara sebahagian harta
manfaatnya. | lain yang berhak | memutuskan hak untuk benda miliknya
dalam waktu kepemilikan dimanfaatkan untuk
yang ditentukan | wakif dan langsung atau dimanfaatkan
wakif pada saat menyerahkanny tidak langsung, | selamanya atau
akad wakaf a kepada nazhir dan diambil untuk jangka
berlangsung. sesuai dengan manfaat waktu tertentu

sesuai dengan
kepentingannya
guna keperluan
ibadah dan/atau
kesejahteraan
umum menurut
syari’ah.

18 | PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN




Dari pengertian tentang wakaf yang telah dijelaskan di tabel
2.1. dapat disimpulkan bahwa:

a) Definisi wakaf yang disebutkan oleh Hanafiah memberi
pengertian bahwa pewakaf masih menjadi pemilik harta
yang diwakafkan. Sementara perwakafan hanya terjadi ke
atas manfaat (hasil) dari harta wakaf, tidak termasuk dari
aset hartanya. Namun Abu Hanifah mengecualikan pada
tiga hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh
keputusan pengadilan, dan wakaf wasiat.

b) Definisi wakaf yang disebutkan oleh Malikiyah tersebut
hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau
tempat yang berhak saja.

c) Definisi wakaf yang disebutkan oleh Syafi'iyah dan
Hanabilah tersebut memberi pengertian bahwa harta
wakaf harus kekal dan tidak mudah rusak serta dapat
diambil manfaatnya dan harta tersebut telah berpindah
kepemilikan kepada Allah.

d) Definisi wakaf yang disebutkan oleh ulama Kkhalaf
(modern) memberi pengertian bahwa kepemilikan harta
wakaf bisa menjadi milik Allah selamanya atau bersifat
sementara.

e) Definisi wakaf yang disebutkan dalam undang-undang
wakaf memberikan pengertian bahwa pengertian ini
sebagai jalan tengah terhadap definisi yang telah
diungkapkan oleh wulama fikih dan dalam konteks
Indonesia memberi makna lebih luas dan lebih komplet.

Dari kelima pengertian wakaf tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa harta wakaf berpindah kepemilikan dari
pewakaf kepada Allah, baik sementara atau selamanya, bersifat
kekal dan dapat dikembangkan pada jalan yang sesuai dengan
syariat Islam serta hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan
umat Islam.
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1. Dasar Hukum Wakaf
a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an Allah SWT tidak menyebutkan secara
detail tentang konsep wakaf. Ungkapan yang digunakan bersifat
umum yaitu:

1) “al-Birr”, sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam al-
Qur’an;

s Wo o F o~

& AE
fic 4 ob

Terjemah arti: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan
(vang sempurna), sebelum kamu menafkahkan
sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang
kamu  nafkahkan  maka  sesungguhnya  Allah
mengetahuinya (QS. Ali Imran: 92).

o ~ ///w}’o
jA

-
&
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2) al-Khair, Allah SWT berfirman;

o rw- S$Ble o~ - s we

) lydsly \}.\ﬁ\} \f{,\ |yl Ws\ Cig
P o} 0}1//:;1‘ ‘j):\;‘;‘;

Terjemah arti: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu,
sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah
kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. Al-
Hajj: 77).
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3) ‘Amal shalih, Allah SWT berfirman;

3G oS G o8 8 . /o; 0% -’
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Terjemahan arti: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik
dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS.
Al-Nahl: 97).

4) al-Shadaqah, Allah SWT berfirman;

- o owsAt s 0SSP wrSt Zr s 0 o0, ©
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}0/ e /&O)‘/}// vl & o o~

e o ek o e St

Terjemahan arti: Ambillah zakat dari harta mereka, guna
membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah
Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. Al-Taubah:60)

5) Infak fisabilillah
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Terjemahan arti: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh)
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
(QS. Al-Baqarah: 261).

oo 2SS s wr A Y I -
Lod}aw Yf"m\dww V.A\Jm\ djmu u,\}\
50/ srs 0 wo o oS Fo o)‘/ }/o;

YJ M)M rabf‘r& L;J\ Y}Ln\).u:\

S5 oYy ok

Terjemahan arti: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di
jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang
dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si
penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan
mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al-Bagarah: 262).
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Terjemahan arti: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik
dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-
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buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji
(QS. Al-Bagarah:267).

Muhammmad Abduh dan Syekh Rasyid Ridha menafsirkan
konsep nafkah dalam Tafsir al-Manar adalah sesuatu yang dapat
diambil manfaatnya oleh orang lain. Sekalipun, dalam al-Qur’an
tidak disebutkan secara langsung, wakaf menjadi warisan
pengelolaan ekonomi yang signifikan. Perannya dalam
pembangunan tempat-tempat ibadah maupun lembaga penelitian
sudah tidak bisa dihitung. Konsep wakaf berdasarkan penafsiran
ayat nafkah dalam Tafsir al-Manar menunjukkan wakaf itu harus
mensejahterakan. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi
niscaya dalam menambah kemanfaatan wakaf bagi umat (Nunung
Lasmana, 2016:195-207).

b. Hadis

Sementara di dalam hadis Nabi SAW. tidak disebutkan juga
kata wakaf, namun yang disebut adalah shadaqah jariyah, di
antaranya:

Hadis 1.1.
;I;;w B 1o 81 0pe; ST5m ol e
NE NN e L SLIN\ S 13 6
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Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, “Apabila
manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya
kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang
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bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakan
untuknya. (HR. Muslim. No. 1631).

Hadis ini tidak menyebutkan kata wakaf di sini, akan tetapi
yang disebutkan adalah kata “sahadaqah jariyah”. Jadi di sini para
ulama memahami bahwa pahala wakaf itu harus
berkesinambungan dan berjalan terus menerus (Muhammad
Ismail al-Kahlani, t.th.: 87.)

Hadis 1.2.
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Terjemah arti: Dari Usman, dia menceritakan bahwa Nabi SAW
telah datang ke Madinah, sedangkan di sana tidak ada air
kecuali sumur Rumah. Kemudian Nabi SAW bersabda:
“Siapakah yang mau membeli sumur Rumah?”
Selanjutnya ia memasukkan timbanya ke dalam sumur
itu bersama dengan timba-timba kaum muslimin yang
dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari
sumur itu kelak di surga lalu aku membeli sumur itu dari
hartaku. ( HR. Tirmizi. No. 3703 dan HR. al-Nasai. No.
3608)

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan tentang
kedudukan harta wakaf, bahwa harta wakaf itu hanya dapat
dimanfaatkan hasilnya saja, sedangkan pokoknya tetap (tidak
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boleh berubah). Pada hadis ini pula dibolehkan bagi keluarga
untuk ikut memanfaatkan hasil dari harta yang sudah diwakafkan,
asalkan tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan dari pokok harta
tersebut.

Hadis 1.3.
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Terjemahan arti: Dari Ibn Umar r.a. bahwa Umar ibn Khattab
pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu Ia
bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah aku
mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah
kudapat sama sekali yang lebih berharga bagiku selain
tanah itu, lalu apa yang hendak kamu perintahkan
kepadaku? Nabi menjawab: “Jika engkau suka tahanlah
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pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar r.a.
menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut, dengan
syarat tidak dijual, tidak dihadiahkan, dan tidak
diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang
fakir, karib kerabat, budak, tamu dan ibn sabil. Tidak
berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari
hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi
makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya
sebagai harta hak milik. (Muttafaq ‘Alaihi).

Hadis ini merupakan hadis yang popular terkait dengan
pensyariatan wakaf dan praktik Umar di dalam hadis tersebut
merupakan praktik wakaf pertama di dalam dunia Islam. Selain
itu, hadis ini menegaskan bahwa harta wakaf tersebut harus kekal
dan abadi dan tidak boleh ditarik kembali (Ibn Hajar,t.th :502-
507)

Hadis 1.4.
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http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata,”Rasulullah SAW pernah

memerintahkan seseorang untuk menarik sedekah
(zakat). Lalu dikatakan kepadanya, bahwa Ibn Jamil,
Khalid ibn Walid dan Abbas bin ‘Abd. al-Muthallib
enggan menunaikannya. Maka Nabi SAW bersabda.
“Mengapa Ibn Jamil tidak mau membayar zakat, padahal
semula dia miskin, kemudian dia diberi kekayaan oleh
Allah dan Rasul-nya. Adapun Khalid, maka kalian telah
menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan
peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan ‘Abbas
ibn ‘Abdullah Muthallib, dia adalah paman Rasulullah
SAW, maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah
perhitungan yang senilai dengan zakat (yakni dua kali
lipat dari zakat orang biasa). (al-Bukhari: Hadis
No.1410).

Kata sadaqah dalam hadis 1.4 diartikan dengan sedekah
wajib. Karena, jika yang dimaksud adalah sedekah sunat maka
Nabi SAW, tidak akan mengutus petugas untuk menariknya. Akan
tetapi ada juga pendapat yang mengatakan sebagai sedekah sunat,
sebab jika sedekah wajib maka tidak mungkin mereka termasuk
orang yang enggan membayar sedekah.

Hadis 1.4 ini lebih tepat dijadikan sebagai landasan hukum
tentang kewajiban zakat. Namun, digunakannya sebagai salah satu
dalil wakaf karena hadis ini menyebutkan alasan kenapa Khalid
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Ibn Walid termasuk orang yang “dicurigai” enggan membayar
zakat, yaitu Khalid telah mewakafkan baju besi dan peralatan
perangnya. Hadis Khalid ini dijadikan sebagai dalil
disyariatkannya wakaf bagi harta yang bergerak atau al-manqul
dan juga dibolehkannya harta wakaf tetap berada pada orang
yang mewakafkannya (Ibn Hajar,t.th: 424-427)

Hadis 1.5
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Artinya: Anas bin Malik r.a. menceritakan kepadaku. Ia berkata:
Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Beliau singgah di
kawasan yang agak tinggi di kota itu, yaitu sebuah
tempat yang bernama Bani ‘Amru ibn ‘Auf. Nabi Saw
tinggal bersama mereka selama empat belas malam,
kemudian beliau mengirim utusan supaya memanggil
(pemimpin) Bani al-Najjar, lalu mereka pun
mendatanginya dengan menenteng pedang-pedang
mereka. Seakan-akan, aku melihat Nabi SAW berada di
atas kendaraannya dan Abu Bakar berada di belakang,
sementara Bani al-Najjar mengelilinginya. Nabi SAW
membiarkan untanya itu membawanya hinggalah tiba di
halaman rumah milik Abu Ayyub. Beliau senang
mengerjakan shalat walau di mana saja bila tiba waktu
shalat, lalu beliau shalat di dalam tempat pemeliharaan
kambing. Beliau memerintahkan agar membangun
masjid, lalu mengirim (utusan) untuk memanggil
sekelompok Bani al-Najjar, seraya berkata, “Wahai Bani
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al-Najjar, berikan tawaran (harga) kebun kalian ini
kepadaku? Mereka menjawab, “Tidak, Demi Allah, kami
tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah”.
Lalu, Anas berkata, “pada tempat itu, seperti apa yang
aku katakan, terdapat kuburan orang-orang musyrik, ada
reruntuhan bangunan dan ada pohon kurma. Nabi SAW
memerintahkan agar membongkar kuburan orang-orang
musyrik itu, meratakan bangunan dan memotong pohon
kurma. Lalu mereka menjadikan pohon kurma tersebut
sebagai arah kiblat dan sebuah batu besar sebagai bahu
pintu gerbang. Mereka memindahkan batu besar itu
sambil mengalunkan syair dan Nabi SAW bersama
mereka, beliau bersabda, “Ya Allah, tidak ada kebaikan
melainkan kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-
orang al-Anshar dan orang-orang muhajirin. (HR.
Bukhari, No. 3749)

Dalam Hadis 1.5. ini tidak ada penyebutan kata wakaf. Namun
arti wakaf diambil dari jawaban Bani al-Najjar terhadap
permintaan Rasulullah SAW agar mereka menentukan harga
tanah mereka. Mereka menjawab, “Kami tidak meminta harganya
kecuali hanya kepada Allah”. Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa
makna tersurat dari kalimat tersebut adalah mereka tidak
mengambil imbalan sebagai harga tanah tersebut.

Hadis 1.5. ini dapat dijadikan sebagai dalil dibolehkannya
wakaf secara berjamaah, dibolehkannya wakaf untuk masjid dan
dibolehkannya wakaf dari harta milik bersama meskipun belum
terbagi kepemilikannya secara jelas bagi masing-masing pewakaf
jika wakaf dilakukan secara berjamaah (Ibn Hajar, t.th.:692).
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Hadis 1.6.
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Artinya: Bahawasanya Anas bin Malik r.a. pernah mendengar. Ia
berkata: Abu Thalhah adalah orang dari golongan Anshar
yang memiliki kebun kurma paling banyak di Madinah,
kebun kurma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha.
Kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Nabi SAW
biasa masuk dan minum air yang baik di kebun itu. Anas
melanjutkan, “Ketika Allah menurunkan ayat ini (Kalian
tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai
kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai),
maka Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu
berkata, “wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat
kepadamu dan sesungguhnya harta saya yang paling
saya cintai adalah kebun Bairuha dan sesungguhnya saya
menginfakkannya di jalan Allah, saya berharap bisa
menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka
gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah
kepadamu, “Maka Rasulullah bersabda, “Bakh, itulah
harta yang mulia. Sungguh, aku telah mendengar apa
yang engkau katakan dan aku berpendapat agar engkau
membagikannnya kepada kerabatmu, “Maka Abu
Thalhah berkata, Aku akan melakukannya wahai
Rasulullah, “Kemudian dia membaginya kepada kerabat
dan keluarga pamannya. (HR. Bukhari, No. 1403).

Dalam hadis 1.6 ini menyatakan tentang pensyariatan wakaf
kepada keluarga terdekat sebelum yang lainnya. Wakaf juga tidak
disyaratkan persetujuan dari pihak penerima wakaf. Dalam
mazhab Maliki disebutkan pendapat yang menyatakan bahwa
sedekah yang dilakukan secara mutlak dengan tanpa
menyebutkan pihak penerimanya hukumnya sah. Setelah itu,
orang yang mengeluarkan sedekah dapat menentukan siapa-siapa
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saja yang akan menerimanya sesuai dengan apa yang
diinginkannya (Ibn Hajar, t.th.:498-500).

2. Undang-Undang Wakaf

Praktik wakaf sudah berjalan di kalangan umat Islam di
Indonesia sejak sebelum merdeka. Dalam hal ini, pemerintah
Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang
mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-
undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sementara
di Aceh terkait dengan pengelolaan wakaf tercantum dalam
Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

3. Rukun Wakaf

Ibadah wakaf mempunyai rukun yang menjadi kerangka
dasar agar hukumnya menjadi sah dan diterima Allah SWT.
Mayoritas ulama menyebutkan, di antaranya Malikiyah, Syafi'iyah
dan Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu;
(1) wakif (pemilik harta yang mewakafkan); (2) mauquf (harta
yang diwakafkan); (3) mauquf alaihi (penerima manfaat wakaf);
(4) shighat (ikrar atas wakaf). Sedangkan Hanafiyah mengatakan
bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu shighah atau ikrar
atas wakaf.

4. Hikmah Wakaf

Wakaf memiliki hikmah bagi pewakaf dan masyarakat luas
adalah sebagai berikut;
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a. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan sifat tolong menolong
dalam amal kebaikan dan kemashlahatan sesama umat
Islam;

b. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta
benda, mesti telah menjadi milik pribadi yang sah, tetap
harus memiliki fungsi sosial;

c¢. Meningkatkan jumlah aset-aset yang digunakan untuk
kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam;

d. Wakaf adalah sumber daya potensial bagi kepentingan
peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan,
ekonomi, dakwah dan lain sebagainya;

e. Wakaf merupakan peluang amal saleh untuk mendekatkan
diri kepada Allah SWT.

f. Wakaf diharapkan mampu memandirikan umat Islam
dalam berbagai pihak yang tidak sejalan dengan umat
Islam.

g. Wakaf sekaligus menjadi instrumen penting dalam
mewujudkan sistem ekonomi syari’ah.

h. Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan dari praktik wakaf yang digambarkan di dalam
hadis 1 sampai dengan 6, maka wakaf dapat dibedakan menjadi
tujuh macam (Tim ICAST UNIDA, 2020:3-21).

a) Wakaf berdasarkan batasan waktunya, yaitu muabbad
(selamanya) dan muaqqat (sementara). Wakaf abadi, jika
wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti
tanah dan bangunan atau barang bergerak yang
ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif.
Sementara wakaf sementara berupa barang yang
diwakafkan yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa
memberi syarat untuk menggantikan bagian yang rusak
atau juga bisa dikarenakan oleh sebagian wakif yang
memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
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b)

d)

Wakaf berdasarkan penggunaannya, yaitu mubasyir
(langsung) dan istitsmari (produktif). Perbedaan antara
wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola
manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung
membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya
didapat dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini
tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh
dipergunakan untuk merawat, seperti masjid untuk shalat
dan lainnya. Sementara wakaf produktif, sebagian hasilnya
dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda
wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang yang
berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf berdasarkan cakupannya, yaitu; (1) dzurry. Wakaf
yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial
dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat
sendiri; (2) khairy. Wakaf yang secara tegas untuk
kepentingan agama dan masyarakat; (3) musytarak. Wakaf
yang secara tegas untuk kepentingan keluarga dan juga
agama atau masyarakat.

Wakaf berdasarkan manfaatnya, yaitu; (1) ‘ayaan
(barang). Harta wakaf berupa benda seperti rumah, mobil,
dan lainnya; (2) abdaan (profesi). Profesi yang diwakafkan
seperti profesi dokter, arsitek dan lainnya.

Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya, yaitu; (1)
wakaf yang dikelola oleh wakif; (2) wakaf yang dikelola
oleh non wakif; (3) nazhir yang ditunjuk oleh hakim; dan
(4) nazhir dari pemerintah.

Wakaf berdasarkan jenis bendanya, yaitu; (1) harta
bergerak. Ia adalah harta benda yang tidak bisa habis
karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat
berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak
sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan
syari’ah dan perundang-undangan yang berlaku; (2) harta
yang tidak bergerak. Ia adalah harta wakaf dalam bentuk
tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah
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susun dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

g) Wakaf berdasarkan keadaan pewakaf (wakif), yaitu; (1)
wakaf orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para
sahabat yang kaya atau paling tidak mereka yang memiliki
aset berupa tanah dan perkebunan; (2) wakaf tanah oleh
pemerintah atau penguasa. Wakaf ini terjadi berdasarkan
keputusan penguasa atau hakim. Seperti yang terjadi para
penguasa Daulah Abbasiah, mereka banyak membangun
sekolah, perpustakaan umum dan universitas; (3) wakaf
berdasarkan wasiat. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan
berdasarkan wasiat setelah kematian seseorang. Wakaf ini
muncul karena umat Islam diperintahkan untuk
membelanjakan hartanya di jalan kebaikan dan
kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang
akan diwariskan; (4) wakaf milineal. Wakaf ini dilakukan
oleh generasi yang lahir pada era 80-an dan akrab dengan
teknologi dan media sosial. Wakaf ini secara kuantitas
sedikit tapi populasinya besar, seperti gerakan wakaf
5000 rupiah perbulan.

6. Wakaf Tunai

Masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat Aceh,
hanya mengenal wakaf dalam bentuk yang tidak bergerak seperti
tanah dan bangunan, akan tetapi, sekarang telah disepakati oleh
para ulama tentang kebolehan wakaf dalam bentuk uang tunai.
Definisi wakaf tunai sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa
MUI adalah wakaf uang (cash waqf/waqf al nuqud) adalah wakaf
yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan
hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini
adalah surat-surat berharga. Definisi ini kemudian diperkuat
dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No, 42 Tahun 2006
tentang wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian
dari benda wakaf. Ulama kontemporer, Abdul Mannan
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memberikan pengertian tentang wakaf uang hanya boleh
disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh
syar’i, nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak
boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Mannan, 2009:33).
Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Murat Cizakca, yang
dimaksud dengan wakaf tunai adalah jenis wakaf tertentu yang
berbeda dengan wakaf bangunan biasa, bahwa modal aslinya
murni sebagai wakaf (Murat Cizakca, 1998:53).

1. Praktik Wakaf Uang dalam Sejarah Umat Islam

Wakaf yang berupa uang tunai dalam catatan sejarah umat
Islam dikenal waqf al-nuqud dan sekarang dikenal dengan istilah
wakaf uang. Menurut Murat Cizakca wakaf tunai pertama kali
dipakai pada masa Usmani di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-
1823M) (Murat Cizakca, 2004:1). Pada era Usmani di Mesir,
berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas
bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad al-Syaibani menjelaskan
bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat,
penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika
memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah
tertentu. Bahkan bagi Imam al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak
selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak
sebagai harta wakaf.

Pada saat era Usmani di Turki, wakaf tunai telah
mendominasi Anatolia dan Semenanjung Balkan di bawah
kekuasaan Turki Usmani. Aset wakaf berupa uang tunai yang
dikumpulkan dalam pooling fund (konsorsium pendanaan oleh
perbankan nasional), oleh nazhir yang ditunjuk oleh pemerintah
disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman, di mana
biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan
pinjaman pokok dan laba. Dewasa ini, hampir semua fasilitas
umum seperti rumah sakit, sekolah, pembangunan jalan serta
fasilitas sosial seperti santunan fakir miskin dan cacat dibiayai
oleh dana wakaf di Turki (Martini Dwi Pusparini, 2016). Dari sini
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terlihat bahwa wakaf tunai itu telah berjalan untuk pembiayaan
dan perawatan aset wakaf.

Ada tiga alasan, kenapa ahli fikih era Usmani menyusun
konsep wakaf tunai; (1) pertama, pandangan bahwa aset bergerak
dapat menjadi harta wakaf; (2) penilaian dan penerimaan atas
uang sebagai aset bergerak. (3) persetujuan atas pemberian uang
tunai (Syafrudin, 2010: 85-115).

8. Tujuan Wakaf Tunai

Wakaf tunai memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah;

a) Untuk menghapus pandangan masyarakat bahwa
wakaf hanya untuk orang kaya saja;

b) Lembaga keuangan syari'ah  bertindak sebagai
fasilitator ~ untuk menciptakan wakaf tunai dan
membantu pengelolaan wakaf;

c) Sebagai mobilisator masyarakat untuk investasi
akhirat dan wadah untuk mempererat silaturrahim
antara orang kaya dan miskin.

d) Untuk meningkatkan investasi sosial dan mentrans-
formasikan tabungan masyarakat menjadi modal;

e) Membangun Kkesadaran bagi orang-orang kaya
tentang tanggungjawab sosial mereka terhadap
masyarakat;

f) Untuk membantu pengembangan Social Capital
Market;

g) Untuk membantu usaha-usaha pembangunan bangsa
secara umum dan membuat hubungan yang unik
antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

9. Wakaf Melalui Uang

Jika wakaf uang, objek wakafnya berupa uang, maka wakaf
melalui uang, objek wakafnya bukan berbentuk uang yang
diserahkan pewakaf, akan tetapi peruntukan wakaf tersebut.
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Sebagai contoh, Pak Ali berniat untuk mewakafkan uang Rp15 juta
kepada nazhir, maka itu adalah wakaf uang tunai. Sementara itu,
ada sebuah organisasi atau yayasan mengumpulkan donasi wakaf
untuk biaya pendirian bangunan untuk pendidikan (tanah dan
bangunan) kemudian pewakaf menyerahkan uang Rp1l5 juta
kepada nazhir, itu disebut wakaf melalui uang karena yang
diwakafkan sebenarnya adalah tanah dan bangunan.

10. Hukum Wakaf Tunai dan Wakaf Melalui Uang

Beberapa ulama klasik berbeda pendapat tentang hukum
mewakafkan uang tunai. Sebahagian mereka, Imam Syafi’i tidak
memperbolehkannya (al-Syafi’l, t.th:274-287) karena uang bisa
habis zatnya dalam sekali pakai, sedangkan benda yang
diwakafkan adalah benda yang tahan lama zatnya. Selain itu, uang
diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya
dengan mempersewakan zatnya. Sementara ulama yang
membolehkannya adalah para ulama dari kalangan Malikiyah
(Malik, t.th, j.6:98-99), Hanabilah (Ibn Taymiyah, t.th. ].31:234-
235), dan Hanafiyah (Abu Su’ud, 1997:19-21) dengan cara
menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk bagi hasil, dan
keuntungannya dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.
Kesimpulan ini juga menjadi keputusan Lembaga Fikih OKI Nomor
140 dan Standar Syariah Internasional AAOIFI di Bahrain tentang
wakaf. Jadi wakaf uang dan melalui uang dibolehkan di kalangan
ulama salaf dan khalaf.

Kegiatan praktik wakaf tunai ini berasaskan pada praktik
yang dilakukan oleh Imam Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124H.) sebagai
salah seorang pembesar dari kalangan tabi’in, sebagaimana yang
dinukilkan oleh Imam al-Bukhari di dalam karyanya al-Jami’ al-
Shahih. Imam al-Zuhri telah mewakafkan seribu dinar di jalan
Allah, lalu ia memberikan kepada seorang anak laki-laki sebagai
modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada
maugquf ‘alaihi (umat Islam)(Abu Suud, 1997: 20-21).
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Sementara di Indonesia, landasan hukum mengenai
pengelolaan wakaf tunai di Indonesia sudah ditetapkan oleh
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu;

a) Wakaf uang (cash waqf/waqf al nuqud) adalah wakaf
yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga
atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

b) Termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat
berharga. Definisi ini kemudian diperkuat dengan
lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang
diatur dalam pasal 28 dan PP No. 42 Tahun 2006
tentang Wakaf yang menyatakan bahwa uang
termasuk bagian dari benda wakaf.

c) Wakaf uvang hanya boleh disalurkan dan digunakan
untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.

d) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya,
tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Adapun landasan lainnya adalah sebab uang telah memenuhi
karakteristik aset wakaf (mauquf) yang lain, seperti rumah dan
tanah, yaitu dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan, serta
bagi hasilnya untuk penerima manfaat wakaf (mauquf alaih).

B. Reinterpretasi Konsep Wakaf untuk Kesejahteraan

Berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam dewasa ini
sangat kompleks, mulai dari persoalan agama, hukum, politik,
ekonomi dan sosial. Salah satu persoalan yang perlu solusi yang
tepat adalah terkait dengan sosial-ekonomi, dalam hal ini terkait
dengan kemiskinan. Kemiskinan yang melanda umat Islam
dewasa ini tentunya bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di
antaranya karena Kkemiskinan struktural dan kultural,
ketidakberdayaan dan ingin selalu berada di zona aman. Ketika
kemiskinan muncul maka kesejahteraan tidak akan terwujud. Al-
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Ghazali menyatakan bahwa Kkesejahteraan pada sebuah
masyarakat sangat tergantung pada pemeliharaan lima tujuan
dasar; agama, jiwa, keturunan, harta, akal. Al-Qardhawi pula
menambahkan pemeliharaan lingkungan sebagai salah satu
tujuan dasar itu. Artinya sebuah masyarakat yang sejahtera
terpenuhi kebutuhan dasar secara merata seperti pendapatan,
pendidikan dan kesehatan. Hal seperti ini tentu tidak boleh
dibiarkan dan perlu adanya solusi yang cepat untuk
menyelesaikannya. Salah satu solusinya adalah penafsiran
kembali ajaran wakaf.

Wakaf merupakan sebuah syari’at yang unik dan fleksibel bila
dibandingkan dengan zakat. Keunikan wakaf terletak pada fungsi
yang dimilikinya, yaitu berfungsi sebagai ibadah. Karena ia
menjadi bekal bagi pewakaf di akhirat, pahalanya akan terus
mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Selain itu, wakaf juga
berfungsi sosial, sebab ia merupakan aset yang sangat bernilai
dalam pembangunan. Adapun fleksibiltas wakaf terletak pada
peruntukannya yang tidak terbatas kepada golongan tertentu.

Wakaf merupakan sarana yang sangat erat hubungannya
dengan kepemilikan. Selain itu, kepemilikan selain menjadi dasar
sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia
dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai
dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan
cara memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam
pendistribusian aset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui
wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya
terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga
memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang
sangat membutuhkannya. Dalam Islam, wakaf merupakan doktrin
agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan
sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan
demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian
penting dari ibadah.
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Agar tercapai kesejahteraan dalam kehidupan sosial-
ekonomi, maka teori wakaf perlu didukung oleh teori perubahan
sosial dan teori pembangunan. Karena teori moneter yang
berkembang dan tumbuhnya berbagai LKS tampaknya muncul
penafsiran baru tentang wakaf, sehingga melahirkan konsep
wakaf tunai, seperti yang digagas oleh Profesor Mannan, pakar
ekonomi Islam dari Bangladesh. Dalam konsep wakaf tunai, wakaf
dapat menjadi sumber dana tunai yang dapat dimanfaatkan untuk
kesejahteraan umat, tentunya dengan beberapa catatan
(Muhammad Mu’allim dan Abdurrahman, 2014:741), di
antaranya; pertama, wakaf uang dapat digunakan untuk
mengembangkan aset-aset wakaf berupa tanah-tanah yang
terlantar dan tidak terurus, untuk dikelola secara produktif
melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan
gedung; kedua, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan
bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren,
madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih
mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini,
tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya.
Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan
memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan
perannya dalam penguatan keilmuan Islam. Ketiga, wakaf uang
sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Konsep ini sangat mungkin dilakukan, karena empat alasan.
Pertama, wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk
dibelikan harta wakaf. Wakaf dapat diberikan dalam jumlah yang
lebih kecil seperti 5000 rupiah. Ini memberikan kesempatan luas
bagi masyarakat, terutama pewakaf millineal. Kedua, bentuk
wakaf dapat berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat
flekssibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang
disimpan di lembaga keuangan syari’ah. wakaf bisa juga berupa
saham perusahaan. Ketiga, pewakaf dapat mewakafkan hartanya
dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Keempat, nilai
pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh
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dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Jadi, seorang pengusaha
dapat memperuntukkan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf
yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dalam
jangka waktu tertentu.

Selain wakaf tunai, wakaf manfaat juga dapat
mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dapat dikatakan
bahwa wakaf manfaat belum terlalu popular di kalangan umat
Islam di Indonesia, terutama di Aceh. Wakaf manfaat sebagai
solusi dalam bentuk lain, ketika seseorang tidak memiliki aset
atau pun uang untuk diwakafkan. Wakaf manfaat bersifat likuid
sehingga mudah diproduktifkan dan akan menjadi kekuatan
ekonomi yang mensejahterakan dan memberdayakan umat.
Bentuknya bisa berupa wakaf kendaraan pribadi untuk
diproduktifkan kemanfaatannya (disewakan) hasilnya menjadi
wakaf uang yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, wakaf
manfaat ruko, villa, rumah, tabungan uang, dan lainnya. Sifat
perwakafannya bisa sementara atau selamanya (Syauqi Ahmad
Dunya, 2006:11)

C. LANSKAP DAN PERKEMBANGAN WAKAF

1. Lanskap dan Perkembangan Wakaf International

Pakar ekonomi syariah, Dr. Mohd Daud Bakar baru-baru ini
(2018) memaparkan bahwa umat Islam perlu menyadari bahwa
wakaf bukanlah semata-mata institusi agama saja. Wakaf
sebenarnya merupakan institusi keuangan yang mempunyai
potensi yang sangat besar untuk digunakan membiayai berbagai
keperluan mulai dari proyek skala kecil hingga mega proyek.

Murat Cizakca (1998) pula menerangkan bahwa wakaf dapat
dioptimalkan untuk menalangi anggaran belanja pemerintah.
Sepanjang sejarah, wakaf telah terbukti mampu membiayai
berbagai macam pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan,
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pendidikan, pengadaan infrastruktur dan lain-lain. Singkat kata
wakaf secara signifikan telah membantu mengurangi anggaran
belanja pemerintah sehingga pemerintah tidak perlu melakukan
pinjaman dari luar negeri untuk membiayai berbagai program
yang dijalankannya.

Mari kita lihat fakta sejarah yang sangat fenomenal mengenai
keberhasilan wakaf di Turki untuk membuka wawasan kita
mengenai peranan besar institusi wakaf. Directorate General
Foundations Publications Turki dalam buku terbitan mereka
berjudul Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History
memaparkan setidaknya ada 106 macam wakaf dalam berbagai
sektor yang dilakukan oleh masyarakat Turki baik untuk
kesejahteraan sosial ataupun untuk pengembangan sosio-
ekonomi mereka.

Di antara wakaf yang mereka lakukan adalah wakaf
perlindungan lingkungan dan hutan, wakaf rumah sakit, wakaf
untuk menggali sumur, wakaf untuk membiayai anak laki-laki
berkhitan, wakaf penyediaan alat-alat pertanian untuk petani,
wakaf untuk menjaga keindahan kota, wakaf untuk menjaga anak
yatim, wakaf untuk beasiswa pelajar, wakaf untuk biaya menikah
pemuda miskin, wakaf untuk memperbaiki jembatan yang rusak,
wakaf untuk gaji guru, wakaf untuk membantu pedagang yang
bangkrut, wakaf untuk menyediakan alat transportasi di sungai,
wakaf jaminan sosial untuk orang miskin atau untuk orang yang
tidak mampu bekerja, wakaf untuk menyediakan kebutuhan
logistik angkatan bersenjata dan beragam jenis wakaf yang lain.

Wakaf sekarang ini semakin menemukan momentumnya.
Bahkan tidak salah kalau kita katakan sekarang ini isu-isu seputar
perkembangan dan pembangunan wakaf sudah berada di arus
utama. Wakaf bukan lagi ‘the next big thing' dalam dunia
keuangan Islam, malah sudah menjadi ‘the big thing'.
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Pada 12 Juli 2019 lalu, di Conference Hall 2, Sasana Kijang,
Bank Negara Malaysia, The World Bank Group Global Knowledge
and Research Hub in Malaysia, INCEIF dan ISRA meluncurkan
sebuah laporan mengenai wakaf yang diberi nama 'Maximizing
Social Impact Through Wagqf Solutions’.

Laporan ini memberikan gambaran umum kondisi wakaf,
rekam jejak gemilang institusi wakaf sepanjang sejarah Islam,
peran wakaf dalam sektor pembangunan dan sosio-ekonomi
masyarakat di era keemasan wakaf, potensi besar yang
dimilikinya kini dan tawaran berbagai strategi untuk memajukan
dan mengoptimalkan industri wakaf.

Lebih menarik lagi adalah diskursus wakaf kini disandingkan
dengan dua tujuan yang ingin dicapai oleh World Bank pada tahun
2030 (Twin Goals 2030) yaitu mengentaskan kemiskinan yang
akut dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara
berkelanjutan. Di sini World Bank melihat bahwa salah satu
institusi yang dapat digunakan untuk mencapai dua target
tersebut adalah institusi wakaf.

Laporan ini juga memaparkan contoh keberhasilan
pengembangan wakaf terkini untuk direplikasi oleh berbagai
pihak terkait. Pengembangan wakaf di negara-negara seperti
Saudi Arabia dan Singapura yang berhasil menggunakan
instrumen sukuk dalam memajukan sektor wakaf juga menjadi
bagian penting yang diberikan penekanan dalam dokumen yang
semuanya berjumlah 89 halaman itu. Begitu juga dengan
beberapa kisah sukses (best practices) pengembangan wakaf di
Malaysia, Kuwait, Afrika Selatan dan Inggris, baik yang dilakukan
oleh pemerintah dan swasta, sendiri-sendiri ataupun kolaborasi
antara kedua entitas itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada
beberapa proyek wakaf yang dianggap berhasil seperti Menara
Bank Islam di Malaysia, kompleks komersial di Jalan Bencoolen,
Singapura dan Menara Zam-Zam di Makkah, Saudi Arabia.
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Laporan ini juga memaparkan beberapa kebijakan dan
hukum wakaf di beberapa negara yang memberikan dampak
terhadap perkembangan wakaf di negara terkait seperti Saudi
Arabia, Malaysia, Nigeria, Turki dan Indonesia. Kebijakan dan
regulasi di beberapa negara merupakan penyebab stagnannya
wakaf di sana. Sebaliknya kebijakan dan regulasi di beberapa
negara lain mendorong dinamisnya perkembangan wakaf di
negara itu.

Laporan World Bank itu merupakan sebuah penegasan
tentang kesuksesan institusi wakaf di zaman dahulu dalam
mencapai tiga tujuan utamanya yaitu pengentasan kemiskinan,
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

2. Lanskap dan Perkembangan Wakaf Indonesia

Menurut Tim Lindsyey (2012), pada saat berakhirnya era
Orde Baru dahulu, hukum dan tata kelola wakaf Indonesia sangat
kompleks sehingga sulit dimengerti oleh pegawai pemerintah
ataupun masyarakat biasa. Hal senada juga disampaikan oleh
Chaider Bamualim (2009), ketika ia berasumsi bahwa sebenarnya
sejak Indonesia merdeka, sektor wakaf diabaikan dalam sistem
hukum Indonesia.

Barulah pada tahun 2004, wakaf seolah-olah menemukan
momentum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun
2004 tentang Wakaf. Menurut Tuti A. Najib dan Ridwan al-
Makassary (2006), beberapa aturan yang ada bertujuan untuk
merevitalisasi institusi wakaf dengan mempertajam definisi,
cakupan, inovasi institusi, mekanisme pengawasan dan tata kelola
wakaf. Hasilnya kita pun telah melihat berbagai perkembangan
dalam dunia wakaf di tanah air selama beberapa terakhir.

Hal ini pada mulanya ditandai dengan kelahiran Badan Wakaf
Indonesia (BWI) pada tahun 2007, sebagai amanah Undang-
Undang Wakaf, yang bertugas memajukan dan mengembangkan
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perwakafan di negara kita. Pada akhir tahun 2018 lalu BWI telah
melahirkan dua ‘landmark’ baru yaitu Wagqf Core Principles (WCL)
dan Cash Wagqf Linked Sukuk (CWLS) yang diperkenalkan ke
publik dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali yang
diharapkan akan menjadi titik tolak perkembangan sektor wakaf
di Indonesia.

Perkembangan sektor wakaf dalam setahun terakhir ini di
dalam dan luar negeri semakin menarik untuk kita cermati. Dalam
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Wakaf Indonesia yang
berlangsung 10-12 Desember 2019 lalu di Jakarta, Wakil Presiden
Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa wakaf,
jika dikelola secara produktif, akan dapat mengurangi angka
ketimpangan dan kemiskinan. la menambahkan bahwa wakaf
termasuk hal terpenting yang harus diketahui masyarakat karena
dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan martabat umat
muslim.

Rakornas ini kemudian menetapkan 12 poin rekomendasi
untuk memajukan perwakafan di Indonesia. Pertama,
meningkatkan literasi wakaf melalui berbagai program inovatif
seperti program wakaf goes to campus/school, memasukkan
materi wakaf ke dalam kurikulum pendidikan agama dan tema
Khutbah.

Kedua, membangun sistem informasi wakaf nasional yang
terintegrasi dan mudah diakses oleh publik. Ketiga,
memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan pasar
keuangan (seperti fintech, crowdfund, blockchain) dalam
penghimpunan wakaf.

Keempat, percepatan sertifikasi aset wakaf dalam rangka
perlindungan aset wakaf nasional. Kelima, meningkatkan
profesionalisme dan kapasitas nadzir melalui program sertifikasi
nadzir. Keenam, revitalisasi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)
sebagai lembaga nadzir wakaf nasional.
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Adapun rekomendasi ketujuh adalah, mendorong percepatan
revisi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan melakukan
penataan atau pembuatan peraturan BWI sesuai kebutuhan.
Kedelapan, menyusun standar pelayanan publik BWI dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia BWI menuju
pelayanan publik yang maksimal.Rekomendasi kesembilan,
meningkatkan sinergitas antara BWI dan Kementerian Agama
dalam memajukan perwakafan nasional. Kesepuluh,
meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan penegak hukum dan
stakeholder wakaf dalam rangka perlindungan aset wakaf.

Rekomendasi kesebelas, melakukan MoA (Memorandum of
Agreement) antara BWI perwakilan kabupaten, kota, provinsi
dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten, kota,
provinsi. Rekomendasi terakhir adalah melakukan imbauan
kepada para nadzir perseorangan untuk beralih menjadi nadzir
badan hukum.

Sebelumnya, pemberitaan di Republika pada 8/11/2017
mengenai pernyataan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa
perkembangan wakaf di Indonesia menuntut tata kelola yang
lebih sangat menarik untuk dicermati. Hal senada juga
diungkapkan oleh Ketua BWI, Drs H. Slamet Riyanto, ketika itu,
yang juga menyatakan bahwa BWI terus melaksanakan berbagai
kegiatan termasuk di The 4t Indonesia Shariah Economic Festival
(ISEF) 2017 untuk mencari formula menuju tata kelola wakaf
yang lebih baik.

Menemukan formula tata kelola wakaf juga telah dibicarakan
dalam Konferensi International yang diberi nama Global Wagqf
Conference yang diadakan di Pekanbaru pada 16-18 Oktober
2017. Salah satu tujuan konferensi yang diikuti oleh peserta dari
mancanegara ini adalah untuk menstimulasi diskusi-diskusi
tentang wakaf dan perkembangannya di tingkat global antara
para peneliti, akademisi, pakar dan praktisi di bidang wakaf yang
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nantinya akan bermuara pada pengembangan wakaf untuk sosio-
ekonomi ummat demi kemakmuran yang berkelanjutan.

Konferensi Global Wakaf tersebut dan rangkaian kegiatan di
ISEF 2017 mulai dari Seminar International Wakaf, Public Hearing
on Wagqf Core Principles (WCP) dan International Working Group
on WCP ini harus dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk
melihat bagaimana keberadaan institusi wakaf yang ada di
Indonesia. Apakah ada institusi wakaf di Indonesia yang dikelola
seperti halnya yang dilakukan di negara tetangga kita Singapura,
misalnya, melalui lembaga yang diberi nama Warees Investments
Pte (Warees)? Apakah ada hasil tata kelola wakaf di Indonesia
yang memberikan kontribusi secara finansial kepada masyarakat?
Kalau tidak ada atau masih belum maksimal, di mana kelirunya?
Tentu ada mata rantai yang terputus yang perlu ditelusuri untuk
merevitalisasi tata kelola lembaga wakaf di Indonesia.

Dilihat secara statistik tanah wakaf di Indonesia berdasarkan
data dari situs Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian
Agama RI pada Maret 2016, luas tanah wakaf di Indonesia lebih
kurang 4,359,433,170 meter per segi yang terletak di 435,768
lokasi di seluruh Indonesia. Sementara itu potensi wakaf uang,
berdasarkan data pada tahun 2011 saja diperkirakan bisa
mencapai Rp. 7.2 triliun per tahunnya.

Sayangnya aset tanah wakaf dan potensi wakaf uang di
Indonesia yang sangat luar biasa itu masih belum mampu
memberikan kontribusi yang positif untuk sosial ekonomi
masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan
mewujudkan Kkesejahteraan. Hal ini terlihat dari data yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2020
mengenai total penduduk miskin di Indonesia yang mencapai
9,78% atau 26,42 juta jiwa dari total penduduk Indonesia
semuanya.
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Kondisi ini perlu segera ditangani dengan mengambil
beberapa terobosan strategis seperti perubahan paradigma,
penguatan regulasi, penguatan sumberdaya manusia (SDM)
pengelola wakaf dan mengembangkan wakaf melalui proyek
percontohan.

3. Penguatan Requlasi

Tata kelola wakaf di Indonesia selama ini diatur oleh UU No.
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejumlah peraturan
pendukung lainnya.

UU No. 41 Tahun 2004 yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal
itu sebenarnya sudah cukup komprehensif untuk mengatur tata
kelola wakaf di Indonesia. Misalnya saja pasal 15 UU ini yang
mengatur tentang harta benda wakaf menyebutkan bahwa harta
benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda
bergerak. Luasnya cakupan jenis harta benda yang boleh
diwakafkan ini merupakan peluang yang sangat besar untuk
mengembangkan berbagai wakaf produktif untuk kepentingan
sosial dan kesejahteraan ummat.

UU ini juga mengamanahkan dibentuknya Badan Wakaf
Indonesia (BWI) untuk mengembangkan perwakafan di
Indonesia. Dalam pasal 49 ayat (1) BWI, antara lain, memiliki
tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Nazir
dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,
melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
berskala nasional dan internasional, serta memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di
bidang perwakafan.

Sayang sekali dalam UU ini sama sekali tidak mengatur
mengenai pendataan aset wakaf. Pasal 32 hingga pasal 39 hanya
mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta wakaf.
Pendaftaran harta wakaf ini sangatlah berbeda dengan pendataan.
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Pendaftaran hanyalah dilakukan semata-mata berdasarkan
informasi yang diberikan oleh Nazir wakaf kepada petugas yang
berwenang atau dalam hal ini adalah PPAIW (Pejabat Pembuat
Akta lkrar Wakaf). Sedangkan pendataan adalah dilakukan
dengan mengajukan berbagai pertanyaan investigatif untuk
mengetahui sekaligus mengenal pasti potensi aset wakaf baik
yang didaftarkan ataupun tidak.

Salah satu indikasi utama urgensi pendataan aset wakaf di
Indonesia adalah ketika berlangsungnya konferensi wakaf di
Pekanbaru itu, kita temukan tidak seragamnya jumlah aset wakaf
Indonesia yang diberikan oleh pakar-pakar dari Indonesia baik
dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atapun daripada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS).

Pendataan akan bermuara kepada adanya gambaran yang
jelas tentang macam bentuk aset wakaf, nilai, pendapatan dari
aset itu, potensi dan kondisi finansial harta benda wakaf.
Pendataan ini nantinya akan melahirkan suatu pangkalan data
tentang harta benda wakaf yang sangat penting untuk dapat
menetapkan skala prioritas aset wakaf mana saja yang perlu
dikembangkan terlebih dahulu.

Jadi, revisi terhadap UU Wakaf ini perlu segera dilakukan
dengan memasukkan pasal mengenai sensus atau pendataan aset
wakaf. Dengan adanya pasal mengenai sensus ini maka nanti
alokasi dana untuk melakukan pendataan aset wakaf bisa diplot
melalui APBN atau APBD provinsi terkait.

Selain penguatan regulasi, tahapan lain yang sangat signifikan
adalah penguatan kapasitas SDM yang berkaitan dengan tata
kelola wakaf. Jafri Khalil (2008) mengusulkan bahwa setiap
pengelola aset wakaf haruslah memiliki kompetensi dalam
pengelolaan keuangan, memiliki kemampuan dan pengalaman
dalam pemberdayaan ekonomi ummat, memiliki komitmen dalam
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pengembangan wakaf uang serta memiliki reputasi dan jejak
rekam keuangan yang baik dalam masyarakat.

Hal ini juga senada dengan salah satu resolusi konferensi
wakaf di Pekanbaru yang menekankan perlu mengadakan
berbagai program pelatihan dan konsultansi untuk melahirkan
pakar dan pengelola wakaf yang profesional untuk dapat
melakukan lompatan besar dalam pengembangan dan
pengelolaan wakaf.

Penguatan kapasitas terhadap mereka ini harus dilakukan
setiap waktu dengan memberikan berbagai pelatihan dan
supervisi. Tugas ini secara nasional diemban oleh BWI, sementara
di daerah bisa saja dilakukan oleh perwakilan BWI di provinsi
terkait dengan bersinergi bersama lembaga terkait lainnya baik di
dalam mahupun di luar negeri.

Terobosan lain yang perlu segera dilakukan oleh pemangku
kepentingan wakaf di Indonesia adalah membangun proyek
komersial di atas tanah wakaf, di lokasi strategis di setiap ibukota
provinsi, untuk menjadi pilot proyek.

4. Lanskap dan Perkembangan Wakaf Aceh

Bagi masyarakat Aceh sendiri, wakaf juga merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan mereka. Snouck
Hurgronje (2007) mencatat bahwa banyak sekali rumah wakaf
masyarakat Aceh, Banten dan Pontianak di Mekkah. Salah satunya
yang masih tetap bertahan adalah apa yang sekarang kita kenali
dengan Wakaf Habib Bugak Asyi atau Baitul Asyi. Wakaf Baitul
Asyi ini sudah berumur sekitar 211 tahun sejak pertama sekali
diwakafkan pada tahun 1809. Wakaf ini semakin dikenali publik
di tanah air karena sejak tahun 2006 setiap Jamaah Calon Haji
(JCH) embarkasi Aceh menerima pembagian dana wakaf, berkisar
dari 1.200 riyal sampai dengan 2.000 riyal atau 4.3 juta sampai 7.2
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juta rupiah, hasil dari keuntungan pengelolaan aset wakaf yang
dimiliki oleh Baitul Asyi.

Van Langen (1888) pula secara lugas menyebutkan bahwa
Blang Padang dan Blang Punge sebagai tanah wakaf milik Mesjid
Baiturrahman. Sementara itu Koesoema Atmaja (1922)
mengatakan bahwa di Aceh banyak sekali aset wakaf dalam
berbagai bentuk seperti mesjid, sawah, asrama pelajar, wakaf
pohon dan tanah perkuburan untuk orang asing. Bahkan menurut
Suparman Usman (1999), Aceh ketika zaman Kerajaan Aceh
Darussalam memiliki sebuah badan yang diberi nama Balai
Meusara, lembaga yang khusus mengelola segala urusan yang
berhubungan dengan wakaf.

Selanjutnya, dalam laporan khusus Majalah Tempo Edisi 19-
25 Agustus 2003 mengenai kenapa Aceh memberontak, ada
sebuah narasi mengenai kisah pembelian pesawat oleh orang
Aceh untuk Indonesia. Bung Karno datang ke Aceh pada 16 Juni
1948 meminta bantuan membeli sebuah pesawat untuk
menguatkan pertahanan udara dan mendukung transportasi antar
pulau.

Hanya dalam waktu dua hari pengusaha Aceh yang tergabung
dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA)
berhasil mengumpulkan 130,000 straits-dollars (kini Dolar
Singapura) dan 5 kilogram emas. Uang dan emas itu kemudian
diserahkan kepada Bung Karno. Saat itu diperkirakan uang yang
terkumpul cukup untuk membeli dua pesawat sekaligus.

Pesawat Dakota dengan nomor pendaftaran RI-001 ini
terbang pertama sekali ke Indonesia pada Oktober 1948. Pesawat
inilah juga yang kemudian digunakan oleh Bung Hatta dalam
mengunjungi berbagai daerah dalam tur Sumatera seperti
Payakumbuh, Jambi dan Banda Aceh. Pesawat yang oleh Bung
Karno diberi nama Seulawah yang berarti gunung emas bahkan
bisa menembus blokade Belanda untuk membawa masuk senjata

Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA [et.al] | 53



dan amunisi dari luar negeri dalam rangka perjuangan melawan
agresi Belanda.

Kedermawanan orang Aceh ini kemudian juga dinukilkan
oleh James Siegel (1969) mengenai keberhasilan Teungku Daud
Beureueh memimpin masyarakat bersama-sama berswadaya
membangun mesjid, memperbaiki jalan dan jembatan serta
menggali saluran irigasi sepanjang 17 kilometer dengan
kedalaman 1,5 meter serta luasnya 2,5 meter pada tahun 1963.

Saluran irigasi senilai Rp. 100,000,000.00 (Seratus juta
rupiah) ketika itu dibangun tanpa pengeluaran dana sedikitpun.
Pemilik tanah rela mewakafkan tanah mereka, masyarakat yang
lain pula mewakafkan tenaga mereka untuk menggali saluran itu.
Setiap hari, mulai jam 8:00 pagi sampai jam 4:30 atau jam 5:00
sore, tidak kurang dari 300 orang bahkan kadang-kadang
mencapai 2000 orang yang mewakafkan tenaga mereka
membangun saluran irigasi.

El Hakimy (1993) menyebutkan bahwa dalam jejak rekam
wakaf Aceh, kebiasaannya wakaf itu terdiri dari dua bagian yaitu
wakeueh dan oemong sara. Wakeueh merupakan obyek wakaf
dalam bentuk mesjid, sekolah dan lain-lain. Oemong sara pula
adalah wakaf yang berupa sawah atau ladang yang hasilnya
digunakan untuk membiayai operasional mesjid atau sekolah tadi.

Jadi tidak salah jika kita katakan bahwa lembaga wakeueh di
Aceh sangat efektif dan berhasil karena ia terdiri dari dua bagian
iaitu wakeueh dan oemoeng sara. Wakeueh adalah aset wakaf
dalam bentuk tanah baik untuk tujuan umum ataupun tujuan
khusus dan biasanya digunakan untuk membangun sekolah,
meunasah ataupun mesjid.

Oemoeng sara pula adalah aset wakaf yang biasanya dalam
bentuk lahan pertanian di mana hasil dari aset ini dialokasikan
untuk untuk membiayai operasional aset wakeueh yang
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disebutkan tadi. Atau dengan kata lain oemoeng sara ini tujuannya
adalah untuk memastikan aset wakeueh tetap berkelanjutan dan
pada waktu yang sama tetap produktif digunakan untuk
kepentingan umum. Model seperti ini mungkin dapat diadopsi dan
direplikasi kembali di Aceh khususnya dan di daerah lain di
Indonesia, tentunya setelah dilakukan penyesuaian di sana-sini
supaya sesuai dengan era sekarang ini.

Jadi tidak heran jika kebanyakan mesjid, meunasah (sejenis
surau) dan sekolah dibangun secara kolektif oleh masyarakat
dengan bersama-sama mendonasikan harta benda atau uang
mereka. Hal ini dikenal dengan nama meuripee dalam budaya
lokal. Istilah ini sekarang populer dengan nama crowdfunding
(urun dana).

Masyarakat, ketika itu, mendonasikan uang sesuai dengan
kemampuan masing-masing untuk membeli sepetak tanah untuk
dibangun mesjid, meunasah ataupun sekolah. Dana untuk
pembangunan dan penyelenggaraan mesjid, meunasah atau
sekolah itupun diperoleh dengan cara urun dana. Biasanya aset
yang sudah ada itu akan didaftarkan sebagai harta wakaf atau
wakeueh dalam istilah masyarakat di sana.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana sebenarnya
perkembangan wakaf di Aceh selama ini, siapa dan apa peran
pemangku kepentingan wakaf di Aceh, dan apa langkah yang
perlu kita ambil mensikapi kondisi yang ada itu?

Beberapa tahun belakangan ini, secara jujur bisa kita katakan
tidak banyak perkembangan wakaf di Aceh. Bahkan isu wakaf ini
hanya menjadi isu musiman atau sementara. Isu wakaf ini banyak
dibicarakan hanya ketika musim haji di saat JCH Aceh menerima
dana hasil usaha wakaf Baitul Asyi. Isu wakaf juga sempat hangat
ketika munculnya pemberitaan Badan Pengelolaan Keuangan Haji
(BPKH) mau melakukan investasi pada wakaf Baitul Asyi.
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Kita tidak menafikan ada beberapa usaha yang dilakukan oleh
beberapa pihak untuk memajukan wakaf di Aceh. Sebut saja
inisiasi Hutan Wakaf yang dilakukan oleh anak-anak muda Aceh
yang menamakan diri mereka Komunitas Hutan Wakaf, wakaf
pohon kurma yang dimotori oleh Yayasan Wakaf Baitul Mal
Barbatee, dan gerakan tanah wakaf Meuligoe Al-Quran oleh Badan
Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPMRI) Kota
Banda Aceh.

Akan tetapi, inisiatif-inisiatif yang dilakukan itu masih belum
maksimal jika dibandingkan dengan jumlah aset wakaf dalam
bentuk tanah di Aceh. Data terakhir, per 7 Desember 2020, pada
Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikelola oleh Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia memperlihatkan
bahwa jumlah tanah wakaf di Aceh adalah 16.026 persil dengan
luasnya 8.686,53 hektar dengan perincian 7.813 persil atau
1.042,43 hektar sudah bersertifikat wakaf dan 8.213 persil atau
7.644,09 hektar belum bersertifikat wakaf.

Tentu saja data yang ada pada SIWAK ini belumlah lengkap
karena data di sini hanyalah berdasarkan kepada data yang sudah
terdaftar di Kementerian Agama saja, melalui Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), di mana data yang sudah dimasukkan
ke dalam sistem ini terus berubah dari waktu ke waktu. Sebagai
perbandingan, data tanah wakaf Aceh yang ada pada Badan Wakaf
Indonesia per Maret 2016 adalah 24.898 persil dengan luasnya
76.786 hektar di mana 13.730 persil sudah bersertifikat wakaf
dan 11.168 persil belum bersertifikat wakaf.

Data yang disajikan di atas itu diperoleh dari pendaftaran
yang dilakukan oleh si pewakaf kepada PPAIW dan bukan
merupakan hasil survei. Pendaftaran aset wakaf ini hanyalah
mekanisme biasa yang dilakukan setiap kali si pewakaf ingin
mewakafkan hartanya. Data inilah yang kemudian dicatat oleh
PPAIW yang pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam SIWAK.
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Data ini sama sekali tidak bisa memberikan gambaran yang jelas
mengenai potensi dan kondisi aset wakaf itu. Untuk mendapatkan
data faktual tidak ada cara lain selain dengan melakukan survei
terhadap aset wakaf. Mengapa begitu? Tidak lain dan tidak bukan
karena dalam survei semua data baik jumlah, bentuk, nilai,
pendapatan, nazhir dan informasi lainnya akan diperoleh
berdasarkan jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang spesifik terhadap sesuatu aset wakaf.

Jadi, sebagai langkah pertama untuk membenahi wakaf Aceh
sekaligus untuk mendapatkan data yang faktual mau tidak mau
Baitul Mal Aceh (BMA) dan pemangku kepentingan terkait di Aceh
seperti Kementerian Agama Provinsi Aceh, BWI Perwakilan Aceh,
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, nazhir wakaf, serta
lembaga non-pemerintah lainnya yang peduli wakaf harus
melakukan sinergi dan proaktif untuk melakukan pendataan atau
survei.

Survei akan menghasilkan data yang jelas tentang bentuk-
bentuk aset wakaf di Aceh, nilai aset tersebut, hasil dari harta
wakaf itu (kalau ada) serta potensi dan kondisi finansial aset
wakaf. Sudah tentu BMA dapat memainkan peranan utama dalam
survei ini mengingat lembaga ini secara struktural ada di setiap
desa di Aceh dalam bentuk Baitul Mal Gampong. BMA dapat
segera mengambil terobosan untuk menyiapkan formulir
pendataan aset wakaf, lebih baik secara daring, untuk diisi oleh
setiap Baitul Mal Gampong di Aceh.

Langkah kedua yang BMA dan pemangku kepentingan wakaf
lainnya yang harus dilakukan adalah mengutamakan isu-isu wakaf
di Aceh melalui berbagai cara. BMA dapat bekerjasama dengan
kampus-kampus di Aceh untuk mendorong kajian-kajian
mengenai wakaf. Kajian-kajian ini, kalau bisa, dapat disiarkan
secara langsung oleh stasiun radio ataupun memanfaatkan media
sosial seperti Facebook dengan fasilitas FB Live sehingga dapat
menjangkau lebih banyak audiens. BMA juga dapat memanfaatkan
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You Tubeuntuk berbagi video-video edukasi mengenai wakaf.
Konten video ini bisa saja diproduksi oleh BMA atau diambil dari
pihak lain.

Langkah ketiga yang perlu dilakukan adalah penguatan
kapasitas semua pemangku kepentingan wakaf di Aceh terutama
sekali BMA, Kemenag Aceh, BWI Aceh dan nazhir wakaf. Ini dapat
dilakukan dengan berbagai pelatihan yang bersifat teknis atau
non-teknis.

Langkah keempat adalah memastikan tersedianya
pembiayaan wakaf untuk mengembangkan aset wakaf di Aceh.
BMA bisa saja mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama
dengan berbagai lembaga keuangan syariah baik di dalam atau di
luar negeri. BMA juga bisa memaksimalkan aplikasi teknologi
finansial (fintech) untuk menggalang dana untuk membangun dan
mengembangkan aset wakaf di Aceh.

Langkah terakhir yang cukup signifikan adalah perlunya
political will (kebijakan politik) dari eksekutif dan legislatif di
Aceh. Dukungan ini bisa saja dari segi regulasi dengan melahirkan
Qanun Wakaf Aceh ataupun dengan menyalurkan dana untuk
mengembangkan aset-aset wakaf yang strategis di Aceh.

D. TATA KELOLA WAKAF DI LEMBAGA-LEMBAGA WAKAF
MODERN
1. Pengelolaan Wakaf Baitul Asyi

Baitul Asyi ini pada mulanya adalah wakaf sepetak tanah
dengan sebuah rumah dua tingkat di atasnya yang berada di
daerah Qusyasyiah. Wakaf ini dilakukan oleh Habib Bugak Asyi
pada tahun 1809 ketika beliau datang di depan hakim Mahkamah
Syariah Mekkah dan mengutarakan Kkeinginannya untuk
mewakafkan tanah dan rumah seperti tersebut di atas yang
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kemudian dituangkan ke dalam Penetapan Mahkamah Mekkah
tentang Ikrar Wakaf Habib Bugak Asyi.

Al Yasa’ Abubakar (2009), menyebutkan bahwa ketika musim
haji tahun 2002 Syeikh Abdul Ghani Mahmud Asyi, selaku nazhir
saat itu, menyerahkan salinan Penetapan Mahkamah Mekkah
tentang Ikrar Wakaf Habib Bugak Asyi (Akta Ikrar Wakaf) kepada
Abdullah Puteh, Gubernur Aceh pada saat itu. Naskah aslinya pula
disimpan beliau selaku nazhir di Mahkamah Mekkah.

Dalam Akta Ikrar Wakaf itu disebutkan bahwa Habib Bugak
Asyi ketika mewakafkan tanah dan rumah itu menetapkan
beberapa syarat untuk dilaksanakan oleh nazhir wakaf yang akan
datang. Syarat yang pertama, rumah tersebut hendaklah dijadikan
tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekkah
untuk menunaikan haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh
yang menetap di Mekkah. Kedua, kalau sekiranya karena sesuatu
sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekkah untuk
naik haji maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal
para pelajar “Jawi” (istilah yang digunakan untuk menyebut
Wilayah Asia Tenggara ketika itu) yang belajar di Mekkah. Ketiga,
seandainya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun
tidak ada lagi yang belajar di Mekkah maka rumah wakaf ini
digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekkah yang belajar
di Masjid Haram. Terakhir sekiranya mereka ini pun tidak ada
juga maka wakaf ini hendaklah diserahkan kepada Imam Masjid
Haram untuk membiayai keperluan Masjid Haram.

Ketika terjadi perluasan Masjid Haram sekitar tahun lima
puluhan, tanah dan rumah wakaf Baitul Asyi itu kena gusur. Tanah
dan rumah yang digusur itu diberikan kompensasi oleh
pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada nazhir wakaf Baitul
Asyi. Nazhir wakaf kemudian memanfaatkan uang kompensasi
ganti rugi itu untuk membeli aset dalam bentuk tanah di lokasi
yang strategis setelah mendapatkan izin dari Mahkamah Mekkah
selaku pengawas aset wakaf Baitul Asyi.
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Selain dari aset wakaf yang kini dikenal dengan nama Baitul
Asyi itu, sebenarnya masih banyak lagi aset harta wakaf Aceh yang
lain. Anwar Fuadi Salam (2018), menyebutkan bahwa dalam
penelusurannya, paling kurang masih ada sekitar 16 lokasi lagi
rumah wakaf Aceh pada masa lalu, yaitu: Rumah Wakaf Syekh
Muhammad Saleh Asyi dan isterinya Syaikhah Asiah di
Qassyasiah, Rumah Wakaf Sulaiman bin Abdullah Asyi di kawasan
Suq Allail, Rumah Wakaf Muhammad Abid Asyi, Rumah Wakaf
Abdul Aziz bin Marzuki, Rumah Wakaf di kawasan Suqglail, Rumah
Wakaf di kawasan Zugag Aljabal, Rumah Wakaf di kawasan
Gazzah, Rumah Wakaf di kawasan Khariq, Rumah Wakaf di jalan
Suq Arab Mina, Rumah Wakaf Muhammad Saleh Ashy di Mina,
Rumah Wakaf Datuk Muhammad Abid Panyang Aceh di Mina,
Rumah Wakaf di kawasan Balad, Jeddah, Rumah Wakaf di
kawasan Aziziah Mekkah, Rumah Wakaf di Taif, Rumah Wakaf di
kawasan Hayyi Alhijrah Mekkah, dan Rumah Wakaf di kawasan
Hayyi Ar-Raudah Mekkah.

Pada bulan April 2019 lalu, penulis mendapat kesempatan
menemui nazhir Wakaf Baitul Asyi Dr. Abdul Lathief Baltho di
Makkah, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai
sejarah Baitul Asyi dan sistem tata kelolanya sehingga wakaf ini
sangat produktif.

Syaikh  Baltho, panggilan akrabnya, menyelesaikan
pendidikan master dan doktoralnya di Amerika Serikat. Lalu dia
menjadi dosen di Fakultas Pendidikan, Universitas Ummul Qura,
Makkah. Setelah pensiun mengajar dia dipercayakan mengelola
Wakaf Muhammad Yakub Baik di Makkah, wakaf komunitas
muslim yang berasal dari Kirgistan dan Uzbekistan, yang sudah
ada sejak 1869 M.

Keberhasilannya mengelola Wakaf Yakub Baik membuat pria
yang bernama lengkap Abdul Lathief Muhammad Baltho ini
kemudian ditunjuk oleh Mahkamah Makkah menjadi salah
seorang nazhir Wakaf Baitul Asyi.
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Menurutnya, sumber uang untuk membeli tanah dan rumah
itu merupakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat Aceh baik
dari jamaah haji Aceh di Makkah ataupun masyarakat Aceh yang
berada di Aceh. Dana itu kemudian diserahkan kepada Habib
Bugak selaku salah satu tokoh Aceh di Makkah ketika itu untuk
membeli aset wakaf di sana.

a. Mekanisme Tata Kelola

Selama ini tata kelola Wakaf Baitul Asyi dilakukan oleh
nazhirnya mengikuti regulasi yang berlaku di sana. Setiap
pewakaf dapat mengangkat nazhir yang dia inginkan untuk
mengelola harta wakaf itu. Nazhir wakaf ini akan disahkan oleh
Mahkamah yang juga bertindak mengawasi nazhir wakaf
menjalankan tugasnya.

Begitu pula halnya dengan nazhir Wakaf Baitul Asyi mulai
dari Syaikh Muhammad Shalih bin Abdussalam Asyi selaku nazhir
pertama yang ditunjuk oleh Habib Bugak sendiri sampai kepada
Syeikh Abdul Lathief Muhammad Baltho dan Prof. Dr.
Abdurrahman Abdullah Ba’id Asyi, nazhir yang kesepuluh
sekarang ini, perubahan atau penggantian nazhir haruslah
disahkan oleh Mahkamah Makkah.

Dalam menjalankan tugas mengembangkan aset wakaf
berupa tanah yang dibeli dari uang kompensasi itu, nazhir wakaf
dapat mencari investor yang bersedia untuk melakukan investasi.
Mengingat lokasi yang strategis, maka membangun hotel
merupakan pilihan terbaik untuk memajukan tanah wakaf Baitul
Asyi.

Syaikh Baltho memberitahukan bahwa saat ini Wakaf Baitul
Asyi memiliki lima aset yang berupa hotel, kantor dan rumah. Aset
pertama adalah bangunan perumahan yang ditempati oleh orang
Arab Saudi keturunan Aceh yang tinggal di Makkah. Di bangunan
pertama itu jugalah terdapat kantor Nazhir Wakaf Baitul Asyi. Di
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pintu masuk bangunan itu tertulis ‘Daar al-Asyi’ seakan untuk
menegaskan keberadaan diaspora Aceh di sana.

Aset kedua adalah Hotel Ramada berkapasitas 1650 kamar
yang dibangun di kawasan Jiyad bir Balilla, sekitar 400 meter dari
Masjid Haram. Sayangnya beberapa tahun ini Hotel Ramada sudah
tidak beroperasi lagi karena terkena kawasan perluasan Masjid
Haram. Sekarang masih dalam proses negosiasi ganti rugi antara
pemerintah Arab Saudi, investor bangunan Hotel Ramada dan
nazhir wakaf.

Tak jauh dari situ pula, sekitar 300 meter dari Masjid Haram,
dibangun aset ketiga Hotel Elaf Mashaer berkapasitas 650 kamar.

Kemudian di kawasan Aziziah Syimaliah, di depan Rumah
Sakit Alawi Tunisi, terdapat aset wakaf keempat berupa hotel
berkapasitas 250 kamar yang dinamakan Hotel Wakaf Habib
Bugak Asyi.

Sayangnya di antara tiga hotel itu, hanya Hotel Elaf Al
Mashaer dan Hotel Wakaf Habib Bugak Asyi saja yang beroperasi
karena Hotel Ramada sudah lima tahun tidak diizinkan beroperasi
oleh Pemerintah Arab Saudi karena berada di kawasan yang
terkena perluasan Masjid Haram. Sampai sekarang kompensasi
untuk tanah dan Hotel Ramada belum diberikan. Mungkin setelah
semua urusan ganti rugi selesai, nazhir wakaf akan membeli lahan
baru dan membangun hotel baru pula dengan menggandeng
investor yang mau membangun dan mengelola hotel tersebut.

Hotel Elaf sendiri dibangun oleh nazhir melalui kerjasama
dengan investor pengembang. Pada awalnya, menurut Jamaluddin
Affan (2019) yang menjadi penghubung antara Pemerintah Aceh
dengan Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, pihak nazhir wakaf malah
sempat menawarkan kepada pemerintah Aceh untuk menjadi
investor atau merekomendasikan investor dari Aceh. Namun, kata
Jamaluddin Affan yang selama beberapa tahun terakhir ini turut
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dipercayakan untuk menyerahkan secara langsung uang
kompensasi kepada jamaah haji asal Aceh, setelah menunggu
beberapa lama dan tidak ada jawaban yang pasti maka nazhirpun
setelah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Mekkah
memutuskan untuk menerima tawaran yang diberikan oleh
investor lain melalui proses tender. Setelah bangunan hotel siap,
investor itu kemudian menyerahkan pengelolaan hotel kepada
sebuah perusahaan yang bertindak sebagai manajemen hotel.

Peran nazhir di sini adalah sebagai fasilitator untuk kedua
investor baik yang membangun hotel ataupun yang mengelola
hotel. Hotel ini baru akan diserahkan menjadi hak milik penuh
Baitul Asyi setelah 23 tahun, sesuai dengan perjanjian awal. Saat
ini keuntungan daripada pengelolaan hotel ini dibagi tiga iaitu
untuk Baitul Asyi selaku pemilik, investor pengembang dan
manajemen pengelola hotel. Satu hal yang perlu digarisbawahi
bahwa kesemua proses kerja yang ditempuh oleh nazhir mulai
dari mencari investor pengembang dan manajemen pengelola
hotel haruslah dilakukan dengan izin daripada Mahkamah
Mekkah. Demikian pula mengenai status aset itu tetap menjadi
milik Baitul Asyi, tidak boleh beralih kepemilikan. Pernah
sebelumnya ada upaya untuk mengalihkan kepemilikan aset itu,
namun hal itu tidak berhasil karena Mahkamah Mekkah
menganulirnya.

Aset kelima pula berupa satu bangunan tingkat lima dengan
total 10 unit rumah di distrik Syauqiyah. Bangunan yang baru
dibeli seharga 6 juta riyal pada tahun 2017 diberikan untuk
ditempati oleh warga Saudi keturunan Aceh ataupun orang Aceh
yang menetap di sana.

Syaikh Baltho memberitahukan bahwa ada lagi aset wakaf
diaspora Aceh di Makkah yang nazhirnya adalah keluarga
keturunan Aceh di sana. Wakaf ini adalah wakaf keluarga di mana
penerima manfaatnya adalah keluarga dan keturunan si pewakaf.
Di antara wakaf ini adalah wakaf Muhammad Nur Asyi dan wakaf
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Abdul Rasyid Asyi. Namun aset wakaf ini tidak banyak dan
omzetnya pun tidak signifikan bila dibandingkan dengan Wakaf
Baitul Asyi.

Syaikh Baltho kemudian menegaskan bahwa dalam tata
kelola wakaf setidaknya harus ada tiga syarat utama. Pertama,
kerangka hukum yang kuat mulai dari regulasi sampai kepada
mahkamah syariahnya. Kedua, nazhir yang cakap dan amanah.
Ketiga, ada investor yang handal.

2. Pengelolaan Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Global Wakaf adalah bagian dari program ACT. ACT secara
resmi diluncurkan sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial
dan  kemanusiaan. @ Untuk  memperluas  karya,  ACT
mengembangkan aktivitasnya mulai dari kegiatan tanggap
darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program
pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan
masyarakat, serta program berbasis spriritual Qurban, Zakat dan
Wakaf. ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang
memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan
dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan
Corporate Social Responsibility (CSR). Sebagai bagian dari
akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin memberikan laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
kepada donatur dan pemangku Kkepentingan lainnya, serta
mempublikasikannya melalui media massa.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasikan dirinya menjadi
sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas
yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke
semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah
MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk
jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program
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sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten /kota di
seluruh Indonesia.

Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam
bentuk representative person (perwakilan perorangan) sampai
menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas
program global sudah sampai ke 22 negara di kawasan Asia
Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa
Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah
dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia
seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan
peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas
berbagai negara.

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak semua
elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat
bersama. Berbekal pengalaman selama sepuluh tahun di dunia
kemanusiaan, ACT melakukan edukasi bersama, membuka
jaringan kemitraan global yang menjadi sarana merajut
kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut
kemitraan berbagai lembaga amil zakat, komunitas peduli, artis
dan publik figur yang memiliki visi yang sama untuk
kemanusiaan.

Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin
kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru yaitu
menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis
kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, ACT ingin
mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Menghadirkan
sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab
dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya ilahi.
Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak.

Visi ACT adalah menjadi organisasi kemanusiaan global
profesional  berbasis kedermawanan dan kerelawanan
masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang

Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA [et.al] | 65



lebih baik. Dengan misinya: pertama, mengorganisir dan
mengelola berbagai persoalan kemanusiaan secara terencana,
terkonsep, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga menjadi
formula ideal dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan
baik dalam skala lokal, nasional, regional dan global. Kedua,
mengorganisir dan mengelola segala potensi kedermawanan
masyarakat global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai
problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional
maupun global. Ketiga, mengorganisir dan mengelola segala
potensi kerelawanan global sebagai modal sosial untuk mengatasi
berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional,
regional maupun global.

Salah satu program unggulan ACT adalah global wakaf. Global
wakaf adalah institusi pengelola objek wakaf dari masyarakat
yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkau luas
(global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak
menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat
memberdayakan (produktif). Global wakaf hadir sebagai
filantropi platinum Islam dengan pendekatan kemanusiaan,
berbekal pengalaman panjang mengelola isu kemanusiaan global.
Global wakaf hadir sebagai lembaga yang profesional dan amanah
mengelola  asset wakaf untuk memberdayakan dan
mensejahterakan umat (mauquf alaih). Berbekal pemahaman
sejarah panjang wakaf dalam dakwah Islam, Global Wakaf
menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi
solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. Global wakaf
mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas
penanggulangan krisis kemanusiaan dengan beragam produk-
produk wakaf yang dapat membantu dalam hal pengentasan
kemiskinan.

Adapun visi dari Global Wakaf adalah menjadi lembaga
filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf
yang profesional untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.
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Sedangkan misinya adalah membangun sistem edukasi wakaf
yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin
masyarakat mengenal, menyadari dan terlibat sebagai subjek
pemberdayaan wakaf, membangun model-model sistem
implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan
terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat
terberdayakan, membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif,
inovatif, produktif dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi
gerakan masif msyarakat dunia.

Global wakaf ini juga memiliki beberapa peran yaitu:

1. Peran Edukasi yaitu mengenalkan kembali wakaf dalam
makna yang sebenarnya dan seutuhnya.

2. Peran Filantropi yaitu mengoptimalkan penggalangan
potensi dan sumber daya filantropi wakaf uang dan aset
produktif dari seluruh segmen wakaf

3. Peran Ekonomi yaitu mengoptimalkan segenap hasil
filantropi wakaf uang dan aset produktif untuk dikelola
dalam manajemen profesional berbasis masyarakat untuk
kesejahteraan mauquf ‘alaihi khususnya umat Islam

4. Peran Reformasi yaitu membangun kejayaan dan peradaban
umat dengan ekonomi wakaf sebagai solusi menggantikan
ekonomi dan peradaban berbasis kapitalisme liberal
ribawiyah.

Pendirian Global Wakaf dilakukan pada tahun 2018
sebagai ikhtiar untuk mengelola aset wakaf menjadi produktif.
Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 dilakukannya tahap
penguatan. Tahap menjadikan Global Wakaf Corporation sebagai
korporasi yang berbasis wakaf yang professional dan memenubhi
peraturan perundang-undangan  yang  berlakuy, serta
meningkatkan Kkepercayaan masyarakat melalui trust dan
leverage. Selanjutnya, Global Wakaf melakukan akselerasi melalui
kolaborasi dengan mitra-mitra nasional dan global dengan fokus
pada pengembangan 5 pilar bisnis yaitu Food dan Natural,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA [et.al] | 67



Resources, Financing dan Investment, Property, Trading, Services
dan Technology. Di tahun 2023 sampai 2024 dilakukannya
optimalisasi profit dan benefit untuk menghadirkan korporasi
wakaf terbaik dengan dampak sosial dan ekonomi yang optimal
kepada masyarakat global. Pada tahun 2025 Global Wakaf
Corporation sebagai rumah besar korporasi berbasis wakaf global.

Global Wakaf telah memberikan kontribusi yang menyebar ke
berbagai wilayah baik nasional maupun internasional.

Semua aset wakaf yang dikumpulkan oleh Global Wakaf
dikelola oleh Global Wakaf Corporation (GWC) yang merupakan
sebuah identitas bisnis yang didirikan dan diberikan mandat oleh
Gobal Wakaf untuk mengelola aset-aset wakaf produktif (tunai,
aset tetap dan saham), sehingga kemanfaatannya dapat
berlangsung secara berkelanjutan, menguntungkan dan
memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan
umat. Skema mandat wakafnya adalah sebagai berikut:

KONTRIBUSI GLOBAL KONTRIBUSI NASIONAL

uuuuuu
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SKEMA MANDAT

WAKIF g o) f ATES
(PUblik/ Mitra) Wakaf CORPORATION

PENERIMA
Manfaat

PROGRAM

WAKAF

PRODUKTIF

Produk Layanan Global Wakaf
1. Agro Wakaf Corpora

Program ini memiliki visi menjadi leader di Indonesia dan
dunia pada tahun 2025 dalam penguatan ekonomi umat Islam
melalui pengembangan agroindustri dan pemberdayaan
masyarakat dengan wakaf sebagai pilar utamanya. Adapun misi
dari program ini adalah mengorganisir potensi agroindustri yang
ada di masyarakat khususnya pertanian dan peternakan, secara
partisipatif, terkonsep, terintegrasi dan berkesinambungan
sehingga menjadi instrumen perbaikan ekonomi umat Islam baik
dalam skala lokal, nasional maupun global. Global Wakaf juga
mengorganisir potensi wakaf yang ada di Indonesia dan dunia
untuk pengembangan agroindustri baik dalam skala lokal,
nasional maupun global.

Pada program ini diluncurkan beberapa program wakaf
yaitu:
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1. Lumbung Beras Wakaf

Lumbung beras wakaf ini untuk meningkatkan kesejahteraan
petani melalui sistem agribisnis berbasis wakaf menuju
kedaulatan pangan nasional. Program pemberdayaannya melalui

iINedukasi pengelolaan pertanian beserta pendampingan petani agar_
lebih produktif dan mandiri. -

° MITRA HULLER
. LOKAL

.
NTB SULSEL

—
- A ¢ g

JATIM  BALI T

'.a% 575 KK Petani

@) 1soesa (G 17 xamumaren fFH 1915595 pm

(Direct dan Indirect)

ok

) Beras : 471.315 kg @ 10 KECAMATAN @ 15 prOVINSI ( (/' AT1387 Ha

<
2
LUMBUNG BERAS WAKAF >

2018 - 2020

2. Sumur Wakaf

Pembangunan sumur wakaf keluarga dibangun di wilayah
(desa/kecamatan) yang membutuhkan air bersih. Tipe sumur
wakaf yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan kondisi di
setiap wilayah, dengan kedalaman antara 1-5 meter.

3. Lumbung Air Wakaf

Lumbung air wakaf adalah salah satu progam masterpiece
dari Global Wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf Corporation
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(GWC) untk memproduksi air minum dalam kemasan “Air
Minum”.
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4. Lumbung Ternak Wakaf

Lumbung ternak wakaf adalah program pemberdayaan wakaf
melalui edukasi pengelolaan peternakan berserta pendampingan
peternakan agar lebih produktif dan mandiri sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan peternak melalui sistem agribisnis
peternakan berbasis wakaf menuju kedaulatan pangan nasional.

-

INFOGRAFIS LUMBUNG TERNAK WAKAF 2018 - 2020

A

LUMBUNG
TERMAK WVAKAF
2018 - 2020
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5. Wakaf Saham

Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya adalah saham
syari'ah dan atau keutungan investasinya. Galeri wakaf saham
merupakan tempat layanan untuk berinvestasi sekaligus
berwakaf saham di pasar modal Indonesia bagi nasabah yang
akan menjadi wakif kerja sama antara Global Wakaf, Bursa Efek
Indonesia, Perusahaan Sekuritas dan Bank Administrator
Rekening Dana Investor (IRD)

SKEMA MODEL WAKAF SAHAM
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3. Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Dompet Dhuafa

Yayasan Dompet Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam yang
berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan
pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas
kasih/kasih sayang) dan wirausaha sosial profetik (prophetic
socio technopreneurship). Kelahiran Dompet Dhuafa tidak
terlepas dari peristiwa di bulan April tahun 1993. Saat itu harian
umum Republika yang baru berusia tiga bulan menyelenggarakan
promosi di stadion Kridosono Yogyakarta. Setelah acara selesai,
rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran
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Bambu Kuning dan situ bergabung teman-teman dari Corpos
Dakwah Pedesaaan (CDP) di bawah pimpinan Ustaz Umar Sanusi
dari binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm)
Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam obrolan sambil makan siang, pimpinan CDP
menceritakan kegiatan mereka di Gunung Kidul. Aktivis CDP
mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan
pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-
around, guru, dai dan sekaligus aktivitas sosial.

Ketika Pemimpin Umum (Pemred Republika), Parni Hadi
bertanya apakah mereka mendapatkan gaji atau honor, dijawab :
“Masing-masing menerima Rp. 6000 setiap bulan”. Kaget dan
setengah tidak percaya, pimpinan Repbulika itu bertanya lagi:
“Dari mana sumber dana itu?”. Jawaban yang diterima membuat
hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata. “Itu uang
yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dan pelajar dari
kiriman orang tua mereka”.

Seperti tercekik, Parni Hardi menukas : “Saya malu, mohon
maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu
untuk membantu teman-teman”. Mengapa kaget, tercekik dan
segera beraksi? Karena Rp. 6000 waktu itu jumlah yang kecil,
apalagi uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para
mahasiswa dan pelajar. Peristiwa itulah yang menginspirasi
lahrirnya Dompet Dhuafa Republika tanggal 2 Juli 1993. Sebuah
rubrik di halaman muka Harian Repbulika dengan judul umum
“Dompet Dhuafa” dibuka (www.dompetdhuafa.org).

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompet
Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang
berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di depan
Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan
dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL
(Abdurrahman Kasdi, 2014).
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Dompet Dhuafa memiliki visi terwujudnya masyarakat dunia
yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan
berbasis kepada sistem berkeadilan. Dengan misinya adalah:

a) Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk
mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat
berbasis nilai keadilan.

b) Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan
yang berkesinambungan serta berdampak pada
kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

c) Mewujudkan berkelanjutan organisasi melalui tata kelola
yang baik (Good Governance), profesional, adoptif,
kredibel, akuntabel dan inovatif.

Saat ini, Dompet Dhuafa sudah menyebar ke berbagai
wilayah dengan berbagai program andalannya di mana salah
satunya adalah program Tabung Wakaf.

Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa

Di periode awal berdirinya Dompet Dhuafa, wakaf belum
secara khusus dihimpun dan dikelola. Saat itu perhatian lembaga
masih terfokus kepada penggalangan dana zakat, infak dan
sedekah. Meskipun ada, hanya beberapa orang wakif saja yang
memilih untuk menyerahkan aset wakafnya kepada Dompet
Dhuafa dan masih dikelola secara konvensional. Wakaf baru mulai
diberdayakan dalam program yang cukup besar ketika memasuki
millenium baru, ditandai dengan munculnya inovasi baru dalam
mengelola wakaf pada tahun 2000. Tidak seperti pengelolaan
wakaf konvensional yang hanya sebatas menerima aset wakaf
berupa tanah atau bangunan lalu dijadikan mesjid, sekolah atau
pemakaman, Dompet Dhuafa berinisiatif menggalang dana yang
disebut sebagai wakaf tunai untuk menjalankan program yang
cukup besar.
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Dompet Dhuafa telah melakukan pengelolaan wakaf
produktif yaitu dengan membuat DD Futsal dan Cafe yang
beroperasi sejak tahun 2012. Dompet Dhuafa melalui lembaga
Tabung Wakaf Indonesia (TWI) membangun gedung futsal dari
tanah seluas 845 meter persegi yang diwakafkan tahun 2009 di
Jalan Haji Musa, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
Uang pembangunan berasal dari wakaf uang masyarakat. Hasilnya
dari usaha futsal dan cafe diberikan untuk kepentingan sosial.
Sejak peresmian TWI menjadi lembaga pengelola wakaf yang
diberikan kewenangan untuk mengakses potensi wakaf yang
secara mandiri oleh Dompet Dhuafa, dana wakaf yang berhasil
dihimpun mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Januari
sampai dengan Desember 2018 terhimpun Rp. 32.732.848.069
miliar. Penghimpunan ini meningkat 53% bila dibandingkan
dengan penghimpunan pada periode yang sama di tahun
sebelumnya sebesar Rp.21.445.700.465 miliar.  Berikut
peningkatan jumlah wakaf berdasarkan laporan Dompet Dhuafa
terlihat bahwa penghimpunan dana wakaf TWI mengalami
peningkatan cukup signifikan. Target penerimaan wakaf sebesar
Rp.3.249.022.900 terealisasi sebesar Rp.2.998.617.993,
presentasenya sebesar 92 persen, hal ini tentu cukup optimal dan
perlu menjadi contoh dalam road map Badan Wakaf Indonesia
(BWI) ke depan (Majalah INSIGT,2019:3).

Beberapa cara yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa dapat
memaksimalkan potensi wakaf yaitu menjalin kerjasama dengan
banyak instansi dan komunitas. Untuk mendongkrak pengetahuan
masyarakat tentang wakaf, Dompet Dhuafa membuat kegiatan
wakaf seperti Care Visit,Yuk Wakaf, Indonesia Wakaf Submit,
Senior Wakaf Konsultan dan Forum Grup Discussion Wakaf,
Exibition (Pameran), Co Branding Event Perkantoran, Event Mail.
Untuk fundraisingnya pun Dompet Dhuafa melakukan jemput bola
yaitu dengan membuka fundraising Mall/Pusat Perbelanjaan
(Crosselling), Perkantoran, Melakukan Pengajian di perkantoran,
perumahan dan komunitas.
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1. Program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma)

Pilot project wakaf tunai yang dijalankan Dompet Dhuafa
adalah ketika mendirikan LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma),
sebuah klinik yang Kkhusus melayani kaum dhuafa. LKC
merupakan lembaga non-profit jejaring Dompet Dhuafa khusus di
bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna
melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF).

Di dunia filantropi Islam, apa yang digagas Dompet Dhuafa ini
merupakan hal yang baru, sebab sebelumnya wakaf dalam bentuk
tunai memang belum terlalu dikenal di Indonesia. Ketika mulai
melakukan penggalangan dana pada tahun 2000, banyak orang
yang masih ragu mendonasikan uangnya untuk wakaf tunai. Di
antara mereka juga banyak yang mempertanyakan apakah wakaf
tunai ini dibenarkan dari segi hukum syariah. Sebab di Indonesia
pada umumnya masyarakat memahami wakaf hanya dalam
bentuk aset properti seperti tanah dan bangunan. Dompet Dhuafa
pun lebih banyak melakukan edukasi kepada masyarakat untuk
medapatkan kepercayaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
menjalin komunikasi dengan para calon wakif dan memberikan
informasi tentang bolehnya berwakaf menggunakan uang tunai
berdasarkan hukum Islam. Setelah dipaparkan pendapat para
ulama dan contoh-contoh wakaf tunai yang dilakukan di zaman
dahulu, pada akhirnya calon wakif mulai percaya untuk berdonasi
wakaf tunai. Hasilnya, dalam waktu satu tahun membiayai proyek
LKC, Dompet Dhuafa berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp.
2,5 miliar (Ismail A. Salid, 2019:43).

Yang paling menyentuh hati wakif sehingga mereka pada
akhirnya mau berpartisipasi adalah karena dana wakaf tunai yang
mereka donasikan akan digunakan untuk membiayai
pembangunan dan operasional fasilitas kesehatan untuk
masyarakat miskin. Konsep fasilitas kesehatan yang memberikan
pelayanan gratis untuk dhuafa memang belum ada di Indonesia.
Yang ada biasanya adalah klinik atau rumah sakit yang
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menerapkan subsidi silang untuk bisa melayani masyarakat
miskin. Apalagi saat itu pemerintah belum memiliki program BP]S
yang bisa memberikan akses kesehatan secara gratis kepada
masyarakat yang kurang mampu.

2. Program SMART Ekselensia

Sukses dengan LKC, Dompet Dhuafa kemudian kembali
menggala wakaf tunai pada tahun 2003 untuk program baru di
bidang pendidikan, SMART Ekselensia. Namun, ternyata minat
masyarakat mendonasikan wakaf tunai di bidang pendidikan
tidak sebesar ketika berwakaf tunai untuk membangun fasilitas
kesehatan. Hal ini berimbas pada kecepatan pengumpulan dana
wakaf tunai SMART Ekselensia yang tidak sama atau jauh lebih
lambat dari Klinik LKC.

3. Tabung Wakaf Indonesia

Setelah berhasil membuat inovasi program wakaf dan cukup
sukses mengelola wakaf yang hasilnya bisa langsung dinikmati
oleh masyarakat miskin, Dompet Dhuafa merasa perlu
membentuk satu unit tersendiri yang khusus mengelola wakaf.
Pendirian Tabung Wakaf Indonesia (TWI) juga untuk merespons
regulasi yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2004. Melalui
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah
mengatur tentang kelembagaan nazhir wakaf.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) didirikan oleh Dompet
Dhuafa pada 14 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam
mengembangkan sumber daya wakaf agar mampu produktif dan
mendukung pengembangan program-program sosial dan
pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat
pengelolaan sumber daya zakat, infak dan sedekah secara amanah
dan profesional.
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Sama seperti ketika mengenalkan wakaf tunai, Dompet
Dhuafa dalam hal ini TWI juga mengedukasi masyarakat sedikit
demi sedikit melalui berbagai pendekatan komunikasi. Di periode
awal mengelola wakaf TWI ini, jumlah wakaf sosial masih jauh
lebih banyak (75%) dibandingkan dengan wakaf produktif (25%).
Program-program wakaf Dompet Dhuafa yang menarik bagi
masyarakat masih berupa program-program sosial seperti LKC
dan SMART Ekselensia, termasuk program pembangunan Rumah
Sakit Rumah Sehat Terpadu (RST).

Bersama mitra-mitra yang sudah menjalin kerjasama
dengan Dompet Dhuafa, donasi para wakif akan dikelola secara
produktif. Dompet Dhuafa pun mengklasifikasikan wakaf menjadi
berbagai jenis, antara lain:

1. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah donasi wakaf berupa uang tunai atau
barang berharga di mana pencatatan nominal wakafnya sesuai
pada tanggal penyerahan. Donasi ini akan dicatatkan sesuai
peruntukan manfaatnya apakah untuk kegiatan sosial, pendidikan
atau kesehatan. Awalnya, Dompet Dhuafa menerapkan wakaf
tunai ini berbasis program karena lebih jelas peruntukannya.
Namun, pada kenyataannya jumlah dana yang terkumpul tidak
mencukupi untuk membiayai atau membangun program yang
dijanjikan di awal. Akhirnya diputuskan wakaf tunai dijalankan
tanpa berbasis program, namun ditetapkan bahwa
pengembangan dari dana wakaf tersebut diperuntukkan sesuai
permintaan wakif.

Dompet Dhuafa mendapat tantangan dalam penerimaan
wakaf, di mana wakaf berupa tanah meningkat pesat bagaikan
deret ukur, sedangkan penerimaan wakaf tunai tidak seimbang
atau bagaikan deret hitung, sehingga Dompet Dhuafa terpaksa
menahan penerimaan wakaf berupa tanah. Melalui wakaf uang,
aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai
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dimanfaatkan untuk pembangunan gedung, lahan pertanian atau
sektor lain yang dinilai produktif. Dengan demikian, umat Islam
berpotensi lebih mandiri dalam mengembangkan dunia
pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan
negara.

2. Wakaf Properti

Dompet Dhuafa juga mengelola donasi wakaf yang berbentuk
properti seperti lahan dan bangunan karena memiliki nilai yang
terus meningkat. Meski demikian, jika tidak dioptimalkan maka
tidak akan memberikan banyak manfaat. Maka melalui TWI,
Dompet Dhuafa berupaya mengoptimalkan donasi wakaf berupa
aset tetap yang dimiliki secara sah atau bebas dari sengketa
hukum dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris. Agar
memberikan manfaat yang lebih besar, aset properti tersebut
dikembangkan menjadi wakaf produktif. Caranya bisa dengan
disewakan, kerja sama pengelolaan bisnis dengan pihak ketiga,
atau membangun bisnis di atas aset tersebut.

3. Wakaf Bisnis Sosial

Dompet Dhuafa juga menerima wakaf berupa pengalihan bagi
hasil sebuah bisnis, yang dimiliki secara sah dan dalam kondisi
menguntungkan. Hasil dari bisnis ini baik sebagian atau
keseluruhan, dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup,
diperuntukkan untuk program-program sosial yang ditetapkan.
Hal ini dapat disertai pula pengalihan kepemilikan dan
pengelolaan dari pemilik kepada lembaga wakaf.

4. Wakaf Asuransi

Ada lima asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Dompet
Dhuafa yang ditunjuk sebagai nazhir oleh pemegang polisnya,
lima perusahaan asuransi tersebut adalah Sun Life Insurance,
Generali Indonesia, Prudential Life Assurance, WanaArtha Life
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dan Chubb Life Insurance. Dalam berwakaf melalui produk
asuransi syariah, untuk Asuransi Generasi Indonesia saja hingga
2019 ini sudah lebih dari 500 pemegang polis Wakaf Manfaat
Asuransi dan Wakaf Manfaat Hidup yang berwakaf melalui
Dompet Dhuafa. Dalam data perjanjian kerja sama, Dompet
Dhuafa bersama Generali Indonesia dan Sun Life Finacial Syariah
telah bersinergi sejak tahun 2017.

5. Wakaf Saham dan Surat Berharga

Bentuk lain dari wakaf yang dikelola oleh Dompet Dhuafa
adalah surat berharga. Wakaf saham adalah bentuk wakaf yang
objeknya adalah saham dan/atau keuntungan investasi saham.
Capital gain dan deviden yang diperoleh dari hasil pengelolaan
saham nantinya disalurkan ke berbagai program Dompet Dhuafa
seperti kesehatan pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi.

Selain saham, surat-surat berharga lain yang sesuai dengan
ketetapan pemerintah dan MUI juga dapat diwakafkan melalui
Dompet Dhuafa. Surat-surat berharga yang dapat diwakafkan
tersebut antara lain Sukuk (Obligasi) Syariah, Sukuk (Obligasi)
Retail Syariah, Deposito Syariah, Reksadana Syariah, Wasiat
Wakaf dalam Polis Asuransi dan Wasiat Wakaf dalam Surat
Wasiat.

4. Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Gontor

Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam (selanjutnya
disebut Gontor), didirikan pada hari Senin, 12 Rabi'ul Awal
1345/20 September 1926 oleh tiga bersaudara atau lebih dikenal
dengan sebutan “Trimurti”(Ahmad Mansur Surya Negara,
2014:119) yaitu: KH. Ahmad Sahal (1901-1977), KH. Zainuddin
Fannani (1905-1967), dan KH. Imam Zarkasyi (1910-1985), tiga
bersaudara ini merupakan putra dari Kyai Santoso Anom Basri
(1800-1862) (Syahrudin, 2020:7). Penyebutan Trimurti tersebut
merupakan sebuah gambaran kesatuan ide, cita-cita dan langkah
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perjuangan Kketiga pendiri tersebut. Masing-masing memiliki
kompetensi, latar belakang pendidikan dan peran penting yang
berbeda-beda bagi kemajuan ponpes Gontor. Ponpes Gontor ini
terletak lebih kurang tiga kilometer sebelah timur Tegalsari dan
11 kilometer ke arah tenggara dari kota Ponorogo (Rozalinda,
2015:310-311; Panitia, 2016:14-15).

Pada awal berdirinya, Gontor hanya memiliki sebidang tanah
yang di atasnya berdiri sebuah masjid tua dan sebuah rumah
sederhana. Pada tahun 1926, dengan tekad yang kuat, trimurti
tersebut mulai membuka lembaga pendidikan rendah yang
disebut Tarbiyatul Athfal yang kemudian pada tahun 1936
ditingkatkan menjadi pendidikan menengah yaitu Kulliyatul
Mudllimin al-Islamiyyah (KMI). Seiring dengan berjalannya waktu,
pada tahun 1936, Gontor memproklamirkan dirinya sebagai
ponpes modern dengan ciri utama penggunaan sistem pengajaran
yang tidak lagi berbasis pada sistem pengajaran pesantren yang
bersifat tradisional, yaitu pengelolaan pesantren dengan
menggunakan manajemen modern dan terpusat pada sosok sang
kyai yang berkompeten (Muhammad Arwani, 2001:17; Syahrudin,
2020:7). Geliat KMI telah dirasa berkembang dengan pesat,
berbagai usaha menuju universitas terus bergelora. Jadi, pada
tahun 1942 usaha pertama yang dapat dilakukan adalah
mendirikan pendidikan tinggi yang disebut Underbow dan
Bovenbow sebagai lanjutan bagi para tamatan KMI. Namun karena
situasi penjajahan program itu tidak dapat berlanjut (Syahrudin,

2020:7;. http://unida.gontor.ac.id /sejarah).

Setelah 32 tahun berjalan, langkah strategis yang dilakukan
dalam mewujudkan tata kelola pesantren yang modern adalah
penyerahan pondok melalui ikrar wakaf kepada lembaga yang
selanjutnya dikenal sebagai Badan Wakaf pada 12 Oktober 1958
bertepatan dengan 28 Rabi'ul Awal 1378H. lkrar wakaf tersebut
menyatakan bahwa pendiri Ponpes Gontor melepaskan
kepemilikannya dari Ponpes Gontor sehingga Ponpes Gontor
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menjadi milik umat Islam. Pendiri pondok selanjutnya berperan
dalam mewariskan dan melestarikan nilai-nilai ponpes Gontor
agar terus lestari. Badan Wakaf ialah badan tertinggi di Ponpes
Gontor  dengan  kewenangan untuk mengelola dan
mengembangkan ponpes Gontor sebagai lembaga pendidikan
I[slam yang kompetitif dan mampu mengimplementasikan ajaran
Islam secara sempurna dan menyeluruh. Namun, perlu diketahui
bahwa sebagaimana tertulis dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf,
bahwa selama Trimurti (wakif) masih hidup dan dapat
melaksanakan tugas, maka pengurus Badan Wakaf Gontor ini
berfungsi sebagai pembantu beliau. Jika sesudah wafat wakif,
maka kedudukan Badan Wakaf Gontor menjadi lembaga tertinggi
(Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020).

Sebagai pewakif, cita-cita mereka untuk mendirikan
universitas di Gontor yang terhenti karena kondisi penjajahan
terus diupayakan. Untuk itu, pada tanggal 1 Rajab 1383/17
November 1963 cita-cita tersebut diwujudkan dengan mendirikan
Institut Pendidikan Darussalam (IPD). Karena Kketerbatasan
sumber daya maka IPD baru dapat membuka dua fakultas,
Ushuluddin dan Tarbiyah. Dalam pidato peresmiannya, K.H. Imam
Zarkasyi selaku pewakif dan pejabat Rektor, menyatakan bahwa
institut ini harus menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam seperti
Universitas al-Azhar di Mesir, Aligarh Muslim University di India
dan beliau berharap agar pengasuh dan dosen-dosennya berjiwa
ikhlas seperti para ulama di Shanggit, Afrika serta dapat
mengadopsi semangat dari Shantiniketan, Bengali, India di abad
lalu yang mengajar dunia dari tempat terpencil yang damai
(Syahrudin, 2020:7 dan www.unida.gontor.ac.id/sejarah).
Tercatat hingga saat ini Ponpes Gontor memiliki 18 buah pondok
cabang di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Jumlah santri Gontor
(Pusat dan Cabang) saat ini sebanyak 20.757 orang.

Adapun nilai-nilai yang diamalkan oleh ponpes Gontor dan
Badan Wakaf Gontor terangkum dalam panca jiwa dan panca
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jangka. Nilai panca jiwa tersebut meliputi keikhlasan,
kesederhanaan, berdikari, ukhuwwah Islamiyah dan kebebasan.
Sementara program panca jangka terdiri dari pendidikan dan
pengajaran,  kaderisasi, pergedungan, khizanatullah  dan
kesejahteraan keluarga pondok (Jarman Arroisi dan Syamsuri,
2020; Syahrudin, 2020:7).

Badan Wakaf Gontor

Badan Wakaf  Gontor (www.gontor.ac.id./lembaga)
merupakan sebuah lembaga tertinggi di Balai Pendidikan Pondok
Modern Darussalam Gontor. Badan Wakaf adalah semacam badan
legislatif yang bertanggungjawab atas kelangsungan dan
kemajuan Pondok Modern. Sementara itu, untuk tugas dan
kewajiban kesehariannya, amanat ini dijalankan oleh Pimpinan
Pondok.

Pimpinan ponpes Gontor merupakan badan eksekutif
(setelah wafatnya para pendiri Pondok) yang dipilih oleh Badan
Wakaf setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, Pimpinan
Pondok adalah mandataris Badan Wakaf yang mendapatkan
amanah untuk menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf
dan bertanggungjawab kepada Badan Wakaf ponpes Gontor.
Adapun lembaga-lembaga lainnya berada di bawah Pimpinan
Pondok Modern Darussalam Gontor.

Sebagai lembaga tertinggi, Badan Wakaf bertindak sebagai
Nazhir Pondok Modern Gontor yang mengemban amanah
memelihara dan mengatur penggunaan wakaf sebagaimana
tercantum dalam syarat piagam penyerahan wakaf sebagai
berikut: (1) Bahwa Wakaf Pondok Modern sebagai Balai
Pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan
Hukum Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal;
(2) Bahwa Pondok Modern harus menjadi sumber ilmu
pengetahuan Islam, bahasa al-Qur’an/Arab, Ilmu Pengetahuan
Umum dan tetap berjiwa Pondok; (3) Bahwa Pondok Modern
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harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat,
membentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir
batin dunia akhirat. (4) Bahwa pihak kedua berkewajiban: a.
Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi
Universitas Islam yang bermutu dan berarti. b. Mengusahakan
agar pihak kedua mempunyai akta Notaris di mana syarat-syarat
dan peraturan-peraturannya dengan jelas ditetapkan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya (Sekretariat, 1995:7-8).

Untuk mewujudkan program ponpes Gontor dalam
memperluas, memelihara, lebih khusus menguasai harta benda
wakaf dengan tidak merubah kedudukan hukum atas harta benda
dan hak-hak wakaf tersebut, maka pada tanggal 18 Maret 1959,
Badan Wakaf Gontor mendirikan sebuah Badan Hukum berbentuk
Yayasan. Yayasan tersebut bernama Pemeliharaan dan Perluasan
Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. Yayasan ini
didirikan dengan tujuan; memelihara, menyempurnakan dan
menambah segala harta benda milik Badan Wakaf Pondok
Modern Gontor baik yang berupa harta tak bergerak seperti
tanah-tanah dan bangunan-bangunan maupun yang bergerak
seperti segala peralatan/perlengkapan seluruhnya, agar dapat
tercapainya maksud tujuan dan hajat Badan Wakaf Gontor
(Jarman Arroisidan Syamsuri, 2020).

Pendirian Badan Hukum Yayasan pada saat itu bertujuan
untuk melindungi aset wakaf dan bukan bertujuan untuk
menguasai atau memiliki aset wakaf. Sebab sampai pada saat itu,
belum ada suatu peraturan atau keputusan pemerintah tentang
pemilikan tanah milik bagi Badan Hukum atau Badan
Keagamaan/Sosial. Yang ada pada saat itu, sebatas UU No. 5
Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
menjelaskan secara resmi menyatakan perlindungan terhadap
harta wakaf (Sholikhul Hadi, 2014:321). Jadi, penguasaan aset
tanah wakaf yang dipergunakan untuk keberlangsungan
pendidikan dan pengajaran tetap diatasnamai oleh keluarga dan
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pengurus ponpes Gontor. Untuk mencegah terjadinya sengketa di
kemudian hari, mereka yang mengatasnamai tanah-tanah tersebut
menyatakan secara tertulis, bahwa tanah-tanah tersebut adalah
kepemilikan YPPWPM gontor Ponorogo. Pernyataan tersebut
dibuat di hadapan Kepala Desa Gontor.

Dari penjalasan di atas, maka struktur organisasi Badan
Wakaf Gontor dapat dilihat di tabel 1 di bawah ini:

Tabell.
| STRUKTUR ORGANISASI |
Kopontren
( BADAN WAKAF ) ;
GONTOR Pertanian
WAKAF
Pertanahan GONTOR
(‘ PIMPINAN : Islamic Centre
PONDOK
Inventarisasi
PENGASUHAN UNIDA YPPW PM
SANTRI KMl GONTOR GONTOR KEMGONTOR
C MASYARAKAT DAN UMAT ISLAM )

Sumber: Syahruddin, Pembangunan Ekonomi Berbasis Wakaf, (Banda
Aceh; Bapeda Aceh, Slide, 2020), h.12

Dari tabel 1 ini menggambarkan bahwa Badan Wakaf Gontor
mengambil kebijakan untuk melimpahkan pelaksanaannya
kepada YPPWPM. Untuk melaksanakan tugasnya, YPPWPM
Gontor menetapkan lima macam bagian utama; (1). Bagian
Pemeliharaan dan Pertanian. Bagian ini bertugas memelihara
tanah lahan-lahan pertanian dan mengelola hasilnya; (2). Bagian
Perluasan dan Pertanahan. Bagian ini bertugas menangani
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masalah yang berhubungan dengan perluasan tanah wakaf serta
mengurusi status hukum dan administrasi pertanahannya. (3).
Bagian Pergedungan dan Peralatan. Bagian ini bertugas
memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan
untuk di dalam pondok; (4). Bagian unit usaha (Kopontren).
Bagian ini bertugas untuk selalu mencari terobosan baru dalam
bidang usaha. Karena yayasan dalam undang-undang yang baru
tidak boleh melakukan kegiatan usaha ekonomi, maka kegiatan ini
pada tahun 1996 dibuatkan wadah baru yaitu Koperasi Pondok
Pesantren (Kopontren). (5).Bagian Pembinaan Masyarakat.
Bagian ini bertugas untuk berkhidmat kepada masyarakat, melalui
pembinaan secara langsung dengan berbagai kegiatan pembinaan
di Islamic Center, seperti: mengadakan pendidikan usia anak
dini/play group, TPA, MI, pengajian rutin; mingguan, bulanan dan
tahunan (Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020).

Adapun SDM pengelola yang berkontribusi dalam
menyukseskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh YPPWPM
terdiri dari para guru dan mahasiswa UNIDA. Mereka bekerja
dengan segala kesungguhan, komitmen dan keikhlasan. Karena
mereka memahami bahwa yang mereka kelola adalah harta benda
wakaf. Mereka merasa tertuntut untuk ikut berjihad dalam
mengembangkan wakaf pondok yang  hasilnya untuk
kesejahteraan bagi pondok dan seluruh unsur yang ada di pondok.

Sementara, dari pemaparan sejarah ponpes Gontor, maka
dapat digambarkan rukun wakaf Gontor pada tabel di bawabh ini;
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Tabel.2

ICAST Gnipa

= 12 Oktober |
1958/ +« Masyarakat
+« Umat Islam

e Trimurti . 1'87132 kering
Tiga (3 .
kagkal(< ) * '11"2“&335'1 hSBWEh
beradik -
yatim + 12 bangunan
dan isinya

« 28 R. Awwal
1378

Sumber: Syahruddin, Pembangunan Ekonomi Berbasis Wakaf, (Banda
Aceh; Bapeda Aceh, Slide, 2020), h.14

Model Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Gontor

Pondok pesantren modern Gontor merupakan sebuah
lembaga pendidikan yang berbasis wakaf dan bukan lembaga
wakaf yang memiliki institusi pendidikan. Artinya Gontor fokus
pada pendidikan di mana seluruh kegiatan yang ada di institusi
tersebut dibiayai oleh dana wakaf seperti biaya pendidikan yang
murah bahkan gratis, gaji tenaga pengajar, kesehatan para
pengajar dan keluarganya, dan biaya operasional lembaga. Sistem
pengelolaan wakaf di Gontor dapat dikatakan sangat bagus. Dari
sisi aset harta wakaf tidak bergerak saja meningkat sangat
signifikan, dari 18.59 hektar menjadi 12.620.269 hektar (Jarman
Arroisi dan Syamsuri, 2020). Belum lagi aset wakaf yang bergerak
seperti kendaraan, berbagai mesin yang digunakan untuk unit
usaha seperti konveksi dan lainnya. Tentunya, ini terwujud
karena mereka membangun sebuah komitmen bersama dan
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kedisiplinan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang
dibangun antara santri, guru dan masyarakat dalam mewujudkan
Panca Jangka ponpes Gontor. Mereka bersama-sama mewakafkan
harta, tenaga, ide, bahkan nyawa dalam memajukan perwakafan
di ponpes Gontor.

Strategi Pengembangan Aset Wakaf Di Gontor

Mengingat target pasar yang mereka miliki sudah jelas dan
pasti, yaitu para santri yang berjumlah 33.323 orang, guru, dan
masyarakat sekitar Gontor. Jadi, untuk mengembangkan dan
memproduktifkan aset harta wakaf, Gontor menerapkan beberapa
strategi, di antaranya; (1) mengembangkan kebutuhan dasar
santri, guru, dan masyarakat sekitar ponpes Gontor, seperti
minuman air bersih, baik dalam bentuk kemasan ataupun yang
bukan kemasan. Contoh lain, santri membutuhkan baju, maka
nazhir wakaf Gontor menyediakan konveksi untuk menyediakan
produk baju; (2) memanfaat potensi yang ada yaitu santri, guru
dan masyarakat. Hal dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 3
.
| & @ﬁl
= [(f\\t UNIDA
— | Santri |—> Dalam pondok —
Organisasi Pelajar Fasil
Wakaf
digunakan
POLA PENDIDIKAN - untuk
erc = — | Guru }—b Dalam & luar pondok | f—+ :
BERBASIS WAKAF mewujud-
Unit usaha pondok kan Panca
Jangka
Pondok
L— | Masyarakat ’—. Luar pondok L
Perusahaan pondok

Sumber: Syahruddin, Pembangunan Ekonomi Berbasis Wakaf, (Banda
Aceh; Bapeda Aceh, Slide FGD, 2020), h.17
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Dari tabel di atas dapat dipahami bagaimana Gontor
memberdayakan  seluruh  potensi yang ada  untuk
mengembangkan dan memproduktifkan aset wakaf. Gontor
memberdayakan santrinya untuk mengelola unit-unit usaha yang
ada di dalam pondok melalui wadah organisasi pelajar, seperti
koperasi pelajar, fotocopi dan beberapa unit usaha yang lainnya.
Gontor juga memberi kepercayaan kepada para guru untuk
mengelola unit usaha, baik yang ada di dalam pondok maupun di
luar pondok. Selain itu, Gontor tidak luput memberdayakan
masyarakat sekitar pondok untuk mengelola harta wakaf.
Contohnya Gontor memberdayakan tukang ojek dan delman.
Seluruh hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk mewujudkan
pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

(3). Bekerjasama dengan pihak profesional. Untuk
pengembangan aset wakaf di mana Gontor sendiri tidak memiliki
keahlian dalam bidang tersebut, mereka membangun kerjasama
dengan para profesional dalam pengelolaan aset tersebut
sebagaimana yang dipraktikkan dalam pengelolaan kebun sawit di
Kalimantan dan alat kesehatan PCR di RSU Aisyiah Ponorogo.

Model Wakaf Gontor

Beberapa model wakaf yang dipraktikkan di ponpes Gontor,
ialah sebagai berikut (Rozalinda, 2015).

a. Wakaf Lembaga

Wakaf lembaga yang dimaksud di sini adalah mendirikan
pondok pesantren di luar ponpes Gontor yang selanjutnya
diwakafkan kepada Badan Wakaf sehingga menjadi ponpes
Gontor cabang. Contoh dari penerapan wakaf lembaga di ponpes
Gontor ialah Kyai Nawawi Ishak Banyuwangi mendirikan Ponpes
Dar al-Muttaqin. Pada tahun 1990, Ponpes tersebut diwakafkan
kepada Badan Wakaf Gontor sehingga menjadi cabang dari
Ponpes Gontor yang ke 5. Pada awal penerimaan, Ponpes tersebut
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sudah memiliki fasilitas berupa asrama, ruang belajar,
perkantoran, gedung pertemuan, masjid dan lainnya.

b. Wakaf Tanah

Gontor tidak hanya menerima wakaf dari lembaga atau pun
pemerintah, tetapi juga menerima wakaf tanah dari masyarakat
yang ingin berwakaf. Animo masyarakat dalam berwakaf kepada
Gontor sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan aset
wakaf Gontor tidak bergerak yang berasal dari masyarakat
terlihat terus meningkat, terlebih setelah pendirian Badan Wakaf
Gontor. Sebagai wujud dari partisipasi aktif Pondok Modern
Darussalam Gontor pasca musibah gempa dan gelombang tsunami
yang menimpa Aceh, Gontor mendirikan cabangnya yang ke-10 di
Serambi Makkah Aceh di tanah seluas 10.1 hektar. Dari tanah
seluas itu, 3 hektar di antaranya adalah diwakafkan oleh H.
Muhammad Amis Usman pada tahun 2005. Sisanya seluas 7.1
hektar dibeli oleh Gontor sebagai bahagian dari perluasan aset
harta wakaf.

c. Wakaf Benda Bergerak

Model wakaf yang diterima oleh Ponpes Gontor selain
lembaga dan tanah adalah wakaf benda bergerak. Rozalinda
(2015) menyebutkan beberapa barang seperti; mesin industri,
mesin cetak, mesin potong hewan, mesin konveksi, hewan ternak,
kendaraan kantor, dan komputer. Contoh wakaf benda bergerak
yang cukup besar diterima oleh ponpes Gontor ialah wakaf mesin
pembuat mie ayam yang diterima pada tahun 2006 oleh YPPWPM
dari perusahaan Bogasari pada kesempatan peringatan 80 tahun
Gontor.

d. Wakaf dari Alumni (Syahrudin, 2020: 20)

Ponpes Gontor pada tahun 2020 menerima wakaf alat
kesehatan dari alumni dan non alumni. Mereka bersama-sama
mengumpulkan uang untuk membeli sebuah alat PCR. Dana yang
terkumpul pada saat itu berjumlah Rp 3.8 miliar. Oleh karena
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Gontor tidak memiliki ahli dan ilmu dalam mengelola alat
tersebut, maka Gontor bekerjasama dengan sebuah Rumah Sakit
Umum Swasta Aisyiah di Ponorogo. Alat PCR ini menjadi yang
pertama yang dimiliki oleh RSU Swasta di Indonesia. Hasil dari
wakaf Alkes tersebut dialokasikan untuk pengembangan
pendidikan di Gontor dengan memberikan pendidikan yang
bermutu dan berarti.

Pemberdayaan Wakaf Gontor

Untuk mengoptimalkan sumber daya wakaf yang mereka
miliki, Gontor melakukan beberapa bentuk pemberdayaan, di
antaranya;

1. Melakukan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh
Pusat Latihan dan Pengembangan Masyarakat (PLMPM)
dengan tujuan menghasilkan para kader wirausaha yang
siap untuk mengelola unit-unit usaha Ponpes Gontor
maupun hidup mandiri di masyarakat (Rozalinda,
2015:321).

2. Melakukan pemberdayaan aset wakaf yang berada di bawah
Badan Wakaf melalui pendirian unit-unit usaha. Pendirian
tersebut telah berjalan sejak tahun 1970, seperti
penggilingan padi dan sekarang telah memiliki cukup
banyak usaha dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4.4.

No Unit Usaha Lokasi

1 Penggilingan Padi Gontor

2 Percetakan Darussalam | Gontor

3 Toko Kelontong Bajang

4 Toko Buku La Tansa Ponorogo

5 Toko Bahan Bangunan Bajang

6 Fotokopi Gontor dan Bajang
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7 Usaha Kesejahteraan Gontor
Keluarga

8 Pabrik Es Balok Gontor

9 Kantin Gontor

10 | Darussalam Computer Gontor
Center

11 | Wisma Darussalam Gontor

12 | Hotel Gontor

13 | Pemotongan Ayam Gontor

14 | Pabrik Roti Gontor

15 | Penggemukan Sapi Gontor

16 | Air minum kemasan Gontor

17 | Usaha Konveksi Gontor

18 | Pabrik Mie Ayam Gontor

19 | Warung Bakso Ponorogo

20 | Apotek Ponorogo

21 | Alkes PCR Ponorogo

22 | Toko Olahraga Ponorogo

23 | SPBU Gontor Sidojoyo

24 | Jasa Angkutan Gontor

25 | Kebun Sawit Kalimantan

Sumber: Syahruddin, FGD Ekonomi Berbasis Wakaf, 2020 dan

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 2015

5. MODEL-MODEL BARU PENGELOLAAN WAKAF
a. Bencoolen, Singapura;

Pembangunan kompleks komersial di Jalan Bencoolen,
Singapura merupakan inisiatif yang diambil oleh Majlis Ugama
Singapura (MUIS) dengan anak perusahaannya Warees
Investments Pte Ltd (Warees) dalam membangun dua bidang
tanah wakaf dengan skim obligasi syariah musyarakah. Tanah
yang pada awalnya berdiri mesjid yang sudah tua itu dibangunkan
menjadi gedung bertingkat yang terdiri dari sebuah mesjid
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modern, 3 tingkat gedung komersial dan 12 tingkat apartemen
yang semuanya berjumlah 84 unit.

Model pembangunan tanah wakaf itu secara drastis berhasil
meningkatkan nilai aset wakaf dalam waktu yang singkat. Secara
otomatis pula keuntungan yang diperoleh juga meningkat tajam
sehingga dapat dialokasikan untuk program pengentasan
kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan
lain-lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat
meringankan beban anggaran belanja pemerintah.

Salah satu kunci sukses wakaf di Singapura adalah ketika
MUIS pada tahun 2000 mendirikan anak perusahaan yang diberi
nama Warees. MUIS kemudian berkonsentrasi penuh dalam hal
administrasi dan regulasi sementara tugas untuk membangun
aset wakaf diserahkan sepenuhnya kepada Warees yang terdiri
dari staf profesional yang memiliki keahlian dalam berbagai
bidang baik finansial, bisnis, real estate, arsitektur, pemasaran,
ekonomi, keuangan Islam, manajemen konstruksi dan manajemen
proyek, dan keahlian lainnya dalam sektor manajerial,
professional dan teknikal.

b. Menara Zam-Zam, Makkah;

Arab Saudi sebagai negara yang setiap tahunnya banyak
menerima tamu baik jamaah haji di musim haji ataupun jamaah
umrah sepanjang tahun sangat gencar dalam membangun aset
wakaf, terutama aset yang berada di kota Mekkah. Salah satu aset
wakaf yang berhasil dibangun dan menjadi buah bibir sekarang
ini adalah Menara Zam Zam yang memiliki tinggi 33 tingkat.
Pengembangan aset ini dilakukan melalui instrumen sukuk al-
intifa’a yang secara sederhananya berbasis kepada kontrak ijarah.

Sukuk al-intifa’a ini secara sederhana pula dapat kita artikan
sebagai sukuk manfaat di mana investor atau pemegang sukuk
memiliki hak atas penggunaan manfaat atas aset yang diterbitkan
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penerbit sukuk. Investor hanya memiliki hak manfaat saja tanpa
memiliki hak ke atas aset tersebut. Sisi yang menarik dari
konsepsi sukuk al-intifa’a ini adalah diakuinya manfaat sebagai
kelas aset yang baru. Atau lebih spesifiknya hak untuk
menggunakan dan mengambil manfaat dalam bentuk izin
menggunakan properti yang dibangun dengan skema ini.

Untuk pengembangan Menara Zam Zam ini, otoritas wakaf di
Arab Saudi memberikan sebidang tanah wakaf milik Raja Abdul
Aziz kepada perusahaan Bin Laden Group melalui kontrak ijarah,
selama 28 tahun, untuk dikembangkan dengan konsep Bangun-
Bina-Serah (BOT). Bin Laden Group kemudian bekerja sama
dengan perusahaan konstruksi dan real estate, Munshaat Real
Esatate Projects Co. (Munshaat). Semua biaya konstruksi senilai
USD 390 juta akan ditanggung oleh Munshaat. Munshaat
kemudian mengeluarkan sukuk yang diberi nama sukuk al-intifa’a
yang berjumlah USD 390 juta kepada para investor untuk
memperoleh modal membangun menara tersebut.

Sukuk al-intifa’a tersebut dijual kepada investor dalam jangka
waktu 24 tahun. Investor mempunyai hak manfaat untuk
menggunakan bangunan tersebut, menyewakannya kepada
penyewa lain atau bahkan menjualnya kepada investor lain. Harga
sewa bangunan itu biasanya tergantung kepada musim, kalau
musim haji ia akan lebih mahal, begitu juga kalau musim umrah di
bulan puasa. Setelah Menara Zam Zam ini berumur 28 tahun,
maka Munshaat akan menyerahkan kembali menara ini kepada
lembaga wakaf Arab Saudi melalui Bin Laden Group.

c. Menara Bank Islam, Kuala Lumpur;

Model pembiayaan kompleks komersial merupakan pilihan
untuk pembangunan Menara Bank Islam 34 tingkat, sebesar
US$49 juta atau lebih kurang Rp.655 miliar, di atas tanah wakaf
almarhum Ahmad Dawjee Dadabhoy di kawasan Segi Tiga Emas,
Kuala Lumpur dengan konsep bangun guna serah (BOT). Proyek
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yang dilakukan atas Kkerjasama Majelis Agama Wilayah
Persekutuan (MAIWP) Kuala Lumpur, Malaysia dengan Lembaga
Tabung Haji Malaysia, dimulai pada bulan Juli tahun 2007 ini dan
selesai pada bulan Oktober 2010 yang lalu telah menjadi salah
satu ikon kesuksesan wakaf di negeri jiran itu.

d. Wakaf Seetee Aishah, Malaysia;

Pembangunan sebuah pusat komersial wakaf di Jalan Tun
Hussein Onn, Seberang Jaya Pulau Pinang merupakan kerjasama
antara Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) dan
UDA Holdings Sdn Bhd. Kawasan seluas lima hektar ituy,
dinamakan Taman Wakaf Setee Aishah sesuai dengan nama
pewakafnya, Seetee Aishah. Pusat perniagaan tersebut memiliki
27 unit toko dan 76 unit rumah dua tingkat itu menelan biaya
pembangunan sebesar RM24 juta. Pusat perdagangan itu
disewakan oleh MAINPP kepada umum, sedangkan unit-unit
rumah itu dijual kepada orang Islam saja dengan konsep Al-ljarah
atau hak guna selama 99 tahun.

e. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, Serang, Banten;

Rumah Sakit ini merupakan rumah sakit mata pertama di
dunia yang berbasis wakaf. Rumah sakit ini berdiri di atas tanah
wakaf dari keluarga Achmad Wardi yang diamanahkan kepada
Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir, dan dikelola oleh Yayasan
Dompet Dhuafa Republika, sehingga diberi nama Rumah Sakit
Mata Achmad Wardi BWI-DD. Kini ia telah dilengkapi dengan
fasilitas Retina dan Glaukoma Center yang diperoleh melalui
pendanaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) serta pembiyaan dari
BNI Syariah.

f. Uberisasi Wakaf/Waqf Blockchain

Selama ini, sulitnya mengembangkan aset wakaf tentu tidak
terlepas dari tiga masalah klasik yang dihadapi institusi wakaf
dalam pengembangan asetnya yaitu aset wakaf tidak boleh dijual,
aset wakaf tidak bisa dijadikan agunan untuk kepentingan
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pembiayaan dan terakhir adalah tidak profesionalnya nadzir
dalam hal tata kelola dan aset manajemen wakaf.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana aset wakaf baik
dalam bentuk tanah atau properti yang lain bisa mendapatkan
modal untuk pengembangannya jika aset wakaf itu tidak bisa
dijual, dipindah kepemilikan atau digunakan sebagai agunan serta
rendahnya kapasitas nadzir yang mengelola aset wakaf itu?

Tantangan inilah yang coba dijawab oleh Finterra, sebuah
perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang menyediakan
platform  berbasis blockchain untuk digunakan dalam
pengembangan aset wakaf. Finterra, sudah berhasil
mengembangkan platform yang diberi nama ‘Wagqf Chain’ sebagai
solusi untuk optimalisasi potensi sektor wakaf di seluruh dunia.

Finterra sudah  mengidentifikasikan = bahwa dalam
pengembangan aset wakaf itu perlu kolaborasi enam pemangku
kepentingan. Mereka adakah badan/nazhir wakaf, auditor,
pengelola aset wakaf, developer (pengembang aset wakaf),
manajer investasi, dan asuransi. Waqf Chain membawa kesemua
pihak ini dalam satu platform untuk setiap proyek pengembangan
aset wakaf.

Badan/nazhir wakaf bertugas memastikan bahwa utilisasi
aset wakaf harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai
dengan tujuan aslinya. Pihak auditor juga harus memastikan
adanya tata kelola yang baik dan diterapkannya sistem
pengawasan internal. Pengelola aset wakaf yang ditunjuk oleh
badan wakaf bertugas untuk mengelola keseluruhan aspek proyek
pengembangan wakaf mulai dari sisi administrasi, keuangan,
operasional dan pemeliharaan aset.

Bagi developer juga, mereka harus dapat memenuhi jadwal
pekerjaan yang sudah ditentukan mengingat kebanyakan proyek
pembangunan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana
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yang dikeuarkan secara bertahap juga oleh manajer investasi.
Manajer investasi ini bertanggung jawab untuk mensupervisi
selesainya proyek di setiap tahapan, mendistribusikan pekerjaan
dan anggaran sesuai dengan tahapan pembangunan yang dicapai.
Adapun pihak asuransi juga diperlukan untuk memberikan
jaminan dan memberikan perlindungan dalam menghadapi hal-
hal yang di luar dugaan seperti bencana yang merusak atau
mengganggu kelancaran pembangunan aset wakaf itu.

Formula yang ditawarkan oleh Fintera ini bisa jadi sebagai
‘game-changer’ untuk menyelesaikan masalah pengembangan aset
wakaf selama ini. Bisa saja, ia akan mampu untuk
mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki oleh aset wakaf.

E. HAMBATAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN WAKAF di INDONESIA.

Sekarang ini, menurut data yang diperoleh dari SIWAK
KEMENAG, tahun 2020 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia
berada di 390.395 lokasi dengan luas 52.269,09 hektar di mana
sebanyak 236.362 lokasi dengan luas 19.935,13 hektar sudah
memiliki sertifikat. Sedangkan tanah wakaf yang belum
bersertifikat sebanyak 154.033 dengan luas 32.333,97 hektar.
Untuk Aceh sendiri, jumlah tanah wakaf tercatat sebanyak 15.979
dengan luas 8.594,99 hektar. Jumlah tanah wakaf Aceh yang sudah
bersertifikat sebanyak 7.802 dengan luas 1.041,11 hektar dan
yang belum bersertifikat sebanyak 8.177 dengan luas 7.553, 88 Ha
(www.SIWAK kemenag.go.id).

Sayangnya, potensi besar aset wakaf ini berbanding terbalik
dengan realitas pengembangan dan pembangunan aset wakaf
yang bisa dikatakan masih sangat minim. Sudah pasti hal ini
disebabkan oleh beragam masalah yang dihadapi oleh para
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pemangku kepentingan ataupun para praktisi sektor wakaf itu.
Masalah-masalah yang dihadapi ini, baik internal ataupun
eksternal, bermuara pada terwujudnya berbagai hambatan dan
tantangan yang dihadapi dalam mengelola dan mengembangkan
wakaf secara produktif.

1. Hambatan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam
pengelolaaan dan pengembangan wakaf di Aceh, di antaranya
adalah:

a. Pemahaman atau Literasi Masyarakat terhadap Wakaf

Berdasarkan hasil survei indeks literasi wakaf tahun 2020
yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pusat
Kajian Strategis BAZNAS dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan
Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan
bahwa secara nasional tingkat literasi masyarakat masih rendabh,
walaupun ada sejumlah daerah dengan tingkat literasi yang
moderat/menengah. Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara
nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk
dalam Kkategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman
Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf
Lanjutan sebesar 37, 97. Namun demikian terdapat 4 provinsi
yang nilai ILW keseluruhannya berada pada ketegori menengah
yaitu Gorontalo (skor tertinggi sebesar 73,74), Papua (64,040, Bali
(62,49) dan Sulawesi Tengah (62,28). Untuk ILW pemahaman
wakaf dasar terdapat 12 provinsi yang masuk dalam kategori
menengah yakni 4 provinsi sebelumnya ditambah Jawa Barat, DI
Yogyakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah,
Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Jawa Timur. Sedangkan
provinsi Riau mendapatkan skor ILW keseluruhan terendah
diikuti Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta.

Hasil survei di atas, kemudian diharapkan menjadi referensi
awal dalam menyusun strategi sosialisasi guna mengembangkan
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perwakafan nasional secara umum dan menjadi gambaran awal
bagi para nazhir baik yang berskala nasional maupun daerah,
khususnya dalam menilai kinerjanya dalam meningkatkan literasi
perwakafan masyarakat. Sehingga pada gilirannya dapat dijadikan
dasar penyusunan strategi dalam memasarkan dan memobilisasi
produk-produk wakaf di masing-masing wilayah.

Permasalahan rendahnya literasi wakaf juga terjadi di Aceh.
Berdasarkan wawancara dengan Dinas Syariat Islam Provinsi
Aceh (2020), terungkap fakta bahwa masyarakat Aceh masih
sempit dalam memahami wakaf di mana mereka memahami
wakaf hanya untuk benda yang tidak bergerak saja, hanya wakaf
tanah. Oleh karena itu, perlu upaya sosialisasi ke masyarakat.
Selain itu, para pemangku kepentingan juga harus mampu
menunjukkan kepada masyarakat manfaat dari pengelolaan wakaf
serta role model yang bisa dilihat secara langsung sehingga
mendorong dan menambah minat masyarakat untuk berwakaf.

Untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf ini
perlu membangun sinergi dengan para alim ulama, mengingat
sumber informasi utama tentang wakaf bisa diperoleh dari
ceramah dan pengajian. Tidak kalah pentingnya juga adalah
pemanfaatan media sosial yang mampu menjangkau area yang
lebih luas serta segmen milenial yang memiliki potensi dalam
mengakumulasi aset wakaf mendatang.

b. Sumber Daya Insani Nazhir yang belum Memadai.

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola
wakaf, terutama nazhir dan tim kerja yang solid untuk
memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola dengan
profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang
berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat.
Singkat kata, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik
buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian,
nazhir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai
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level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih
signifikan dalam memainkan peran untuk pengembangan wakaf.

Dalam perwakafan, nazhir adalah pihak yang menerima harta
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai
dengan peruntukannya. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat
rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan
signifikan di dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-
Undang tersebut diatur bahwa nazhir itu terdiri dari nazhir
(perorangan), organisasi dan badan hukum. Syarat nazhir
perorangan adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa,
amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang
melakukan perbuatan hukum. Jika nazhirnya organisasi syaratnya
adalah: (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi
syarat-syarat nazhir perorangan. (2) Organisasi tersebut bergerak
di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan
Islam. Sedangkan nazhir badan hukum syaratnya adalah: (1)
pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-
syarat nazhir perorangan. (2) Badan Hukum Indonesia yang
dibentuk sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang
berlaku. (3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam
(pasal 9-14, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa SDI nazhir sangat penting
diperhatikan dalam pengelolaan wakaf yang efektif dan efesien.
Nazhir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Abdurrahman Kasdi,
2014:218). Pertama, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa
tanggung jawab pada badan pengelola atau nazhir, maka harta
yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak
terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki
lembaga kenazhiran harus dipastikan bahwa orang tersebut
memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak
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akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau
ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek
tanggung jawab oleh seorang nazhir menjadi kunci pokok dari
seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini
tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nazhir, maka wakaf hanya
akan menjadi institusi keagamaan yang tidak berfungsi apa-apa.

Kedua, efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan
kelembagaan nazhir adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi,
lembaga kenazhiran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan
pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya
administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan
dalam pengelolaan harta wakaf. Ketiga, rasional. Syarat ini
merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi,
demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf.
Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan
keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak
bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek
irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional
akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah
satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah
menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang
dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme
(Abdurrahman Kasdi, 2014:221).

c. Manajemen Pengelolaan Wakaf.

Wakaf merupakan salah satu pembangun unsur peradaban
ekonomi yang perlu dikelola dengan sistematis dan terstruktur.
Potensi wakaf yang baik namun tidak dibarengi dengan
manajemen pengelolaan yang baik tidak akan mampu
memberikan sumbangsih terbaik dalam pengembangan ekonomi.
Wakaf merupakan ibadah sosial yang memiliki peran yang sangat
penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin baik
di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan
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kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu
pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Manajemen pengelolaan merupakan hal yang paling utama
dalam dunia perwakafan, bahkan dalam dunia bisnis manajemen
pengelolaan sangat menentukan kelangsungan usaha perusahaan.
Oleh karena itu, yang paling menentukan benda wakaf itu lebih
bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya.
Pengelolaan harta wakaf secara seksama adalah melakukan
perencanaan yang matang untuk melakukan pendayagunaan
harta wakaf menjadi program yang berorientasi kepada
produktivitas. Kemudian melakukan pengorganisasian secara
seksama untuk dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha kongkret
produktif dan puncaknya melakukan kontrol terhadap
pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan standar tolak ukur
yang dijadikan alat untuk menilai keberhasilan.

Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan
(actuating), dan pengawasan (controlling) akan memaksimalkan
pendayagunaan wakaf. Penerapan prinsip pengawasan
(controlling) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan
secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal ini, pasal 65 Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa
dalam pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan
publik. Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi pengawasan
(controlling) ini akan berimplikasi pada terwujudnya good
governance (tata kelola yang baik) yang dirincikan dengan
ditegakkannya prinsip akuntabilitas. Pada tahap berikutnya
implementasi prinsip akuntabilitas ini akan berdampak pada
meningkatkan kepercayaan publik (public trust) pada lembaga
tersebut. Pemberdayaan dan pengelolaan wakaf perlu segera
mengimplementasikan prinsip ini mengingat masih banyak
lembaga wakaf yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas
sehingga berimplikasi pada hilangnya kepercayaan (distrust)
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masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dalam wakaf sendiri,
kepercayaan masyarakat merupakan social capital yang
terpenting. Karena itu, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada
lembaga pengelola wakaf, amat kontra produktif dengan cita-cita
menjadikan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat (Firman
Muntaqo,2015:93).

2. Tantangan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di
Indonesia

Tata kelola dan pengembangan wakaf selama ini menghadapi
beragam tantangan yang menyebabkan belum optimalnya
pengembangan aset wakaf. Di antara tantangan-tantangan
tersebut adalah; Pertama, kebekuan umat Islam terhadap paham
wakaf, di mana masih banyak masyarakat yang memahami bahwa
wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, perpohonan, sedangkan
uang, hak cipta, hak seni, hak paten dan lain-lain belum banyak
dipahami sebagai bagian dari aset yang dapat diwakafkan. Kedua,
kebanyakan nazhir wakaf belum profesional atau masih
tradisional artinya nazhir masih bersifat pasif yaitu hanya
menerima harta benda yang dikeluarkan oleh wakif, belum dapat
menjadikan wakaf secara produktif. Ketiga, kepercayaan dan
akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal
artinya Kkepercayaan masyarakat terhadap nazhir belum
maksimal. Sistem pelaporan secara berkala juga belum banyak
dilakukan. Keempat, lamanya waktu pensertifikatan tanah wakaf
juga menjadi kendala tersendiri bagi nazhir. Faktor-faktor yang
menjadi penyebab cepat lambatnya pensertifikatan tanah wakaf
di antaranya adalah kelengkapan administrasi, komunikasi
dengan BPN, keterlibatan Kemenag, dan komunikasi antara
pemerintah kabupaten, Kemenag dan BPN itu sendiri. Kelima,
kurangnya kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
(Ahmad Muslich, 2016:200).

Secara khusus untuk provinsi Aceh, beberapa tantangan
pengelolaan wakaf yang dialami adalah:
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Pertama, Tumpang-tindihnya tindih tugas pokok dan fungsi
antar lembaga pengelola wakaf di Aceh, khususnya lembaga
pemerintah baik Baitul Mal Aceh, BWI Aceh ataupun Kantor
Urusan Agama.

Kedua, validasi aset wakaf /perencanaan aset wakaf.
Banyaknya aset wakaf yang belum tervalidasi merupakan salah
satu tantangan yang perlu diatasi agar pengelolaan wakaf di Aceh
menjadi lebih baik. Dalam praktek di masyarakat Aceh, banyak
harta wakaf yang kurang tercatat sehingga menyebabkan kurang
tertibnya administrasi aset wakaf (Wawancara dengan KEMENAG
Aceh). Akibatnya memicu terjadinya persengketaan dan juga
hilang identitas harta wakafnya.

Ketiga, Sertifikasi Tanah Wakaf. Hal ini juga terjadi di Aceh
sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Dinas Syariat Islam
(2020) yang mengatakan bahwa banyak tanah wakaf yang tidak
bersertifikat. Baitul Mal Aceh harus lebih proaktif dalam mendata
dan membuat sertifikasi sehingga tidak hilang tanah wakafnya.
Fenomena ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat
terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Pola
pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan
dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang
bisa menguatkan secara administratif (hukum). Karena itu, agar
tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai
problematika formilnya, harus segara dilindungi secara hukum
melalui sertifikat tanah. Dengan demikian tanah-tanah tersebut
memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak yang
bermaksud mengambilnya dapat dituntut berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku.

Secara teknis, pemberian sertifikat tanah-tanah wakaf
memang membutuhkan keteguhan para nazhir wakaf dan
memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, diperlukan
peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi
tanah-tanah wakaf, khususnya peran Badan Pertahanan Nasional
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(BPN) dan pemerintah daerah agar memudahkan pengurusannya.
Peran BPN sangat signifikan dalam usaha memudahkan proses
pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan peran Pemda di masing-
masing wilayah tanah air dalam kerangka otonomi daerah juga
sangat penting dalam ikut menanggulangi pembiayaan sertifikasi,
pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan tanah-tanah
wakaf yang ada. Untuk itu diperlukan upaya-upaya publikasi
terhadap  pentingnya  sertifikasi tanah  wakaf secara
berkesinambungan dan gencar agar sisa tanah yang belum
disertifikasi segera mendapatkan posisi hukum secara pasti
melalui sertifikat tanah (KEMENAG, 2013:71).

Keempat, Sengketa Tanah Wakaf. Banyaknya tanah wakaf
yang belum tersertifikasi menjadi salah satu pemicu terjadinya
sengketa tanah wakaf. Namun jika ditinjau lebih jauh dari sudut
pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf
Dahrendorf, maka faktor penyebab atau akar konfliknya tanah
wakaf dapat dikemukakan sebagai berikut (Nur Fadhilah,
2011:79):

a) Masalah resources. Tanah merupakan salah satu sumber
daya alam (natural resources) yang tidak dapat diperbaharui
(unrenewable) dan salah satu modal yang amat vital bagi
semua kegiatan produksi, baik itu tanah pertanian di
pedesaan maupun tanah yang strategis di perkotaan.
Sehubungan dengan wakaf, penggunaan tanah wakaf yang
masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan secara
produktif serta faktor kelangkaan dan keterbatasan lahan
dibandingkan jumlah penduduk, menyebabkan pihak ahli
waris wakif melakukan penyimpangan dan pelanggaran
terhadap tanah wakaf yang sudah diwakafkan, baik itu
dengan cara menjual ataupun dengan meminta kompensasi
sejumlah uang para nazhir.

b) Masalah need atau interest (kepentingan atau kebutuhan
yang berbeda). Salah satu sengketa tanah wakaf disebabkan
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d)

adanya benturan kepentingan. Terkadang terjadi karena
adanya benturan antara pihak pengembang untuk
membangun pemukiman dalam rangka memenuhi
kebutuhan  perumahan bagi masyarakat dengan
kepentingan untuk tetap melestarikan dan mengekalkan
tujuan, fungsi dan peruntukan tanah wakaf. Ada juga
sengketa tanah wakaf yang disebabkan adanya benturan
kepentingan antara ahli waris wakif yang merasa berhak
atas tanah yang sudah diwakafkan dengan pihak nazhir
yang berkepentingan menjaga fungsi dan peruntukan tanah
wakaf sebagai tempat ibadah atau mushalla.

Masalah value (nilai-nilai: agama, sosial, budaya, moral dan
sebagainya). Salah satu faktor penyebab sengketa tanah
wakaf pada dasarnya berawal dari tindakan ahli waris wakif
yang menjual sebagian tanah yang sudah diwakafkan oleh
orang tuanya, meskipun tanah tersebut sudah mempunyai
AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dalam hal ini terjadi benturan nilai
agama untuk tetap menggunakan dan memanfaatkan tanah
wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, dengan
motivasi ekonomi dari ahli waris wakif, mengingat nilai jual
(exchange value) dari tanah yang sedemikian tinggi.
Sedangkan faktor penyebab yang lain adalah tidak adanya
bukti otentik dan dokumen tertulis terkait dengan tanah
wakaf, sehingga ahli waris wakaf telah sah secara agama
jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agama
meskipun tidak didaftarkan atau tidak ada AIW (Akta Ikrar
Wakaf) dengan nilai hukum positif yang memerintahkan
dan mengamanatkan agar wakaf tanah didaftarkan
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 dan 10, PP Nomor 28
Tahun 1977, pasal 223 dan 224 Kompilasi Hukum Islam
(KHI), dan pasal 32-39, Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf.

Masalah relantionship dan information. Hubungan
kekeluargaan antara wakif dan ahli warisnya telah memicu
anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah
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diwakafkan adalah tanah warisan dari orang tuanya,
sehingga ahli waris wakif merasa berhak untuk menjual
tanah itu kepada pihak lain. Kondisi ini dipicu arena
kurangnya informasi dan minimnya pengetahuan tentang
wakaf baik menurut hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan masih adanya
persepsi masyarakat bahwa wakaf adalah ibadah sehingga
merasa tidak perlu jika wakaf diketahui oleh orang lain,
ditulis, bahkan sampai harus dengan adanya akta. Juga
masih ada jalan fikiran atau anggapan bahwa tanpa
sertifikat kedudukan hukum tanah wakaf sudah cukup kuat
karena selama 30 sampai 40 tahun bahkan lebih tanah
tersebut digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi
dan peruntukan wakaf, tidak ada gugatan atau tuntutan dari
pihak manapun. Kedua anggapan ini mendorong terjadinya
penyimpangan dari hakikat hukum dan tujuan wakaf
sehingga terjadi sengketa tanah wakaf.

e) Masalah structure. Perbedaan pandangan dan perspesi
antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan
pelaksanaan wakaf dapat memicu terjadinya konflik yang
mengarah pada sengketa. Sejak datangnya Islam, wakaf
telah dilaksanakan berdasarkan paham Syafiiyah dan adat
kebiasaan setempat. Dalam hal ini, perbuatan mewakafkan
tanah dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis
atas dasar kepercayaan. Sedangkan dalam peraturan
perundang-undangan ditegaskan bahwa wakaf harus
dilakukan sesuai dengan prosedur administratif meliputi
tatacara perwakafan, tatacara pemberian hak, dan tatacara
untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang
diwakafkan, di mana ketentuan ini tidak diketahui dan tidak
dikenal sebelumnya oleh masyarakat.

Kelima, Produktivitas Aset Wakaf. Di antara faktor yang
menjadi penyebab stagnansi perwakafan di Aceh, di antaranya
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adalah banyaknya harta wakaf yang terbengkalai. Faktor lain yang
mempengaruhi stagnannya kondisi perwakafan di Aceh adalah
minimnya pemanfaatan harta wakaf secara produktif. Banyak
harta wakaf, terutama tanah yang terbengkalai dan tidak
dimaksimalkan fungsinya. Di hampir semua wilayah di Aceh
terdapat tanah wakaf yang tidak produktif dan seakan dibiarkan
terbengkalai tanpa dimafaatkan secara produktif bagi
kepentingan masyarakat banyak secara berkepanjangan. Hal ini
menimbulkan pemikiran tidak baik bagi calon-calon wakif melihat
fenomena banyaknya harta wakaf yang tidak produktif. Pada
akhirnya pewakif melihat kegiatan pewakafan menjadi sesuatu
yang kontra-produktif. Selain itu juga, lemahnya manajemen
perwakafan di Aceh membuat tanah wakaf tersebut sangat susah
untuk dibuktikan legalitasnya karena tidak ada bukti-bukti
tertulis yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah benar-
benar harta wakaf (Azharsyah, 2014:384).

Kurang produktifnya harta wakaf juga disebabkan oleh
kurang profesionalnya nazhir. Nazhir di Aceh masih belum begitu
profesional, mereka masih belum mampu memikirkan bagaimana
harta wakaf itu menjadi produktif (Wawancara dengan Dinas
Syari’at Islam, 2020). Malah, rata-rata nazhir di Aceh tidak paham
dengan tugas dan fungsinya sebagai nazhir. Hal ini membuat
banyak harta wakaf di Aceh masih terbengkalai, kecuali bagi aset
yang sudah digunakan untuk sarana pendidikan dan lokasi
pemakaman. Di sisi lain, ada juga harta wakaf di Aceh yang sudah
produktif akan tetapi hasil dari wakaf produktif ini juga masih
belum terdata (Wawancara dengan KEMENAG Aceh, 2020).
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BAB Il

WAKAF PRODUKTIF UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT AGER:
MODEL AGER

A. POTRET WAKAF DI ACEH

Potret wakaf di Provinsi Aceh didapatkan dengan melakukan
survei kepada pihak-pihak yang terlibat dan pernah menjadi
bagian dalam pengelolaan wakaf di Aceh. Data diperoleh secara
online/daringmelalui kuesioner terstruktur yang memuat
pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner disebarkan melalui
link https://forms.gle/55r13gcKQFJiPpjz5 sejak tanggal 18
September -18 Oktober 2020.

Objek kajian teknis ini meliputi semua informasi terkait
pengelolaan wakaf di Aceh dari semua pelaku yang terlibat dalam
aktivitas perwakafan. Informasi kuesioner dalam survei yang
relevan dengan topik yang dikaji pada Kajian Perencanaan
Ekonomi Berbasis Wakaf di Aceh ini terdiri yaitu:
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1.
2.
3.

Literasi Wakaf
Preferensi Pengeloaan wakaf di Aceh
Strategi Pengelolaan Wakaf di Aceh

Idenfikasi pelaku yang terlibat dalam penelitian ini
dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Responden Penelitian

No. Responden
1 Wakif
2 Nadzir
Regulator (BWI, Baitul Mal Aceh, dan Lembaga
3 :
Amil Zakat)
4 Administrator yang terlibat dalam pengelolaan
wakaf
5 Lembaga Keuangan Syariah
6 Masyarakat Umum

Jumlah 195 Responden

Terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam memotret
wakaf di Aceh. yaitu:

a)

110 |

Inventarisasi sasaran pertanyaan berdasarkan masalah
aktual di lapangan. Informasi aktual di lapangan
dikumpulkan dalam pertemuan FGD antar stakeholders
untuk merincikan daftar pertanyaan. FGD melibatkan
Bappeda Aceh, Baitul Mal Aceh, MPU Aceh, Dinas Syariat
Islam, BWI Perwakilan Aceh, LSM Wakaf, dan akademisi
kampus. Materi kuesioner berkaitan dengan aktivitas yang
merepresentasikan kondisi wakaf di Aceh sebagai basis
pengambilan kebijakan. Selain informasi aktual di
lapangan, pandangan dan asumsi pihak terlibat juga
menjadi informasi penting untuk mengidentifikasi
pengelolaan wakaf di Aceh.
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b) Pembuatan kuesioner dengan daftar pernyataan terbuka
(uraian) dan tertutup (pilihan/multiple choice). Kuesioner
disebarkan secara online/daring mengingat Kkondisi
Pandemic COVID-19 yang tidak bisa mengumpulkan
banyak orang dalam agenda lapangan.

c) Tabulasi data kuesioner yang dirincikan berdasarkan
karakteristik responden, literasi wakaf, persepsi
pengelolaan wakaf, prefensi pengelolaan wakaf, potensi
wakaf produktif, dan strategi pengembangan wakaf.

d) Analisis deskriptif statistik dengan menguraikan frekuensi,
konsistensi, pengelompokkan, dan kuadran kebijakan.

Tabulasi Analisis

Inventarisasi Penyuksunan data Deskr\‘ptif
Pertanyaan Kuesioner . P
< kuesioner Statistik
«Kondigi aktual *Pertanyaan «Karakteristik *Frekuensi
<FGD tertutup responden «Konsistensi
«Pandangan dan *Pertanyaan *Literasi *Pengelompokkan
Asumsi Terbuka *Preferensi *Strategi kebijakan
Stakeholders +Strategi kebijakan

Gambar 3. 1. Tahapan Kajian
Karakteristik Responden Penelitian

Secara umum karakteristik responden terdiri dari jenis
kelamin, usia, pendidikan, tingkat pendapatan, dan lingkup
pekerjaan. Tabulasi karakteristik responden ini dilakukan dengan
mempertimbangkan cakupan pengambilan data dan sasaran yang
ingin dicapai dalam memotret pengelolaan wakaf di Aceh. Hasil
tabulasi digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 3.2.Tabulasi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 195
responden. Di mana, terdapat 195 responden yang memiliki
karakteristik yang berbeda pada masing-masing responden.
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terdapat 78%
responden berjenis kelamin laki-laki dan 22% responden
perempuan. Karakteristik responden berdasarkan jenjang
pendidikan terdapat 44% responden memiliki jenjang pendidikan
S1, sebanyak 43% berpendidikan S2, sebanyak 8,7% responden
berpendidikan S3, dan sisanya sebanyak 3,3% responden
berpendidikan SMA.

Karakteristik responden berdasarkan usia didominasi oleh
responden pada rentang usia 36-45 tahun. Karakteristik
responden berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan
responden terbagi pada beberapa kategori pekerjaan. Di mana,
dari 195 responden terdapat sebanyak 101 responden bekerja
sebagai ASN/PNS, 33 responden berprofesi sebagai guru/dosen,
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30 responden berprofesi sebagai wiraswasta, 11 responden
berprofesi sebagai praktisi wakaf/zakat, 6 responden berprofesi
sebagai pengusaha dan sisanya sebanyak 14 responden berprofesi
berbagai pekerjaan lainnya yang tidak tercantum pada kuesioner.

Terakhir, untuk Kkarakteristik responden berdasarkan
pendapatan terdiri atas beberapa katagori range pendapatan. Di
mana, dari 195 responden terdapat 73 responden memiliki
pendapatan pada range Rp. 3.000.000, - Rp. 5.000.000., sebanyak
71 responden memiliki pendapatan pada range di atas Rp.
5.000.000., sebanyak 37 responden memiliki pendapatan pada
range Rp. 1.500.000, - Rp. 3.000.000., dan selebihnya sebanyak 14
responden memiliki pendapatan pada range di bawah Rp.
1.500.000.

1. Literasi Wakaf

Literasi wakaf merupakan pemahaman masyarakat atas
wakaf baik secara teori dan praktik. Dalam penelitian ini untuk
melihat tingkat literasi wakaf dibagi atas beberapa literasi:

a. Literasi Responden terhadap Istilah Wakaf

Literasi merupakan tolak ukur atas pengetahuan dan
pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Pulungan (2017)
menyebutkan bahwa tingkat literasi memiliki hubungan linier
dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan
sosial-ekonomi. Sehingga, pada tahap awal dapat disimpulkan
bahwa tinggi dan rendahnya tingkat literasi seseorang akan
memberikan dampak terhadap tinggi dan rendahnya kehidupan
sosial ekonomi orang tersebut. Dalam penelitian ini terdapat
beberapa istilah yang menjadi dasar literasi dalam wakaf yakni
seperti wakif, nadzir, sighat, mauquf bih, danmauquf ‘alaih. Tingkat
literasi responden untuk istilah-istilah tentang wakaf diketahui
pada daftar pernyataan yang diajukan, dengan tingkat persentase
pemahaman 50% mengetahui dan 48% tidak mengetahui.
Selengkapnya literasi dapat ditinjau dalam grafik berikut ini.

Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA [et.al] | 113



— — — HE Mengetahui

180
160 78 58 68 Pernah mendengar, Tapi tidak
140 mengetahui
. 136 —
120 sk S— HE Tidak Mengetahui
100
80 M Tidak Menjawab

20 — —
0

wWakif MNadzir Sighat Mauquf Mauquf
Bih Alaih

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Gambar 3.3. Literasi Responden terhadap Istilah Wakaf

Pada Gambar 3.3 menunjukkan bahwa istilah wakif dan
nadzir lebih dipahami oleh masyarakat Aceh. Responden
memahami istilah wakif dan nadzir dengan sebesar rata-rata 70%.
Wakif dan nadzir difahami oleh sebagian besar responden pada
kelompok pelaku wakaf yang secara dominan telah melaksanakan
kewajiban pengelolaan wakaf. Sedangkan, istilah sighat, mauquf
bih, dan mauquf ‘alaih sebagian masyarakat mengetahui namun
sedikit kurang familiar dibandingkan dengan istilah wakif dan
nadzir.

Sementara itu, istilah yang tidak diketahui oleh responden
dalam istilah wakaf yang diajukan adalah Mauquf Bih
(benda/barang yang diwakafkan). Mauquf Bih ini bisa bermakna
benda wakaf dalam bentuk aset yang bergerak dan tidak bergerak.
[sitilah-istilah wakaf ditujukan untuk menangkap tingkat literasi
dalam perspektif definisi operasional. Maka secara umum
mayoritas responden memiliki literasi yang cukup dalam hal
wakaf.
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b. Literasi Wakaf Berdasarkan Akses Informasi

Sumber infomasi menjadi unsur utama bagi pengambilan
kebijakan untuk melakukan sosialisasi tentang wakaf. Sumber
informasi dapat berbentuk informasi menyeluruh dari
ceramah/pengajian, materi wakaf dari lembaga pendidikan,
gerakan wakaf di perkantoran, dan media cetak dan elektronik.
Akses penyediaan informasi wakaf dapat digambarkan sebagai
berikut.

Lembaga resmi
Badan Wakaf
Indonesia

{12%) Kerabat [11%)

Media Cetak/Elektronik | Ceramah/fPengajian Kampus/Sekolah/
Pesantren (10%)

Sumber: data kuisioner (2020) diolah

Gambar 3.4. Akses Informasi Wakaf di Aceh

Gambar 3.4 di atas menjelaskan bahwa mayoritas responden
mengakses informasi wakaf dari media cetak/elektronik dan
ceramah/pengajian. Akses informasi wakaf ini menjelaskan
kemampuan responden untuk mengetahui perihal wakaf mulai
dari konsep sampai implementasinya. Maka dapat dijelaskan
bahwa penguatan akses informasi wakaf dari segi media cetak dan
elektronik perlu dibangun secara optimal. Penyediaan informasi
harus secara menyeluruh sebagai sarana ibadah wakaf. Ceramah
dan pengajian juga menjadi sarana akses informasi yang penting
bagi masyarakat tentang wakaf. Pemerintah Aceh perlu
memperkuat akses infomasi wakaf secara baik dengan
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menyediakan kurikulum dan materi pengayaan yang disepakati
agar panduan wakaf tepat sasaran.

2. Preferensi Pelaksanaan Wakaf

Preferensi responden dalam pelaksanaan ibadah wakaf
digambarkan dalam beberapa bentuk pertanyaan; pertama
keterlibatannya dalam menunaikan jenis harta wakaf,
penggunaan wakaf, lembaga yang mengelola wakaf, penilaian
terhadap lembaga penyaluran wakaf yang diharapkan, dan
manfaat wakaf. Preferensi ini penting untuk menangkap
keinginan responden dalam pengembangan wakaf di Aceh di masa
mendatang. Adapun preferensi yang menjadi fokus dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Preferensi Jenis Harta/Aset Wakaf

Di dalam mengelompokkan harta/aset wakaf, responden
diberikan pilihan berupa wakaf yang bersifat aset tidak bergerak
(seperti tanah/lahan/bangunan, uang), uang, aset bergerak
(kendaraan, mesin, peralatan), dan wakaf sukuk. Wakaf sukuk
dengan Cash Wagqf Linked Sukuk (CWLS) coba diajukan mengingat
adanya fatwa DSN MUI 137 /DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk dan
131/DSN-MUI/X/2019 tentang Wakaf Sukuk. Cash Wagqf Linked
Sukuk (CWLS) merupakan salah satu perwujudan program wakaf
produktif dari Badan Wakaf Indonesia yang bekerjasama dengan
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator.

Cash Wagqf Linked Sukuk (CWLS) berbentuk investasi sosial di
Indonesia di mana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan
Wakaf Indonesia selaku nazhir melalui Bank Muamalat Indonesia
dan BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada
instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah
Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) dengan jangka waktu 5 tahun. Berikut ini data
preferensi jenis wakaf.
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B Wakafherupa asset tidak
hergeralk

W Uang

Wakafherupa aset bergerak

m Wakaf Sukuk atau Cash Waqf
Linked Sukuk (CWLS}

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Wakaf aset tidak begerak lebih dominan menjadi pilihan
responden untuk preferensi jenis harta. Sebanyak 43% memiliki
preferensi jenis harta yang diwakafkan adalah aset tidak bergerak,
sebanyak 29% memiliki preferensi jenis harta wakaf uang,
sebanyak 15% memiliki preferensi aset bergerak, sebanyak 8%
memiliki preferensi jenis harta wakaf sukuk atau Cash Wagqf
Linked Sukuk (CWLS).

b. Preferensi Penggunaan Harta/Aset Wakaf

Preferensi penggunaan harta wakaf bertujuan untuk melihat
kecenderungan atas pilihan masyarakat dalam menggunakan
harta wakaf. Dengan preferensi ini kita dapat melihat keinginan
masyarakat atas penggunaan harta wakaf masyarakat dalam
beberapa sektor. Keinginan dari masyarakat tersebut yang
kemudian dihimpun sehingga dapat menjadi pertimbangan
pengelolaan dari sisi penggunaan harta wakaf untuk sektor-sektor
strategis yang dapat dicapai oleh lembaga wakaf ke depannya. Hai
ini dinilai sangat penting untuk dihimpun berbagai preferensi
masyarakat agar pengelolaan wakaf dapat terlaksana dengan baik.
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m Untuk kegiatan Ekonomi
Produlktif

m Untuk kegiatan Pendidikan
Untuk kegiatan sosial

B Untuk Masjid/Meunasah

® Untuk Pemakaman/kuburan

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Gambar 3.6. Preferensi Penggunaan Harta/Aset Wakaf

Gambar 3.6 di atas menjelaskan bahwa mayoritas dari 195
responden terdapat 28% responden memiliki preferensi bahwa
sebaiknya dana wakaf dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif,
22 % untuk kegiatan pendidikan, 22% untuk masjid/meunasabh,
17% untuk kegiatan sosial dan 11% untuk pemakaman/kuburan.
Dari preferensi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat
mulai tertarik untuk memikirkan pengelolaan wakaf secara
produktif yang dapat berdampak pada ekonomi masyarakat luas.

c. Preferensi Lembaga Tempat Menunaikan Wakaf

Preferensi lembaga tempat menunaikan wakaf menjadi tolak
ukur keyakinan masyarakat dalam memilih tempat menyalurkan
wakaf. Terdapat beberapa preferensi masyarakat dalam
menyalurkan wakaf baik melalui lembaga atau perorangan.

Tabel 3.2. Preferensi Lembaga Perwakafan

Preferensi Lembaga Tempat Persentase jumlah
Menunaikan Wakaf
Melalui Lembaga Wakaf Resmi 63% 123
Melalui Masjid/Meunasah 22% 43
Melalui Perseorangan 7% 14
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Preferensi Lembaga Tempat

Menunaikan Wakaf Persentase Jumlah

Melalui Lembaga Keuangan Syariah 5% 9

Lainnya (Baitul Mal, Imam Gampong,
Swasta) 3% 2
Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Dari tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan 194 dari 195
responden terdapat 63% memiliki preferensi menyalurkan wakaf
melalui lembaga wakaf resmi, 22% menyalurkan melalui
masjid/meunasah, 7% menyalurkan melalui perorangan, 5%
menyalurkan melalui lembaga keuangan syariah, dan masing-
masing sebanyak 1% menyalurkan melalui Baitul Mal, Imam
gampong, dan lembaga swasta.

d. Preferensi Penilaian pada Lembaga Perwakafan

Penilaian dalam perspektif pengelolaan wakaf diajukan untuk
mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh lembaga
wakaf untuk membangun kepercayaan responden. Identifikasi
terdiri dari transparansi, kredibilitas, rekomendasi, aspek
personalitas, dan citra lembaga wakaf.

Tabel 3.3. Aspek Penilaian Kelembagaan Wakaf

Preferensi Pemilihan Tempat Persen-
Menunaikan Wakaf tase Jumlah

Transparansi dari segi laporan dana

wakaf 45% 86
Kredibilitas Lembaga Wakaf 33% 61
Rekomendasi keluarga/kerabat, guru

pengajian 13% 25
Personalitas orang yang mengelola wakaf 6% 12
Citra Lembaga Wakaf sudah dikenal 4% 8
Lainnya 1% 1

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)
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Tabel 3.3 di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa
preferensi pemilihan tempat menunaikan wakaf. Sebanyak 45%
memilih tempat menunaikan wakaf berdasarkan transparansi
dari segi laporan dana wakaf, 32% memilih dari segi kredibilitas
lembaga wakaf, 13% memilih berdasarkan rekomendasi
keluarga/kerabat dan guru pengajian, 6% memilih berdasarkan
personalitas orang yang mengelola wakaf, 4% memilih tempat
berdasarkan citra lembaga wakaf sudah dikenal, dan sisanya 1%
memilih tempat karena preferensi lainnya. Hasil tersebut
menjelaskan bahwa transparansi lembaga menjadi pertimbangan
utama masyarakat menyalurkan wakaf melalui lembaga tersebut.

e. Preferensi Manfaat Menunaikan Wakaf

Adanya manfaat yang diharapkan masyarakat sebagai
motivasi untuk melakukan wakaf menjadi preferensi yang sangat
menarik. Di mana, terdapat berbagai preferensi mengenai manfaat
menunaikan wakaf atas harta yang mereka miliki. Selain manfaat
wakaf sebagai sarana ibadah dan tabungan amal jariyah terdapat
beberapa manfaat yang menjadi preferensi masyarakat dalam
menunaikan wakaf.

[ Sarana Ibadah Kepada Allah
dan Sarana Amal Jariyah

B 5arana Pencapaian
Kemaslahatan Ummat

Sarana Kepedulian Sosial

M Sarana Peningkatan Ekonomi
Masyarakat dan
Pengentasan Kemiskinan

@ Sarana Pensucian Harta

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)
Gambar 3.5. Preferensi Manfaat Menunaikan Wakaf
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Wakaf dalam Islam diperintahkan oleh Allah untuk
ditunaikan oleh manusia memiliki banyak manfaat salah satunya
adalah sarana pencapaian kemaslahatan umat. Dalam hal ini,
masyarakat Aceh yang menjadi responden dalam penelitian ini
mempercayai bahwa wakaf memiliki manfaat yang baik bagi diri
sendiri dan masyarakat luas. Masyarakat Aceh setuju bahwa
wakaf merupakan sarana ibadah umat Islam kepada Allah. Di
mana, ibadah tersebut merupakan sarana penghimpunan amal
jariyah dari Allah sebagai imbalan menunaikan wakaf.
Selanjutnya, wakaf juga bermanfaat sebagai sarana pencapaian
kemaslahatan umat. Di mana, manusia dalam kehidupan ini tidak
terlepas dari kehidupan masyarakat yang mana tujuan dari
hubungan ini adalah pencapai kemaslahatan umat.

Wakaf juga merupakan sarana kepedulian sosial. Di mana,
dengan wakaf masyarakat dapat membantu meningkatkan dan
menjaga tatanan sosial sehingga dapat hidup secara peduli satu
sama lainnya. Wakaf juga bermanfaat sebagai peningkatan
ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini
dikarenakan pemanfaatan harta wakaf yang dapat dikelola secara
produktif dan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat
yang mengelolanya dengan baik. Masyarakat Aceh juga
memahami bahwa wakaf merupakan sarana pensucian harta
selain zakat, infak dan sedekah. Dari rangkuman tersebut,
mayoritas masyarakat Aceh yakni sebesar 50% jawaban memiliki
keyakinan sebagai sarana ibadah dan sarana menghimpun amal
jariyah dari Allah.

B. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF UNTUK KEMAKMURAN
1. Model Pengelolaan Aset Wakaf

Pengelolaan wakaf telah mengalami perubahan signifikan
sepanjang sejarah, mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan
kemudian menjadi sentralisasi. Perubahan ini tentunya
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disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya aset
wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para
nazir serta beragam alasan lainnya.

a. Desentralisasi

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengelolaan wakaf sangat
sederhana di mana si pewakaf dapat memilih apakah dia akan
mengelola aset wakaf itu sendiri atau menunjuk orang lain untuk
mengelola aset wakafnya itu. Di samping itu, si pewakaf dan nazir
yang ditunjuk itu dapat mengambil sedikit hasil keuntungan dari
aset wakaf yang dikelola tersebut. Cara pengelolaan seperti ini
dikenal dengan nama desentralisasi.

b. Semi-Sentralisasi

Seiring perkembangan waktu, aset wakaf pun semakin
bertambah. Hal ini menyebabkan pihak pemerintah pun ikut aktif
mengawasi dan mengelola wakaf. Pada masa Khalifah Hisham bin
Abdul Malik, sebuah lembaga yang diberi nama Diwan al-Ahbas
dibentuk untuk melindungi aset wakaf dari penyelewengan. Pada
masa yang sama, Tawbah bin Numir juga diangkat sebagai Hakim
Agung di Mesir untuk melakukan supervise terhadap aset wakaf
dan sekaligus melakukan registrasi aset yang bersangkutan.

Pada masa itu, semua aset wakaf umum (publik) dikelola di
bawah Diwan al-Ahbas, sedangkan wakaf khusus (keluarga)
dikelola oleh si pewakaf sendiri ataupun nazir yang ditunjuknya.
Jika ada perselisihan atau sengketa terhadap aset wakaf keluarga
itu, barulah kasus itu dirujuk kepada Diwan al-Ahbas. Model
pengelolaan seperti ini dikenali sebagai semi-sentralisasi.

c. Sentralisasi

Pada abad ke-19, di masa menjelang berakhirnya Kesultanan
Turki Usmani, Sultan Mahmud II, membentuk Kementerian Wakaf
untuk mengelola aset wakaf. Pembentukan Kementerian Wakaf
ini menyebabkan supervisi aset wakaf dilakukan oleh sebuah biro
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sentral yang berada di Istanbul. Pola pengelolaan seperti ini
disebut dengan sentralisasi yang sedikit demi sedikit diikuti oleh
hampir semua negara yang lain seperti Mesir, Tunisia, Syria,
Sudan dan Malaysia.

d. Era Kontemporer

Pada akhir abad ke-20, kita lihat bahwa isu wakaf kembali
muncul ke permukaan dan sedikit demi sedikit masuk ke arus
utama. [su-isu mengenai perlunya revitalisasi dan membangunkan
aset wakaf semakin marak dibicarakan dalam berbagai diskursus.
Hal ini mendorong beberapa negara untuk mencari formula yang
tepat dalam mereformasi tata kelola wakaf di negara masing-
masing. Maka lahirlah berbagai lembaga baru yang dibentuk
khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf di
negara bersangkutan. Sebagai contoh, pemerintah Kuwait
membentuk Kuwait Awqaf Public Foundation (1993), Singapura
pula membentuk Warees pada tahun 2000 yang diberi tugas
khusus untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.
Sementara itu, Malaysia membentuk Jabatan Wakaf, Zakat dan
Haji (JAWHAR) pada tahun 2004 untuk mengkoordinasikan segala
urusan yang terkait dengan wakaf di tingkat federal.

Di negara kita, sesuai dengan amanah Undang-Undang No.
41/2004, dalam rangka memajukan dan mengembangkan
perwakafan nasional, maka pemerintah kemudian membentuk
Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2007.

Khusus untuk provinsi Aceh, selain BWI, terdapat juga satu
lembaga yang diberi amanah untuk mengelola dan
mengembangkan wakaf. Lembaga ini adalah Baitul Mal Aceh.
Lembaga ini bahkan juga diberi kewenangan oleh Qanun No.
10/2018 untuk membentuk Badan Kenaziran dalam
mengembangkan dan mengelola aset wakaf. Mengingat sampai
saat ini, Badan Kenaziran belum dibentuk, ada baiknya BMA
menggunakan peluang ini untuk dapat membentuk badan seperti
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Warees di Singapura dalam rangka mengembangkan aset wakaf di
Aceh.

2. Sistem dan Cara Pengembangan Aset Wakaf

Dewasa ini, banyak sekali sistem dan cara pengembangan
aset wakaf yang sudah dilakukan di beberapa negara. Cara
pengembangan aset wakaf ini menjadi rujukan bagi para pegiat
dan praktisi wakaf yang ingin mereplikasi pengembangan aset
wakaf di negara mereka. Di antara cara pengembangan aset wakaf
yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah:

a. Bencoolen, Singapura

Di Singapura, sukuk musharakah diperkenalkan untuk
mengembangkan bangunan komersial di atas dua petak tanah
yang berada di Jalan Bencoolen. Inisiatif ini dilakukan oleh Warees
Pte Ltd (Warees), anak perusahaan yang dimiliki oleh Majlis
Ugama Singapura (MUIS). Satu petak tanah yang sebelumnya
berdiri masjid tua, berhasil dibangun menjadi kompleks komersial
modern yang terdiri dari masjid baru, tiga tingkat gedung
komersial super modern dan 12 tingkat apartemen mewah
dengan total 84 unit. Pembiayaan ini dilakukan dengan
mengeluarkan sukuk musharakah senilai S$35 juta yang dibeli
oleh investor dalam masa yang singkat. Keberhasilan Warees ini
sangat signifikan untuk meningkatkan nilai aset wakaf di Jalan
Bencoolen itu dalam masa yang singkat.

b. Beach Road, Singapura

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam melakukan
pengembangan aset wakaf di Singapura adalah dengan langkah
istibdal untuk beberapa aset wakaf. 43 aset wakaf dijual untuk
kemudian membeli aset wakaf baru berupa 6 tingkat properti
komersial yang berada di lokasi strategis, yaitu No. 11, Beach
Road.
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c. Hotel Wakaf Melaka & Hotel Wakaf Port Dickson

Menyadari bahwa di Malaysia banyak sekali aset wakaf yang
terbiar dan minimnya kemampuan keuangan lembaga wakaf di
tingkat negara bagian (provinsi), maka Pemerintah Malaysia
mengucurkan dana melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji
(JAWHAR) untuk pengembangan tanah wakaf di seluruh negara.
Dari alokasi dana ini, JAWHAR berkolaborasi dengan Maijlis
Agama Islam Negeri (MAIN) mengembangkan tanah wakaf di
masing-masing negeri tersebut. Di antara hasil kolaborasi
tersebut adalah pembangunan Hotel Wakaf Melaka dan Hotel
Wakaf Port Dickson

d. Waqaf An-Nur

Selain dari alokasi dana dari pemerintah, ada juga inisiatif
dari sektor swasta untuk mengelola dn menembangkan wakaf di
Malaysia. Salah satu entitas yang paling dikenal adalah Johor
Corporation (JCorp). JCorp adalah pihak sektor swasta yang
pertama sekali memperkenalkan konsep wakaf korporasi dengan
mendonasikan 12,35 juta saham senilai RM200 juta.

Saham ini didonasikan kepada anak perusahaan mereka yang
bernama Waqaf An-Nur Corporation Bhd (WANCorp). WANCorp
ditunjuk sebagai nazir bagi saham sebanyak 12,35 juta. Perjanjian
ini dibuat melalui satu kerjasama antara Majlis Agama Islam Johor
(MAI]) dan JCorp.

Dalam perjanjian itu, MAIJ akan menerima 5% keuntungan
yang diperoleh dari saham tersebut. 25% keuntungan pula akan
dialokasikan untuk berbagai kegiatan amal dalam bidang
kesehatan, pendidikan, bantuan keuangan bagi yang memerlukan
dan beragam program sosial lainnya. Sementara itu, sisa 70%
keuntungan akan diinvestasikan kembali dan digunakan untuk
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
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e. Menara Zam-Zam

Di Mekkah keberhasilan yang fenomenal dicapai dengan
penerbitan sukuk al-intifa’a untuk mengembangkan Menara Zam
Zam, yang betul-betul berada di dekat Masjid Haram. Kolaborasi
antara Ben Laden Group dan Munshaat berhasil memperkenalkan
satu inovasi baru dalam produk keuangan Islam melalui hak
manfaat yang dijual kepada investor untuk tenor jangka panjang
sebanyak 24 tahun. Lebih hebat lagi, produk ini habis terjual
kepada investor hanya dalam masa dua minggu penerbitannya.
Sebuah prestasi yang luar biasa mengingat dana yang terkumpul
dalam masa singkat itu mencapai USD 390 juta, sesuai dengan
jumlah yang diperlukan. Tidak heran, dalam masa tiga tahun
pembangunan Menara Zam Zam sudah selesai. Tentunya nilai
Menara Zam Zam itupun menjadi semakin tinggi dari waktu ke
waktu mengingat letaknya yang sangat strategis itu.

Hydzulkifli dan Asmak (2015) mencoba menerangkan
struktur pembiayaan pembangunan Menara Zam Zam dengan
instrumen sukuk al-intifa’a melalui skema berikut ini:

1. Lembaga wakaf Arab Saudi mengidentifikasi satu persil
tanah, milik Raja Abdul Aziz, yang berpotensi untuk
dikembangkan. @ Lembaga  wakaf ini  kemudian
menyewakan tanah ini kepada Bin Laden Group selama 28
tahun dengan kontrak ijarah. Bin Laden Group ini akan
mengembangkan aset  wakaf tersebut dengan
menggunakan konsep Bangun-Guna-Serah (BOT).

2. Bin Laden Group akan membayar harga sewa aset tanah
tersebut kepada lembaga wakaf Arab Saudi.

3. Bin Laden Group kemudian bekerjasama dengan
Munshaat untuk membangunkan aset itu. Munshaat
kemudian mengeluarkan sukuk al-intifa’a sebesar USD 390
juta dengan tujuan mendapatkan dana konstruksi
pembangunan itu.
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4. Munshaat kemudian menawarkan sukuk intifa’a tersebut
kepada calon investor yang mau menanam modal sebagai
bukti pemililikan hak manfaat terhadap Menara Zam Zam
itu.

5. Dana sebanyak USD 390 berhasil dikumpulkan hanya
dalam masa dua minggu saja setelah sukuk al-intifa’a
diterbitkan.

6. Dana yang dikumpulkan itu diserahkan kepada Bin Laden
Group untuk dijadikan modal membangun Menara Zam
Zam.

7. Konstruksi Menara Zam Zam itu dilakukan selama tiga
tahun mulai 2003 dan selesai pada tahun 2006.

Keberhasilan model pembiayaan ini merupakan salah satu
terobosan baru yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam
membangun aset wakafnya. Sebelumnya pembiayaan hanya
menggunakan sistem Bangun-Serah-Guna (BOT) seperti biasa di
mana developer sendiri yang akan mengucurkan dana.

f. Menara Bank Islam

Di Malaysia juga, pembangunan Menara Bank Islam bisa
dikatakan sebagai salah satu proyek pengembangan wakaf yang
utama di negara itu. Proyek ini terealisasi dengan kerja sama
antara tiga pihak yaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur (MAIWP), Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH)
Malaysia dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Bangunan
menara itu dibangun di atas tanah wakaf seluas 0.49 hektar
peninggalan Ahmad Dawjee Dadabhoy. Mekanisme
pembangunannya dilakukan dengan kombinasi BOT dengan
konsep wakala, ijarah dan istisna. Menara Bank Islam kemudian
menjadi proyek pembangunan tanah wakaf berskala besar
pertama di Malaysia. Tabung Haji mengucurkan dana sebesar
RM151 juta untuk proyek ini dan berhak atas hak sewa selama 25
tahun. MAIWP sebagai pemegang amanah tanah tersebut akan
menerima uang sewa sebanyak RM56.6 juta selama masa tersebut
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yang akan dibayar secara bertahap oleh Tabung Haji. Tabung Haji
sebagai pihak yang telah diberi hak konsesi bangunan ini untuk 25
tahun, berhak untuk menerima semua hasil sewanya. BIMB pula
akan menjadi penyewa utama bangunan ini dengan menggunakan
sebanyak 30 tingkat dari keseluruhan 34 tingkat. Pada waktu
MAIWP menerima bangunan ini kelak, diperkirakan harga
bangunan sudah mencapai RM700 juta. Lagi-lagi inovasi
pembiayaan berhasil meningkatkan nilai aset wakaf dalam masa
yang singkat.

g. Wakaf Seetee Aishah

Model pelaksanaan untuk pembangunan tanah wakaf Seetee
Aishah adalah sebagai berikut:

a) MAINPP menandatangani Kkerjasama dengan UDA
Holdings Bhd. untuk tujuan membangun sebuah kompleks
perumahan di atas tanah wakaf Seetee Aishah;

b) Perusahaan UDA Holdings Bhd. menunjuk perusahaan Seri
Gemilang Sdn Bhd sebagai kontraktor untuk membangun
Sembilan unit toko tiga tingkat dan 76 unit rumah dua
tingkat;

c) Seri Gemilang Sdn Bhd akan menyiapkan pembangunan
perumahan tersebut secara bertahap dimana fase pertama
akan siap dalam 24 bulan dan fase kedua dalam masa 36
bulan;

d) Setelah siap, UDA Holding Bhd akan menjual rumah
tersebut kepada pembeli dengan cara hak pakai selama 99
tahun;

e) Pihak MAINPP akan menerima 9 unit bangunan berupa
ruko tiga tingkat dan juga menerima bagi hasil dari
keuntungan kerja sama dengan UDA Holdings Sdn Bhd.
Sesuai perjanjian 30% keuntungan hasil penjualan rumah
akan diberikan kepada MAINPP, sedangkan sisanya adalah
untuk pengembang, iaitu UDA Holdings Bhd.
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3. Sumber-Sumber Pembiayaan Wakaf

Dalam konteks membangun harta wakaf dewasa ini, ada
banyak sumber-sumber pembiayaan yang digunakan baik dalam
skala sederhana atau dalam skala besar. Paling tidak, seperti yang
disebutkan oleh Hydzulkifli Hashim Omar dan Asmak Ab Rahman
(2015), ada empat kategori pembiayaan wakaf. Pertama,
pembiayaan secara pinjaman. Kedua, pembiayaan secara
kerjasama pemerintah dan swasta. Ketiga, pembiayaan melalui
investasi dari sektor korporasi. Keempat, pembiayaan secara
langsung melalui wakaf tunai.

Sementara itu Abdel Mohsin & Aishat Muneeza (2020),
menyebutkan bahwa sumber-sumber pembiyaan itu terdiri dari
sumber pembiayaan tradisional, sumber pembiayaan modern,
wakaf tunai dan teknologi finansial (tekfin).

Pembiayaan tradisional terdiri dari Al-Hikr ( Long Lease), Al-
[jaratain (the Lease with Dual Payment Mode), Al-Istibdal
(Substitution), dan Al-Mursad (A Lump Sum paid in Advance).
Pembiayaan modern pula terdiri dari Istisna, Musharakah
Mutanagisah, Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Lease-Operate
(BLT), Joint Venture, Musharakah, Sukuk Musharakah, Sukuk al-
Intifa’ dan pembiayaan sendiri (self-finance). Untuk wakaf tunai
juga ada beragam varian dan model seperti wakaf tunai wajib,
wakaf tunai deposit, dan wakaf saham. Sementara itu, untuk
tekfin, saat ini ada dua platform yang terkemuka yaitu
crowdfunding dan teknologi blockchain.

C. Formulasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan
Aset Wakaf di Aceh

Untuk memetakan strategi yang tepat dalam pengembangan
wakaf dan kelembagaannya, kajian ini menggunakan dua
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pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dengan melakukan
wawancara dengan nara sumber yang terdiri dari:

1. Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh
Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan
Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Aceh.

3. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

4. Ketua Baitul Mal Aceh

5. Ketua Yayasan Wakaf Kurma Barbate

Untuk mematangkan konsep ini, juga ditempuh prosedur
diskusi kelompok terarah (FGD) dengan lembaga-lembaga yang
mengelola wakaf di tingkat nasional, yaitu: Global Wakaf,
Lembaga Wakaf Gontor dan Dompet Dhuafa serta mengadakan
kunjungan lapangan di beberapa tempat di Aceh guna melihat
pola pengelolaan wakaf yang telah dijalankan, seperti ke Yayasan
Wakaf Kurma Barbate

Kedua, dengan menggunakan analisis kuantitatif dari survei
yang dilakukan dengan pembobotan untuk melihat tingkat
kecenderungan dari jawaban tiap aktor yang terlibat. Identifikasi
strategi akan dijabarkan berdasarkan perspektif wakif, nazhir,
regulator, administrator, pelaku Lembaga Keuangan Syariah dan
masyarakat secara umum.

Hasil kajian kuantitatif dengan pola pembobotan dan
perangkingan persentase nilai tiap aktor yang terlibat dalam
kegiatan perwakafan dapat digambarkan dalam matrik di bawah
ini:
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Tabel 3.4. Matriks Pembobotan Prioritas Kegiatan

Perwakafan

Aktor Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3

Wakif Sosialisasi Membentuk Membentuk
ceramabh, Produk Forum
khutbah Jum’at, | Legislasi Kelembagaan
pengajian Qanun atau Nazhir Wakaf
majelis taklim PERGUB (86,3%)
(87,4%) tentang Wakaf

(87,1%)

Nazhir Sosialisasi Membentuk Optimalisasi
ceramabh, Produk penggunaan
khutbah Jum’at, | Legislasi teknologi
pengajian Qanun atau informasi
majelis taklim PERGUB (86,2%)
(87,3%) tentang Wakaf

(87,1%)

Regulator | Sosialisasi Membentuk Membentuk
ceramabh, Produk Forum
Khutbah Jum’at, | Legislasi Kelembagaan
pengajian Qanun atau Nazhir Wakaf
majelis taklim PERGUB (86%)
(87,2%) tentang Wakaf

(87,1%)

Administ | Sosialisasi Membentuk Optimalisasi

rator ceramabh, Produk penggunaan
khutbah Jum’at, | Legislasi teknologi
pengajian Qanun atau informasi
majelis taklim PERGUB (86,4%)
(86,9%) tentang Wakaf

(86,8%)

Lembaga | Membentuk Optimalisasi Membentuk

Keuanga | Produk Legislasi | penggunaan Forum

n Syariah | Qanun atau teknologi Kelembagaan
PERGUB tentang | informasi Nazhir Wakaf
Wakaf (86,8%) (86.3%) (86,1%)

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)
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Dari tabel matrik di atas maka dapat diformulasikan arah
kebijakan pengelolaan wakaf di Aceh sebagaimana gambar di

bawabh ini:
[ Formulasi Kebijakan Pengelolaan Wakaf Aceh ]
[
{
(_Iﬁ I
Wakif & Nadzhir l l Regul I J, |L
! |
Membentuk F Optimalisasi
Wiasshaoins Mk eKaIan\basa:\um pengunaan teknologi
Lagisasl Nadzhir Wakaf informasi

.

Penyediaan Modul &
Panduan Wakaf

Basis Data Informasi Wakaf W

tentang Wakaf Aceh

Terintegrasi

Institusi Pendidikan <> BMA=BWA - BMNKe?ﬁenag{BWI}
LKS

Qanun dan Pergub J

Gambar 3.6. Formulasi Kebijakan Pengelolaan Wakaf Aceh

Gambar di atas menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di
Aceh akan memberikan kesejahteraan kepada umat apabila
penanganan wakaf dilakukan secara terintegrasi antar
kelembagaan baik nazhir yang menerima dan mengelola harta
wakif, adanya regulasi yang menyeluruh mengatur pengelolaan
wakaf di Aceh, adanya pengurusan administrasi wakaf yang tertib
dan baik serta keterlibatan lembaga keuangan syariah guna
mendorong produktivitas harta wakaf.

Kegiatan yang harus dilakukan meliputi penguatan sosialisasi
dan literasi, adanya produk legislasi terhadap pengelolaan aset
wakaf, adanya forum kenazhiran wakaf guna membangun
sinergisitas baik dalam pengembangan aset dan distribusi efektif
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manfaat wakaf serta penggunaan teknologi dalam membangun
sistem data dan aset wakaf yang akurat.

Kegiatan di atas melibatkan institusi pendidikan untuk
melakukan edukasi wakaf sejak sekolah dasar sampai perguruan
tinggi, dengan membekali pemahaman mendasar terkait kegiatan
wakaf untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang
mensejahterakan. Di sisi lain, Baitul Mal Aceh harus menjadi
lembaga kenaziran yang bisa mengelola aset wakaf baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota.

Bila merujuk kepada Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang
Baitul Mal, pada pasal 3 (b) “bahwa penyelenggaraan Baitul Mal
ditujukan untuk melakukan pengawasan terhadap nazir dan
melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan
harta wakaf”, maka terlihat Qanun Baitul Mal No. 10 tahun 2018
ini membatasi kewenangan Baitul Mal hanya sebatas mengawasi
dan membina nazhir dalam pengelolaan wakaf. Hal ini secara
otomatis membatasi ruang gerak Baitul Mal yang telah diberikan
kewenangan yang lebih luas dalam Undang-Undang Pemerintah
Aceh No. 11 Tahun 2006, pasal 191 ayat (1) bahwa “zakat, harta
wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul
Kabupaten/Kota. Pasal ini menjadi amanah bagi Baitul Mal untuk
menjadi pengelola harta wakaf, artinya Baitul Mal bisa menjadi
nazhir harta wakaf. Kewenangan Baitul Mal menjadi nazhir wakaf
saat ini belum diakomodir dalam Qanun Baitul Mal No. 10 Tahun
2018. Ini menjadi tantangan bagi Baitul Mal untuk menjadi
institusi yang mengelola zakat sekaligus wakaf untuk
mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Keberadaan kementerian agama serta jajaran di bawahnya
dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh menjadi
perangkat pendukung utama guna mengerakkan pengelolaan
wakaf di Aceh. Integrasi informasi wakaf dan sertifikasi wakaf
menjadi hal penting yang sampai saat ini belum terselesaikan
secara akurat. Dengan sinergisitas kelembagaan pengelolaan
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wakaf Baitul Mal, Kanwil Agama, BWI dan Lembaga Keuangan
Syariah akan menjadikan aset wakaf Aceh tumbuh dan
berkembang dengan baik demi kemaslahatan masyarakat.

Untuk merealisasikan hal itu, setidaknya ada tiga langkah
yang mesti dilakukan:

Pertama, langkah pengurusan administasi wakaf. Pengurusan
administrasi wakaf menjadi suatu hal yang penting dalam
mengoptimalkan pengembangan wakaf di Aceh. Dengan
administrasi yang baik dapat berdampak pada pengelolaan yang
baik sehingga dapat membuat masyarakat memiliki pertimbangan
baik terhadap lembaga pengelola wakaf di Aceh.

Tabel 3.5 . Pertimbangan Pengurusan Administrasi Wakaf

Pertimbangan Dalam Memilih

Tempat Menunaikan Wakaf Persentase Jumlah
O.bjek Wakaf strategis untuk - 34% 66
dikembangkan secara produktif
Memiliki Akta Ikrar Wakaf

289 4
(AIW) 8% >
Memiliki sertifikat resmi sebagai
nazhir pengelola wakaf dari 27% 53

Badan Wakaf Indonesia

Memiliki sertifikat tanah wakaf
yang dikeluarkan oleh Badan 7% 14
Pertanahan Nasional

Lainnya 4% 6
Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa
pertimbangan dalam memilih tempat menunaikan wakaf.
Terdapat 188 dari 195 responden menyampaikan jawaban yang
terdiri atas 193 jawaban. Yang mana, dari 193 jawaban yang
mengindikasikan bahwa terdapat beberapa responden yang lebih
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dari 1 jawaban yang terdiri atas beberapa pertimbangan dalam
memilih menunaikan wakaf. Sebanyak 34% mempertimbangkan
objek wakaf strategis untuk dikembangkan secara produktif, 28%
mempertimbangkan kepemilikan akta ikrar wakaf, 27%
mempertimbangkan kepemilikan sertifikat resmi sebagai nazhir
pengelola wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, 7%
mempertimbangkan kepemilikan sertifikat tanah wakaf yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan sisanya sebesar
4% memiliki pertimbangan lainnya dalam administrasi wakaf.
Artinya, pertimbangan objek wakaf yang strategis untuk
dikembangkan secara produktif menjadi pertimbangan
masyarakat dalam memilih tempat untuk menyalurkan wakaf.

Kedua, langkah Pemerintah Aceh untuk pengelolaan wakaf di
Aceh dilakukan oleh Baitul Mal. Pemerintah daerah juga memiliki
fungsi dalam mensukseskan pengembangan dan pengelolaan
wakaf di Aceh melalui Baitul Kabupaten/Kota. Dalam hal ini,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus
bersinergi dalam membuat kebijakan dan strategi dalam
mengembangkan wakaf di Aceh.

Membuat Qanun atau Pergub ] 4

ket h 164 |
tentang Pengelolaan Wakaf Aceh 1
Pendataan asset pemerintah
daerah untuk diwakafkan pada 328 | 147 | @ Tldak Perlu
sektor publik I dilakukan
Menghimpun Nadzir wakaf di
Aceh dalam satu kelembagaan 2 36 142
1 e o
resmi Butuh P elltnnlmn,;,dn
Lebih Lanjut
Membentuk Badan Usaha Milik g .
L 18 49 113
Daerahuntuk pengeloaan wakaf E=
@ Perlu Dilakukan
W T ; - )
Walaf dikelola u.leh Kemenag _ Segera
Aceh/Baitul Mal/Dinas Syariat § 58 113
Islam i
0 50 100 150 200

Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)
Gambar 3.7. Langkah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan
Wakaf di Aceh
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Gambar di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan
langkah yang ditawarkan dalam penelitian memiliki preferensi
positif dari masyarakat Aceh. Di mana, langkah pembentukan
qanun atau PERGUB tentang wakaf menjadi langkah yang sangat
strategis yang harus perlu dilakukan segera. Selanjutnya,
pendataan aset pemerintah daerah yang diwakafkan menjadi
langkah strategis berikutnya dalam pengelolaan wakaf karena
data yang akurat akan berdampak pada maksimalisasi
penyerapan dan pemanfaatan dana wakaf.

Ketiga, langkah strategis berikutnya adalah menghimpun
nazhir dalam suatu kelembagaan untuk memungkinkan semua
kegiatan nazhir terarah dalam satu komando sehingga wilayah
kerja dan kinerja dapat terlaksana secara optimal.

Keempat, langkah selanjutnya pemerintah dapat menetapkan
kelembagaan yang bertugas untuk mengatur wakaf yang ada di
Aceh dengan menunjuk suatu lembaga baik itu lembaga yang
bersifat badan usaha milik daerah maupun lembaga wakaf yang
bersinergi dengan lembaga yang telah ada seperti Kementerian
Agama Provinsi Aceh dan Baitul Mal Aceh. Hal ini dapat dilihat
pada skema dibawah ini.

Pembuatan Pendataan Menghimpun

Qanundan ‘- Asset Pemda | — ‘ Madzir Dalam
Diwakafkan

Pergub Satu Lembaga

Membentuk WakafDikelola
BUMD Oleh
Pengelola Kemenag/Baitul
Wakaf Mal Aceh

R

Optimalisasi
| Pengelolaan |
WakafAceh

Gambar 3.8. Langkah Kebijakan Wakaf yang dapat Dilakukan
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Hasil langkah di atas sesuai dengan preferensi strategi
pengembangan wakaf Aceh pada gambar di bawah ini. Gambar
berikut menjelaskan preferensi strategi yang harus dilakukan oleh
pemerintah Aceh untuk mengembangkan pengelolaan wakaf di
Aceh.

ESangatTidak Setuju  ETidak Setuju Netral @ Setuju Sangat Setuju

¥ > 2" » e
& § & F ¥ W
] & & N R & &
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Sumber: data kuesioner, 2020 (diolah)
Gambar 3.9.Preferensi Strategi Pengembangan Wakaf Aceh

Gambar di atas merumuskan langkah strategi yang optimal
dalam  mengembangkan wakaf berdasarkan preferensi
masyarakat Aceh yakni: membentuk produk legislasi Qanun atau
PERGUB tentang wakaf. Seterusnya adalah melakukan
optimalisasi penggunaan teknologi seperti website, sosial media,
crowd funding untuk penghimpunan, pengelolaan dan
pemberdayaan. Sosialisasi ceramah, Kkhutbah Jum’at, dan
pengajian majelis taklim mengenai materi wakaf pun harus
digalakkan. Kegiatan berikutnya membentuk forum kelembagaan
nadzhir wakaf secara terintegrasi, dan pendataan aset/lahan
wakaf secara terintegrasi dengan IT. Langkah selanjutnya
sosialisasi wakaf dalam kurikulum sekolah hingga perguruan
tinggi, membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam hal
pengelolaan wakaf Aceh dan pengembangan aset wakaf melalui
kerjasama LKS. Langkah terakhir pula adalah pengembangan
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wakaf sukuk atau cash wagqf linked sukuk (CWLS). Secara skematis
langkah di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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&

Gambar 3.9. Road Map Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan
Wakaf

D. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh

Berdasarkan pada penjelasan di poin-poin sebelumnya dan
sejarah perkembangan Islam di Aceh, menunjukkan bahwa wakaf
harus dikelola dengan baik dan profesional, sebab kemajuan yang
dicapai oleh umat Islam di berbagai negara secara umum dan
lebih khusus di Aceh tidak terlepas dari peran wakaf. Oleh karena
itu, pengembangan wakaf produktif merupakan peluang yang
terbuka lebar.

Dikatakan peluang, karena konsep fikih wakaf yang fleksibel
dan ijtihadi, yaitu terbuka terhadap ijtihad-ijtihad baru, dinamis
dan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan
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kebutuhan zaman. Berkembangnya harta benda wakaf, baik yang
tidak bergerak maupun yang bergerak merupakan peluang
optimalisasi pengelolaan wakaf yang profesional. Bertambahnya
jumlah penduduk Aceh, yang menurut Badan Pusat Statistik Aceh,
pada tahun 2018 berjumlah 5.281.314 jiwa meningkat menjadi
5.371.532 jiwa pada tahun 2019 merupakan potensi besar bagi
masyarakat Aceh untuk meningkatkan potensi wakaf untuk
kepentingan pengembangan dan kesejahteraan umat Islam.

Di sisi lain, tumbuhnya kesadaran masyarakat Aceh akan
pentingnya sistem ekonomi syari’ah, berdirinya lembaga-lembaga
keuangan syari’ah dan penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018
tentang LKS merupakan potensi dan peluang kerjasama untuk
pengembangan kesejahteraan umat Islam melalui kerjasama di
bidang wakaf produktif. Untuk pengelolaan aset wakaf yang
profesional, Aceh memiliki peluang yang besar. Sebab, sejak tahun
2005 Pemerintah Aceh, melalui Badan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia telah mengirim putra dan putri Aceh ke dalam dan
luar negeri untuk peningkatan kompetensi diri di berbagai
bidang. Tidak kurang dari 1.897 orang yang telah dikirim oleh
Pemerintah Aceh ke berbagai perguruan tinggi negeri dan
lembaga profesional ternama di dalam dan luar negeri (BPSDM,
2020). Hal ini menjadi salah satu kunci dalam pengembangan
wakaf produktif sebagaimana yang diamanahkan UU No. 41
Tahun 2004 dalam pasal 42 Bab 5 tentang kenazhiran. Bahwa
seorang nazhir mestilah terdiri dari orang-orang yang amanah,
mengerti tentang fikih wakaf, undang-undang wakaf, dan praktik-
praktik investasi.

Potensi wakaf tunai di Aceh juga sangat besar untuk
pengembangan lahan tidur yang strategis dan bernilai ekonomis.
Sebagai contoh, BPS merilis bahwa jumlah PNS di Aceh sepanjang
tahun 2018-2019 berjumlah 129.989 orang. Jika saja setiap PNS
mewakafkan tiap bulan 5000 rupiah maka akan terkumpul dana
649.945.000 rupiah. Maka dana yang terkumpul tiap bulan ini
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dapat dijadikan modal dalam mengembangkan wakaf produktif.
Dana ini bisa digunakan untuk membangun toko yang terletak di
tengah pusat pasar seperti lahan wakaf milik meunasah al-Ikhlas
Desa Blang Mersa di Takengon atau lahan wakaf milik masjid
Lampuuk Aceh Besar dan lainnya (Wawancara dengan Nazir
Meunasah Blang Mersa dan Nazir Mesjid Lampuuk).

Di samping wakaf di kalangan PNS jajaran Pemerintah Aceh,
wakaf di kalangan milenial bisa menjadi peluang dan potensi
besar dalam pengembangan wakaf produktif di Aceh. BPS Aceh
merilis bahwa jumlah penduduk Aceh yang berumur 20 s.d. 39
tahun berjumlah 1.809.669 jiwa (33.68%). Jika setiap orang
mewakafkan 5 ribu rupiah per bulan, maka dana yang terkumpul
berjumlah Rp 9.048.345.000. Jumlah dana tersebut dapat
digunakan untuk memproduktifkan lahan yang terlantar, baik
dalam bidang pertanian, peternakan, pengadaan alat kesehatan,
pengembangan sektor properti dan lainnya.

Ada sebagian orang menganggap bahwa wakaf hanya bagi
yang memiliki aset dan uang, tentunya ini akan dijawab dengan
wakaf manfaat dan profesi. Kedua model wakaf ini dapat memberi
solusi bagi mereka yang tidak memiliki aset tidak bergerak dan
uang. Jika seseorang memiliki kendaraan, ia dapat
memproduktifkan aset kendaraan melalui sewa, lalu hasilnya bisa
dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, jika seseorang
memiliki profesi sebagai pengacara, ia dapat mewakafkan
profesinya ini untuk membela kasus orang miskin atau kasus
tukar guling aset tanah wakaf yang terkena pembangunan dan
lainnya.

Salah satu peluang pengembangan wakaf yang sangat
prospektif adalah dalam bidang properti. Di Banda Aceh, misalnya
terdapat tanah-tanah wakaf yang perlu dibangunkan dan
dikembangkan untuk merealisasikan potensi tanah wakaf
tersebut. Tanah wakaf itu dapat dengan mudah dibangunkan yang
secara otomatis akan meningkat nilai aset wakaf tersebut
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beberapa kali ganda. Setiap tahun, minimal ada 10.000 mahasiswa
baru yang mendaftar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Ini adalah pasaran yang
besar untuk menyediakan akomodasi untuk para mahasiswa
tersebut. Membangun akomodasi yang modern dalam satu
kompleks yang terdiri dari asrama mahasiswa, unit-unit kedai
untuk aktivitas perniagaan dan unit-unit perkantoran untuk
disewa oleh pihak pemerintah atau swasta tentunya akan
menyelesaikan masalah penyediaan sarana akomodasi yang layak
bagi para mahasiswa. Pada masa yang sama, pembangunan
akomodasi modern dan kompleks perniagaan dan perkantoran itu
secara otomatis akan meningkatkan nilai aset wakaf terkait
(Fahmi: 2019). Peluang ini perlu dioptimalkan oleh Baitul Mal
Aceh bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya
untuk menjadi ‘game changer’ dalam pembangunan wakaf di Aceh
yang bisa dengan mudah direplikasi ke seluruh kabupaten/kota di
Aceh terutama sekali di ibukota kabupaten/kota yang memiliki
universitas dan perguruan tinggi.
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BAB IV

WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN
EKONOMI BERKELANJUTAN

Pengelolaan Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan
yang baik sejak tahun 2004, yang ditandai dengan lahirnya
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pengelolaan
objek wakaf secara lebih kompherensif. Adapun tata kelola wakaf
diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2006 tentang pelaksanaannya yang mengamanatkan berdirinya
Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pada tahun 2007 berdirilah Badan
Wakaf Indonesia yang mempunyai wewenang penuh dalam
mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia,
berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007
(Nasution. et al., 2010).

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan
Pemeritnah No. 42 tahun 2006 menjadi era baru pengelolaan
wakaf di Indonesia yang diikuti oleh daerah-daerah lainya dengan
adanya pembentukan organ BWI Daerah. BWI (2018) melakukan
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kompilasi sejumlah peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf
di Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang
Perwakafan Tanah Milik Jo PMA No. 1 Tahun 1978 Tentang
Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan
Tanah Milik.

3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

5. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

6. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda
Bergerak

7. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun-2017 tentang-tata-
cara-pendaftaran-tanah-wakaf

8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan
Spesifikasi Formulir Wakaf Uang

9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan
Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak
Selain Uang.

10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf
Indonesia.

11. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap
Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda
Wakaf.
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12. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta
Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

13. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta
Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

14. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009
tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir
Badan Wakaf Indonesia. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

15. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang

Dalam perkembangannya, BWI juga mengeluarkan beberapa
Peraturan yang secara spesifik mengatur tata kelola dan kebijakan
wakaf yang lebih implementatif untuk dikembangkan secara
Nasional dan Daerah. Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf
(Wagqf Core Principles atau WCP) dikembangkan pada tahun 2018
oleh BWI, Bank Indonesia, dan IRTI-IDB sebagai dokumen acuan
yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas
pengelolaan wakaf dalam suatu sistem hukum/pemerintahan
(International Working Group on WCP, 2018). Selain Indonesia,
International Working Group on Waqf Core Principles
beranggotakan Lembaga Wakaf Internasional yang terdiri dari
Kuwait, Afrika Selatan, Bosnia, Australia & New Zealand (Iskandar
etal. 2020)

Gagasan Waqf Core Principles (WCP) dalam perspektif tata
kelola wakaf bertujuan untuk menghasilkan suatu kerangka
kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi para nazhir dan
regulator. WCP menurut Saptono (2020) merupakan dokumen
acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan
atas pengelolaan wakaf yang bersifat fleksibel dan situasional.
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WCP sendiri tidak menjadi legislasi formil, namun disebut oleh
BWI (2020) sebagai Standar Operasional Prosedural (SOP). Secara
konseptual sudah dikembangkan dengan 5 kerangka prinsip;
yaitu: Legal Foundation (WCP 1-6), Wagqf Supervison (WCP 7-12),
Good Wagqf Governance (WCP 13), Risk Management (WCP 14-25),
Shari’ah Governance (WCP 26-29).

WCP bertujuan sebagai panduan Standar Operasional
Prosedural (SOP) Wakaf yang lebih praktis dan panduan dalam
meningkatkan upaya pengembangan harta wakaf di Indonesia.
WCP dilengkapi dengan mulai disertifikasinya nazhir yang
didukung adanya monitoring dan evaluasi dari regulator BWI
tingkat nasional, provinsi mapun tingkat kabupaten dan kota
(Lubis dan Latifah, 2019). Kerangka kerja WC, terdiri dari 5 area
ini, yaitu fondasi hukum, pengawasan wakaf, tata kelola wakaf
yang baik, manajemen risiko, dan tata kelola Syariah.

Sebagai panduan, WCP menjadi perangkat lunak bagi
meningkatkan upaya pengembangan harta wakaf di Indonesia
bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. WCP dilengkapi
dengan mulai disertifikasinya nazhir yang didukung adanya
monitoring dan evaluasi dari regulator BWI tingkat nasional,
provinsi mapun tingkat kabupaten dan kota (Lubis dan Latifah,
2019). Kerangka kerja WC, terdiri dari 5 area ini, yaitu fondasi
hukum, pengawasan wakaf, tata kelola wakaf yang baik,
manajemen risiko, dan tata kelola Syariah. Ada 29 prinsip-prinsip
yang diatur dalam WCP.
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Gambar 4.1 Wagqf Core Prinsiples Area

Area substansi yang terkandung dalam WCP sudah
menjelaskan secara lebih baik hal-hal spesifik yang berkaitan
dengan penggunaan wakaf tunai untuk pembiayaan projek-projek
berbasis wakaf. Walau masih ada kelemahan dari sisi tata kelola
wakaf tunai pada aspek pengumpulan, pengelolaan, dan
pengembangan wakaf uang. Sehingga di perlukan regulasi
tambahan yang bisa memberikan suatu ketegasan yang cukup
bagi otoritas dan institusi terkait dalam proses pengawasan dan
implementasi wakaf tunai untuk pertumbuhan ekonomi di
Indonesia.

A. Peran Wakaf dalam Pembangunan dan Pemberdayaan
Ekonomi

Gagasan cemerlang dari wakaf adalah menciptakan dan
mengembangkan sektor ketiga yang berbeda dari sektor swasta
yang profit-motivated dan sektor publik yang authority-based.
Sektor ketiga dibebankan tanggung jawab untuk melakukan
sekelompok tugas agar mencapai hasil lebih baik jika dilakukan di
luar alasan laba dan praktek otoritas. Tugas seperti ini berada
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dalam gelanggang kemurahan hati dan kebajikan. Gagasan dari
wakaf menunjukkan bahwa sistem Islam mengenali pentingnya
sektor non-laba dalam pengembangan sosial dan ekonomi dengan
menyediakan lembaga serta peraturan yang sah untuk
melindunginya dari kepentingan pribadi dan kekuasaan
pemerintah.

Menurut sejarah, masyarakat Islam memasukkan pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan lingkungan
pada sektor ketiga, di samping fasilitas umum dan jasa.
Karenanya, bisa dilihat masyarakat Islam sangat tergantung pada
wakaf untuk membiayai pendidikan, jasa dan kebudayaan; seperti
wakaf untuk perkuliahan dan perpustakaan, riset ilmiah dalam
semua bidang ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan
mencakup jasa dokter, jasa rumah sakit dan obat-obatan. Sebagai
contoh, Pulau Sicily, ketika di bawah undang-undang Islam
mempunyai 300 sekolah dasar. Semuanya dibangun dan dibiayai
melalui pendapatan wakaf, termasuk untuk menggaji para guru
dan perlengkapan sekolah.

Wakaf juga tercatat digunakan untuk membangun universitas
plus perlengkapan pengajaran, buku ilmiah, gaji guru dan
beasiswa, bahkan di beberapa universitas disediakan asrama baik
untuk siswa lajang maupun yang menikah. Sekolah menengah dan
perguruan tinggi di negara-negara Islam, seperti di Al-Quds,
Damascus, Baghdad, Cairo dan Nisapur yang mencapai puluhan
dan bahkan ratusan dibangun dari dana wakaf. Universitas-
universitasnya mempunyai program studi yang berbeda, seperti
kedokteran, ilmu kimia dan Studi Islam (Islamic Studies), antara
lain universitas Al-Qurawiyin di Fez, Al-Azhar di Cairo, Al-
Nizamiyah di Al-Mustansiriya, Baghdad.

Perpustakaan ilmiah juga dibangun dengan dana wakaf dan
menyediakan puluhan ribu sampai ratusan ribu buku. Honor
untuk karyawan perpustakaan, para penyelia (supervisor) dan
para penulis naskah dibiayai oleh pendapatan yang sangat besar
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dari hasil kebun buah-buahan dan gedung-gedung sewa yang
diwakafkan. Dalam sejarah Islam juga ditemukan wakaf khusus
untuk riset ilmiah di bidang kedokteran, ilmu farmasi dan ilmu-
ilmu lainnya.

Jasa kesehatan juga dibangun dengan menggunakan dana
wakaf di seluruh negeri Islam. Rumah sakit dan peralatannya, gaji
para dokter dan bawahannya, beasiswa untuk siswa sekolah
kedokteran dan farmasi semua dibiayai oleh dana wakaf secara
teratur. Lembaga wakaf khusus didirikan untuk menyediakan
dana riset ilmu kimia di sekolah kedokteran dan biaya obat dan
makanan untuk pasien rumah sakit.

Bidang kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan dan
kepedulian terhadap binatang adalah bidang di mana wakaf
mempunyai kontribusi luar biasa. Wakaf pertama yang dijadikan
fugaha sebagai dasar penetapan peraturan adalah wakaf Umar di
tanah Khaibar yang diperuntukkan sebagai bantuan sosial kepada
kaum yang lemah, fakir miskin dan musafir. Bantuan terhadap
orang miskin selalu menjadi prioritas di antara sasaran wakaf,
sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum syara’ jika pewakaf
tidak menyebutkan sasaran wakafnya, bantuan kepada yang
lemah dan fakir miskin harus dipertimbangkan sebagai
sasarannya. Sebagai contoh, wakaf untuk yatim piatu, para janda,
laki-laki maupun perempuan yang tak mampu dalam memenubhi
kebutuhan dan biaya perkawinan, rumah untuk kaum papa dan
fakir miskin, perawatan para manula, isteri yang dianiaya dan
untuk orang-orang yang bepergian.

Wakaf juga disediakan untuk membantu pembebasan para
budak, pengawasan anak-anak muda dan penyediaan air minum
desa. Bahkan wuntuk pemeliharaan burung dan binatang,
perbaikan tepi sungai dan penetapan kubu garis perbatasan.
Perubahan besar terhadap wakaf terjadi pada masyarakat Islam
awal di Madinah al-Munawwarah. Pada masa itu tujuan wakaf
telah beragam bentuknya; wakaf untuk kepentingan keagamaan

| PENGELOLAAN  WAKAF  UNTUK PEMBANGUNAN  EKONOMI

BERKELANJUTAN



beralih menjadi wakaf untuk kepentingan sosial kemasyarakatan,
karena ketika itu untuk mewujudkan keteraturan perlu dipenuhi
kebutuhan-kebutuhan sosial kemasyarakatan. Para dermawan
merasa terpanggil untuk menggunakan lembaga wakaf agar hal
tersebut terpenuhi.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang
sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial,
ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Bentuk wakaf
memang didominasi oleh lahan dan bangunan, namun sejarah
juga mencatat bahwa wakaf dalam bentuk lainpun telah sejak
lama dikenal dalam sejarah Islam. Dalam pengelolaan wakaf,
beberapa negara telah mencoba mengelolanya dengan melakukan
investasi dalam kegiatan bisnis. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan untuk mengembangkan harta wakaf secara optimal.

Wakaf adalah salah satu potensi kekuatan ekonomi yang
telah dilaksanakan dengan baik di beberapa negara Islam,
sehingga berhasil memberikan sumbangan yang signifikan bagi
pemberdayaan ekonomi ummat Islam, termasuk pelayanan
kesehatan, pendidikan dan lembaga-lembaga masyarakat. Bahkan
wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penggalangan
dana dalam negeri yang dapat digunakan untuk melepaskan
ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi dan moneter serta
kemiskinan rakyat yang berkepanjangan. Cukup banyak
penelitian tentang wakaf di berbagai negara, yang menunjukkan
bahwa wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam
gerakan pembangunan masyarakat dan negara. Sangat
mengejutkan, ternyata sektor derma (seperti wakaf), mempunyai
peran besar dalam membentuk GDP suatu negara.

Mannan menyatakan bahwa di zaman modern, salah satu
bentuk wakaf yang mendapat perhatian para cendikiawan dan
ulama adalah wakaf uang (wakaf uang). Wakaf uang sebenarnya
telah dikenal sejak zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani.
Namun, baru belakangan menjadi bahan diskusi intensif di
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kalangan para cendikiawan dan ulama Indonesia. Padahal di
negeri-negeri muslim, wakaf uang telah dipraktekkan secara
nyata sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ummat.

Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa
keuntungan; antara lain terbuka secara luas kesempatan berwakaf
kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan
keikhlasannya. Seseorang tidak harus menjadi hartawan yang
memiliki sebidang tanah atau jutawan yang memiliki sejumlah
modal untuk mendirikan bangunan untuk bisa berwakaf. Di
samping itu wakaf dalam bentuk wuang tunai mempunyai
keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan
penggunaannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan ummat.
Wakaf uang tunai membuka peluang bagi penciptaan investasi di
bidang ekonomi termasuk di bidang keagamaan, pendidikan, dan
pelayanan sosial termasuk fasilitas umum. Pendapatan yang
diperoleh dari pengelolaan wakaf wuang tersebut dapat
dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda; diantaranya
untuk pemeliharaan harta-harta wakaf serta pengeluaran-
pengeluaran investasi ekonomi lainnya.

Wakaf uang membuka peluang penggalangan dana yang
cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf tunai menjadi
sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal ini karena
muslim kelas menengah mendapat kesempatan beramal melalui
institusi wakaf. Selama ini mereka memanfaatkan sarana beramal
yang sesuai dengan penghasilan mereka yang terbatas, seperti
sedekah, infaq di mesjid, pembangunan musholla dan Ilain
sebagainya. Berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa
dihimpun dari wakaf tunai dapat dibuat dengan asumsi bahwa
banyak muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup
tinggi untuk beramal.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia secara
faktual telah melipatgandakan jumlah penduduk miskin. Berbagai
cara dilakukan untuk mengawasi masalah ini antara lain melalui
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JPS (Jaringan Pengaman Sosial) serta berbagai sumbangan dari
dalam dan luar negeri. Pemerintah sendiri tampaknya cukup
kesulitan untuk mengatasi masalah ini mengingat terbatasnya
dana yang tersedia dalam APBN. Selain itu mengingat Pinjaman
Luar Negeri (PLN) Indonesia yang sangat besar, maka alternatif
PLN untuk mengatasi masalah ini menjadi kurang
dipertimbangkan.

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk
mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak
non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat.
Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan
untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin.
Apabila potensi masyarakat (kaya) dapat dikoordinasikan serta
dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif
kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut
di atas. Di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab
masalah kemiskinan telah dijawab melalui keberadaan lembaga
yang bernama Social Investmen Bank Limited (SIBL). Lembaga ini
beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), salah
satunya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola di
mana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin.

Untuk kasus Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh
SIBL tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik. Dengan
jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya
penggalangan serta pengelolaan dana wakaf tunai seperti halnya
di atas, diharapkan dapat lebih diapresiasi oleh masyarakat
(muslim), minimal secara kultural. Oleh karena itu keberadaan
bank-bank syari'ah dipandang merupakan alternatif lembaga
yang cukup representatif untuk mengelola dana amanah tersebut.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset
wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan
total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu hektare. Data dari
Sitem  Informasi Wakaf kementrian Agama (SIWAK),
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menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun
2019 mencapai angka 51.226,17 Ha. yang tersebar di 435.768
lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun di Aceh, jumlah harta
wakaf berupa tanah adalah 24.898 lokasi dengan luas 7.674,00
Ha. yang tersebar di 23 kabupaten dan kota (SIWAK, 2019). Tata
kelola wakaf secara prinsip dilakukan ratifikasi oleh Badan Wakaf
Indonesia, Bank Indonesia dan International Research of Training
Institute-Islamic  Development Bank (IRTI-IsDB) dengan
menyusun Wagqf Core Principles (WCP). WCP ini berisian tentang
deskripsi tata kelola manajemen dan sistem pengawasan secara
profesional dengan menyusun Legal Foundation, Wagqf
Supervison, Good Waqf Governance, Risk Management, dan
Shari’ah Governance.

Kajian dan kebijakan strategis pengembangan wakaf secara
global terus mengalami perkembangan. Negara-negara mulai
melakukan formulasi kebijakan tata kelola wakaf untuk
mengembangkan pengelolaan wakaf secara lebih produktif dan
sustainable. Di benua Asia bagian Timur Tengah, Saudi Arabia
mengembangkan WCP dengan membentuk suatu kementerian
spesifik  yang mengangani pengelolaan wakaf. yang
dikembangkan. Saudi Arabia berdasarkan kajian yang dilakukan
oleh Djunaidi dan Al Asyar (2016), membentuk kementrian
spesifik yang menangani bagian wakaf. Kementrian wakaf Saudi
Arabia memiliki wewenang: (1) mendata harta wakaf, mengetahui
kondisinya dan menetapkan teknik pengelolaannya; (2)
menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk dalam
penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; (3) melakukan
distribusi harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari’at; (4)
menetapkan anggaran tahunan dalam pengelolaan wakaf; (5)
serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan wakaf.

Selain Saudi Arabia, framework WCP pengelolaan wakaf
secara sentralistik oleh negara juga dilakukan di Turki. Asset-
asset wakaf dari hasil kompiliasi dikelola oleh Dirjen Wakaf Turki.
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Pengelolaan wakaf di Turki tidak lepas dari dukungan penuh dari
pemerintah dan nadzhir-nadzhir yang kompeten dalam dunia
bisnis dan investasi. produktif Prasetia dan Huda (2017).
Disamping itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen
Wakaf Turki, Negara mengelola wakaf yang terdiri dari 4.400
masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348
toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya (Najib 2006).

Secara ringkas, hasil kompilasi pengelolaan wakaf di
beberapa negara dapat dibagi dalam pengelompokan berdasarkan
tipologi sentralistik, Semi Sentralistik (berbentuk badan otonom),
Local Community Boad. Hasil kajian tata kelola wakaf di beberapa
negara yang dilakukan oleh Kasdi (2017), Fauza (2015), Shafii et
al. (2015), Baird Zars (2014), setidaknya menghasilkan temuan
bahwa tiap tipologi berkontribusi dalam pengembangan wakaf
secara modern untuk meningkatkan kemaslahatan harta wakaf.
Berikut ini ditampilkan hasil kompilasi tipologi pengelolaan wakaf
dibeberapa negara.

Tabel 1. Tipologi Pengelolaan Wakaf di Beberapa Negara

Regulasi dan

Manajemen Negara Kelembagaan
Pengelolaan
Sentralistik Publik Mesir, Malaysia = 1. Badan Wakaf Mesir
Bangladesh, 2. Malaysia Majelis
Turki, Yordania Agama Islam Negeri
(MAIN)

3. Bangladesh
Kementerian Agama
Wakaf Bagian
Administrator of
wagqf

4. Dirjen Wakaf Turki

5. Kementerian Wakaf
dan Urusan Agama
Yordania
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Regulasi dan

Manajemen Negara Kelembagaan
Pengelolaan
Semi Sentralistik Saudi Arabia, 1. Majelis Tinggi Wakaf
berbentuk Badan / Kuwait, yang diketuai oleh
Local Community Indonesia, Menteri haji dan
Board Sudan Wakaf Saudi Arabia
2. Kementerian Wakaf
Kuwait
3. Badan Wakaf
Indonesia
4. Badan Wakaf Islam
Sudan

Diadopsi dari beberapa sumber: Kasdi (2017), Fauza (2015), Shafii et al.
(2015), Baird Zars (2014)

Tata kelola wakaf telah mengalami perubahan signifikan
sepanjang sejarah, mulai dari desentralisasi, semi-sentralisasi dan
kemudian menjadi sentralisasi. Perubahan ini tentunya
disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya aset
wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para
nazir serta beragam alasan lainnya. WCP sebagai suatu panduan
yang mengatur princip-prinsip tata kelola wakaf yang lebih
praktis perlu dikembangkan secara sinergis dengan program-
program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.
Berkaitan dengan sektor keuangan, telaah yang dilakukan oleh
Iskandar et al. (2020) dengan uji Partial Least Squared (PLS)
menemukan bahwa Implementasi WCP berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan secara langsung. Dimensi Sharia
Governance memiliki nilai factor loading paling tinggi, atau
dengan kata lain aspek kepatuhan Syariah menjadi determinaan
utama dalam peningkatan kinerja sektor keuangan Syariah.
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Tabel 4.1 Quick Wins (Program percepatan) Pengembangan
Ekonomi Berbasis Wakaf

. Pemangku
No | Program/Kegiatan Output Tahun Kepentingan
1 Peningkatan Meningkatnya 2022- Baitul
Literasi Wakaf literasi dan 2025 Mal/BAZ/LAZ,
kesadaran wakaf BWI,
di seluruh Kemenag,
lapisan Bappenas,
masyarakat. Badan
Pertanahan
Nasional
(BPN),
Organisasi
Masyarakat
Islam,
Lembaga
Wakaf,
Perguruan
Tinggi, dan
MUL
2 Penguatan Regulasi | Revisi UU Zakat | 2022- DPR, Baitul
dan Kelembagaan No. 41 Tahun 2023 Mal/BAZ/LAZ,
Wakaf di Indonesia | 2004 tentang BWI,
Wakaf yang Kemenag,
mengakomodir Bappenas,
Badan Usaha Badan
Milik Pertanahan
Negara/Daerah Nasional
bisa mengelola (BPN),
aset wakaf di Organisasi
bawah BWI. Masyarakat
Islam,
Lembaga
Wakaf,
Perguruan
Tinggi, dan
MUL
3 Pangkalan Data Tersedianya 2022- Badan Pusat
Wakaf data aktual dan 2023 Statistik,
potensi Baitul
pengembangan Mal/BAZ/LAZ,
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No | Program/Kegiatan

Output

Tahun

Pemangku

Kepentingan
aset wakaf yang BWI,
diperoleh Kemenag,
melalui kegiatan Bappenas,
Sensus Wakaf. Badan

Pertanahan
Nasional
(BPN),
Organisasi
Masyarakat
Islam,
Lembaga
Wakaf,
Perguruan
Tinggi, dan
MUL

4 Pembentukan Pusat | Terbentuknya 2022 BWI,

Studi dan Kajian Pusat Studi dan Bappenas dan
Strategis Wakaf Kajian Strategis BAZ/LAZ
Nasional Wakaf Nasional

5 Peningkatan Meningkatnya 2022- BWI
kapasitas dan kapasitas dan 2025
kualitas sumber kualitas para
daya nazhir nazhir wakaf

baik nazhir
perorangan,
organisasi
maupun badan
hukum
Terbentuknya
Forum Nazir
Wakaf (FNW).

6 Proyek Wakaf Tersedianya 2022- Baitul
Percontohan di proyek wakaf 2025 Mal/BAZ/LAZ,
ibukota percontohan di BWI,
kabupaten/kota tingkat Kemenag,

kabupaten/kota Bappenas,

di Indonesia Badan
Pertanahan
Nasional
(BPN),
Organisasi
Masyarakat
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Pemangku

No | Program/Kegiatan Output Tahun Kepentingan

Islam,
Lembaga
Wakaf,
Perguruan
Tinggi, dan
MUI.

B. Kebijakan Wakaf Produktif, Pandemi COVID-19 dan
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Wabah Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir
1,5 tahun telah menimbulkan banyak dampak kerusakan secara
sistemik. Dampak COVID-19 secara nasional sudah mencapai total
kasus sebanyak 1,7 juta terkonfirmasi dengan total jumlah
kematian 46.137 jiwa (Data Satuan Tugas COVID-19, 09 Mei
2021). Pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2020 berdasarkan Berita Resmi Statistik (2021), masih
berada pada posisi -2,07%. Meskipun ada peningkatan
pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2021 sebesar
1,43%, namun kondisi perekonomian masih dihadapkan pada
posisi minus pertumbuhan kurtal to kuartal (Q to Q) sebesar -
0,96%.

Dampak Pandemi COVID-19 secara sistemik berdampak pula
pada pertumbuhan ekonomi regional di berbagai daerah di
Indonesia. Jika ditabulasikan lebih lanjut dalam grafik plot series
dengan mengklasifikasikan 4 kuadran wilayah terdampak, maka
dapat diklasifikasikan; (1) Daerah dengan pertumbuhan jumlah
kasus COVID-19 tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah, (2)
Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tinggi dan
pertumbuhan ekonomi tinggi, (3) Daerah dengan pertumbuhan
jumlah kasus COVID-19 rendah dan pertumbuhan ekonomi
rendah, (4) Daerah dengan pertumbuhan jumlah kasus COVID-19
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rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Berikut ini hasil
tabulasi yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan
BPS Indoenesia.
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Gambar 4.2 Kudran Wilayah Terdampak COVID-19 Berdasarkan
Pertumbuhan Jumlah Kasus dan Pertumbuhan Ekononomi Daerah-Daerah
di Indonesia

Berdasarkan hasil Klasifikasi daerah terdampak COVID-19
dalam kontek pertumbuhan jumlah kasus dan pertumbuhan
ekonomi, maka daerah dengan kondisi mengkhawatirkan
(Kuadran I) adalah Provinsi DKI jakarta dan Jawa Barat. Daerah
pada kuadran I ini berada dalam kelompok wilayah dengan
pertumbuhan jumlah kasus tinggi dan pertumbuhan ekonomi
rendah pada tahun 2020. Sementara itu, daerah dengan kondisi
pertumbuhan jumlah kasus rendah dan pertumbuhan ekonomi
rendah (Kuadran III) adalah Aceh, Sumut, Jambi, Sumbar, Riau,
Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Babel, DIY, Jateng, Jatim,
Banten, NTB, NTT, dan Bali. Daerah dengan jumlah kasus rendah
dan pertumbuhan ekonomi tergolong stabil (kuadran IV adalah
Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Kaltara, Kalbar, Sulteng,
Sulteg, Sulbar, Gorotalo, Maluku, Maltara, Papua, Papua Barat.
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Pengelompokkan dengan grafik kuadran plot series ini
menggambarkan bahwa sebagian besar daerah (sebanyak 20
Provinsi) mengalami gejolak penurunan pertumbuhan ekonomi
akibat Pandemi COVID-19. Wilayah Pulau jawa seperti Provinsi
DKI jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih
menjadi episentrum pertumbuhan COVID 19 yang tinggi dengan
total kontribusi pertumbuhan kasus sebesar 60% dari seluruh
sebaran daerah COVID-19. Daerah yang masih bertahan dalam
kategori pertumbuhan ekonomi rendah disebabkan karena
pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 tergolong rendah. Kajian
yang dilakukan oleh Fakrika dan Roy (2020) maupun Yamali dan
Putri (2020) menegaskan bahwa penurunan pertumbuhan
ekonomi secaa langsung diakibatkan oleh Pandemi virus Corona
yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan
perekonomian.

COVID-19 bukan hanya merengut jiwa, tetapi juga
menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat.
Permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai dampak dari
pandemi COVID 19, menimbulkan skeptis dan ekspektasi yang
buruk, mulai dari pusat sampai daerah-daerah di Indonesia. Fase
pembatasan sosial, karantina, isolasi, protokol kesehatan telah
menjadi tatanan baru (new normal) aktivitas masyarakat,
termasuk ekonomi atau dunia usaha. Pada kenyataan, hingga
tahun 2021 masih menimbulkan adaya trade of antara prioritas
kebijakan kesehatan dan kebijakan sosial-ekonomi.

Arah kebijakan Pandemi COVID-19 seakan-akan memisahkan
prioritas penangan kesehatan dengan pemulihan ekonomi.
Wardhana (2020) melalu kajian dan kebijakan arah riset pasca
COVID-19 mengutarakan bahwa guncangan terhadap sistem
kesehatan berpengaruh pada prioritas alokasi fiskal, dimana
adanya pengalihan perhatian ke sektor kesehatan yang
berimplikasi pada penurunan prioritas sektor-sektor non-
kesehatan yang berpotensi mengubah haluan pembangunan.
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Secara spesifik, daerah-daerah di Indonesia (provinsi dan
kabupatan/kota) perlu melakukan inovasi kebijakan strategis
penanganan dampak COVID-19. Inovasi ini diimplementasikan
dengan solusi kebijakan konkret untuk menangani 2 masalah
utama, yaitu tentang jaminan layanan kesehatan (vaksin,
ketersediaan infrastruktur kesehatan, perawatan pasien) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari kinerja
lapangan usaha, daya beli, kestabilan harga, kesempatan kerja,
dan bantuan sosial.

Kegiatan ekonomi yang terdampat dapat tinjau dari 2 hal,
pertama demand side dan supply side. Berdasarkan hasil
pendataan kondisi perekonomian yang dihimpun dari Badan
Pusat Statistik sepanjang tahun 2020 dan triwulan [ 2021,
kontraksi perekonomian terjadi pada sisi demand side dan supply
side. Pada sisi demand side, hanya kegiatan pengeluaran
pemerintah saja yang mengalami positive rate sebesar 1,94%.
Sementara sisi lain seperti konsumsi, investasi, dan ekspor-impor
mengami minus pertumbuhan rata-rata -7,9%. Sementara itu,
pada sisi supply side, tantangan ekonomi yang dihadapi pelaku
usaha sebagai akibat dari physical distancing dan Pembatasan
Sosial Bersakal Besar (PSBB), telah menurunkan kapasitas
produksi sebesar 8,36% (berhenti beroperasi) dan 24,31%
(mengurangi kapasitas jam kerja, mesin, dan tenaga kerja). Dari
total jumlah angkatan kerja sebesar 205,36 juta jiwa, persentase
penduduk yang terkena dampak COVID-19 sebesar 9,36% atau
1,62 juta mengalami pengangguran karena COVID-19.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI 54/2020 dan
Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020 bertujuan untuk melindungi,
mempertahan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku
usaha dalam menjalankan usahanya. Regulasi Nasional ditengah
Pandemi Covid-19 telah mengatur kerangka PEN melalui 5
sumber fiskal dan moneter yaitu Penanaman Modal, Penempatan
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Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan, dan Belanja Negara
(Kemenkeu, 2020). Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan
uraian Kacaribu (2020) dalam Media Briefing Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilakukan melalui mekanisme
fiskal belanja negara, pembiayaan, tambahan belanja sektoral
yang terdampak, dan insentif daerah.

Secara spesifik, daerah-daerah yang terdampak Covid-19
memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) untuk percepatan
pemulihan ekonomi. Anggaran yang ditetapkan dalam Perpres RI
54/2020 sebesar Rp.14,7 T. Namun demikian, Modjo (2020)
meragukan kebangkitan ekonomi nasional meskipun adanya
sejumlah program pemulihan ekonomi dikarenakan adanya
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang
menghambatkan kegiatan usaha dan investasi domestik.

Untuk permasalahan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19,
Pasal 22 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf menjabarkan tujuan
wakaf dapat diperuntukan dalam bidang kesehatan melalui
integrasi wakaf tanah dan uang. Terkait dengan pengembangan
harta wakaf, para ulama telah mengadakan berbagai ijtihad
terkait dengan model-model wakaf yang dijalankan. Kunci utama
pengembangan harta wakaf terjaga asetnya, hartanya
dikembangkan dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan
umat. Di sektor kesehatan, Hazami (2016) menyoroti pentingnya
pemberdayaan umat secara produktif untuk membangun sarana
kesehatan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan
umat dengan memperkuat posisi nadhir. Kajian ini difokuskan
pada pemberdayaan nadzir dalam mengembangka manfaat wakaf
secara berkelanjutan. Namun dari sisi kebijakan regulasi
pemerintah daerah belum ditelaah lebih mendalam.

Al-‘Ani (2020) menyebutkan bahwa harta wakaf dapat
digunakan dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan dengan
ketentuan adanya skim khusus wakaf pada bidang kesehatan dan
pemulihan ekonomi dengan menggunakan dua kaidah, yaitu; (a)
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mengabaikan syarat pewakaf. Kaidah ini dijalankan berdasarkan
kepada pendapat para ulama Hanafi yang menyatakan bahwa
persyaratan yang menghilangkan kemaslahatan wakaf atau
pemanfaatan hasil wakaf maka syarat tersebut batal (Ibn Abidin,
].4:343); (b) perubahan tingkat maqasid. Imam Ghazali telah
meletakkan tingkatan maqasid tersebut kepada primer, sekunder,
dan terseier dan disepakati oleh para ulama urutan tersebut.
Imam Ghazali dalam hal ini menegaskan bahwa urutan tersebut
berdasarkan kepada kemaslahatan yang sangat penting (Imam
Ghazali, 172).

Dari kedua kaidah ini Al-‘Aini menyimpulkan bahwa
pemulihan ekonomi dan kesehatan dengan harta wakaf pada era
pandemi covid ini adalah sangat dharuri karena menyelamatkan
jiwa manusia. Fuad ‘Umar (2020) juga menyebutkan bahwa di
era pandemi ini sangat perlu menjaga ‘ain wakaf dan
memanfaatkan hasil wakaf dalam pemulihan ekonomi dan
kesehatan. Dalam konteks membangun harta wakaf produktif, ada
banyak sumber-sumber pembiayaan yang digunakan baik dalam
skala sederhana atau dalam skala besar. Paling tidak, seperti yang
disebutkan oleh Omar dan AB. Rahman (2015), ada empat
kategori pembiayaan wakaf produktif. Pertama, pembiayaan
secara pinjaman. Kedua, pembiayaan secara kerjasama
pemerintah dan swasta. Ketiga, pembiayaan melalui investasi dari
sektor korporasi. Keempat, pembiayaan secara langsung melalui
wakaf tunai.

Aplikasi Interpretative Structural Modeling (ISM) untuk
pengembangan wakaf tunai oleh Rusydiana (2018) menghasilkan
temuan bahwa strategi ini dalam framework pembangunan wakaf
tunai antara lain transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf,
kualitas nazhir, dan strategi pemasaran yang inovatif.
Pengembangan institusi pendidikan wakaf menjadi faktor kunci
dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia atau kuadaran 4
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yang dikenal dengan Independent factors (strong driver - weak
dependent variables).

Dimasa Pandemi COVID-19, Iskandar et al. (2020)
merekomendasikan perlu pengembangan wakaf uang, wakaf
produktif, dan waqf linked sukuk dan wakaf insfrastruktur untuk
kebijakan ekonomi dan sistem keuangan sosial Islam.
Intermediasi Ekonomi dan keuangan Sosial Islam menurut Faisal
(2020) merupakan fungsi wakaf untuk mewujudukan keadilan
sosial dan kemanusiaan sebagaiamana perwujudan dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pembiayaan
dalam bentuk tambahan modal usaha bagi koorporasi UMKM yang
terdampak COVID-19 dipandang lebih prioritas untuk pemulihan
ekonomi ditengah Pandemi COVID-19.

Sementara di era modern, negara-negara muslim sedang
mendorong untuk pengembangan wakaf kesehatan. Sebagai
contoh, kesultanan Oman telah mendorong untuk mendirikan
celeng wakaf untuk pelayanan kesehatan dalam menghadapi
pandemik Covid-19. Bank Pembangunan Islam Kuwait telah
menjalankan wakaf di bidang kesehatan sejak tahun 1993. Celeng
wakaf untuk pemulihan ekonomi telah digagas oleh Direktur
Wakaf Negara Kuwait, berupa celeng wakaf untuk kaum difabel
dan kelompok berkebutuhan khusus dan celeng wakaf untuk
kesejahteraan keluarga (Usamah Abd al-Majid al-‘Ani, 2020).
Kerajaan Saudi Arabia yaitu menjalankan celeng wakaf kesehatan
sejak februari 2008, tujuanya untuk mewujudkan pembangunan
kesehatan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Kerangka teori untuk pengembangan wakaf secara produktif
pada masa pandemi COVID-19 telah diajukan oleh berapa riset
terdahulu. Roro et al. (2020) menggagas dibentuknya bank Wakf
Mikro yang berperan untuk memberi pelayanan nasabah secara
khusus yang terdampak pandemi COVID-19. Namun dalam
gagasan ini, Bank Wakf Mikro lebih diarahkan pada sektor fasilitas
dan layanan nasabah keuangan yang terdampak COVID-19. Pola
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pengembangan wakaf untuk sektor kesehatan yang spesifik belum
dijabarkan lebih mendalam.

Secara spesifik terdapat sejumlah kajian pengembangan
lembaga filantrophy Islam dalam rangka pemulihan ekonomi
akibat dampak COVID-19. Model yang ditawarkan Gobel (2020)
menggagas The National Domestic Economic Auto-Sustainability
Model (NDEAS-MODEL). Model ini menjabarkan langkah
pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah secara berkelanjutan
untuk peningkatan produktifitas output ekonomi, investasi,
ketahanan pangan, dan lingkungan. Namun demikan, untuk
pengembangan wakaf produktif dalam gagasan yang ada belum
mengarah pada strategi pengelolaan wakaf untuk sektor spesifik
layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi ditengah pandemi
COVID-19.

Skema wakaf tunai menurut Nurjannah dan Abdullah (2020),
dinilai lebih tepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
akibat Pandemi COVID-19. Skema wakaf tunai dapat digunakan di
pembangunan berbagai prasarana berbasis wakaf seperti Rumah
Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri
wakaf (APD), masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi
Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, wakaf universitas dan
lain-lain. Wakaf uang juga bisa disalurkan atau diinvestasikan oleh
Nazhir ke berbagai sektor bisnis yang halal dan halal produktif
untuk membantu pelaku usaha mikro yang terkena pandemi
COVID-19. Formulasi strategi lebih lanjut untuk pengembangan
wakaf tunai untuk sektor ekonomi dan kesehatan belum
diidentifikasi, termasuk sinergisitas antara program pemerintah
dengan nazhir untuk program-program investasi.

Dokumen WCP yang telah disusun pada tahun 2018 telah
efektif memberikan panduan dan SOP pelaksanaan wakaf secara
terpadu. Kondisi Pandemi COVID-19 Pada Maret 2020 yang
diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi, banyak merubah
tatanan kebijakan dan dampak ekonomi, baik secara nasional
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maupun regional. Hasil perumusan kendala-kendala yang
dihadapi dalam pengembangan WCP untuk penanganan dampak
ekonomi COVID-19, menjadi langkah wal yang perlu dilakukan.

Hasil kajian dampak COVID 19 pada sektor keuangan
Indonesia oleh KNEKS (2020) merekomendasikan wakaf
berpotensi untuk disalurkan pada wilayah-wilayah bencana,
nazhir menjadi bagian penting yang herus mendapatkan respon
cepat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Beberapa kajian yang
dilakukan berkaitan dengan masalah regulasi wakaf di Indonesia
antara lain Arifin (2014) tentang payung hukum penggunaan
wakaf untuk kemasalahatan umum, payung hukum penggunaan
tanah wakaf (Maulana, 2020), integrasi nilai-nilai magqashid
Syariah dalam pendayagunaan harta wakaf dimasa Pandemi
COVID-19 (Miftakhuddin et al., 2021).

Secara khusus, Provinsi Aceh berdasarkan observasi yang
dilakukan, memiliki kewenangan khusus (Qanun No. 10 tahun
2018 tentang Baitul Mal) dalam tata kelola wakaf. Hasil
wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh, didapatkan informasi
bahwa saat ini koordinasi antara BWI dan Baitul Mal Aceh sedang
disiapkan agar pengelolaan wakaf aset daerah bisa efektif dan
tepat sasaran. Kelemahan dari sisi kelembagaan misalnya, kelola
regulator wakaf di Aceh masih belum terkoordinasi antara BWI
Aceh dengan Baitul Mal Aceh. BWI Aceh berada dalam lintas
vertikal Kanwi Kemenag Aceh sementara Baitul Mal Aceh secara
otonom mengelola seluruh harta ZISWAF yang ada di Aceh. maka
secara kelembagaan, seharusnya kedua lembaga ini harus
disatukan dengan Peraturan Daerah/Qanun.

Kesehatan dan ekonomi sering menjadi 2 hal yang paradoks
dalam pengambilan keputusan. Adanya problematika, ketika
pemerintah focus untuk penguatan Kesehatan dan pencegahan
penyebaran wabah, maka akan mengibatkan gangguan
pertumbuhan ekonomi dan gejola kapasitas produksi domestic.
Wakaf produktif untuk penanganan wabah Pandemi Covid-19
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dapat berperan dalam penyelesaiaan masalah Kesehatan dan
dampak ekonomi di Indonesia. Keberadaan wakaf untuk
Kesehatan menjadi opsi pengambilan kebijakan karena proses
peralihan asset, pengembangan harta, dan kebutuhan lahan dapat
memberikan solusi. Berikut ini suatu gambaran gagasan dalam
pengembangan harta wakaf produktif untuk penanganan
pandemic Covid-19

WAKAF PRODUKTIF

Fondasi Hukum Risk Managemen Pembinaan Nazhir Tata Kelola Syariah

Pgndanaan

Crowdfundmg

%

Blockchain

Wakaf Uang Alat

_ Kesehatan
Operasional Kesehatan

Uji Laboratorium

Obat-Obatan ‘

Ruangan Tenaga Medis

uejeyasad|
uexeligay

Ruangan Pasien

‘ Rumah Karantina ‘

Wakaf Tanah Jenazah | oy

Penanganan Fardhu Kifayah

Bank Wakf Baitul Mal wa Tamwil
Mikro
Pembiayaan UMKM

Pemakaman Jenazah

Gambar 4.3 Kerangka Kebijakan Wakaf Produktif untuk Penanganan
Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia

Adapun dalam kerangka kebijakan wakaf produktif,
Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan fondasi hukum,
pengawasan, risk management, pembinaan nazhir, dan tata kelola
Syariah. Kebijakan wakaf produktif dapat memperkuat dua sisi;
Pertama untuk Kesehatan dalam hal penyediaan alat Kesehatan,
rumah karantin, dan penanganan jenazah. Kedua untuk
penanganan dampak ekonomi, keberadaan wakaf uang dapat
diperluas dalam agenda Cash Waqs Linked Sukuk (CWLS) dan
penyiapan kelembagaan Bank Wakf mikro. Hal utama yang perlu
diratifikasi adalah, Waqf Core Principles sebagai suatu sistem
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hubungan kelembagaan antara program Pemerintah Pusat dan
Daerah dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kelembagaan
wakaf yang dominan berbeda ditiap daerah, perlu dibangun
sistem pengembangan database asset wakaf untuk kebutuhan
masyarakat dalam pengurangan dampak Pandemi COVID-19.

Hadi (2017) dalam tulisannya —pemberdayaan ekonomi
melalui wakaf menjelaskan bahwa wakaf merupakan sumber
dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan dan dikelola
secara profesional untuk memperoleh manfaat yang optimal
Salah satu dari pemanfaatan tersebut adalah dengan
mendayagunakan wakaf untuk menyejahterakan umat. Maka dari,
pendayagunaan wakaf dalam menghadapi wabah COVID-19
memiliki social-ekonomi untuk penyiapan risiko meluasnya
wabah COVID-19. Iskandar et al. (2020) menjelaskan bahwa
COVID-19 dapat dikategorikan sebagai bencana kemanusiaan
yang perlu ditangani dengan basis tujuan penguatan produk-
produk wakaf seperti wakaf uang, wakaf produktif, cash waqf
linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur. Namun produk
wakaf ini belum dapat dijalankan secara strategis apabila
prosedur langkah kebijakan pengelolaan dana belum disusun
dalam instrumen WCP yang spesifik pada dampak ekonomi
ditengan pandemi COVID-19.

Stategi kebijakan WCP PEN COVID-19 dari sisi sasaran tujuan
perlu dengan dikembangkan dengan menetapkan prosedural
pemberdayaan wakaf ditengaJ kondisi ekonomi akibat COVID-19.
Maka dalam strategi kebijakan WCP dilakukan suatu levelisasi
langkah bagi para stakeholders terkait yang menangani wakaf dan
Program PEN COVID-19. strategi kebijakan dapat ditetapkan
dalam terdapat 5 level kebijakan:

1. Level yang pertama yang perlu diprioritaskan terlebih
dahulu ialah penataan fondasi hukum dan membangun
koordinasi antar lembaga. Strategi ini menjadi kunci dan
prioritas pertama dalam pengembangan kebijakan WCP
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PEN COVID 19 karena banyak instansi/regulator terkait
yang ada didalam. Regulator kebijakan wakaf di Indonesia
terdiri dari BWI, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Kementerian Agama, dan instansi vertikal yang ada di
daerah.

Leveli kebijakan yang ekdua adalah koordinasi antar
Lembaga regulator wakaf pusat dan daerah. Langkah
ataupun strategi ini perlu dibangun dengan meyamakan
persepsi tentang wakaf produktif untuk kemanunsiaan.
Pengembangan potensi wakaf di Indonesia menurut Lubis
(2020) membutuhkan penyamaan  persepsi dan
pemahaman terhadap Undang-Undang tentang wakaf serta
aturan pelaksanaannya antara Kemenag RI, BWI dengan
lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-
PWU). Maka dari hasil pemetaan tujuan strategis kebijakan,
koorinasi antara lembaga dan penataan fondasi hukum ini
perlu ditetapkan secara spesifik seperti objek penanganan
bencana Pandemi, SOP, Lembaga Nazhir yang siap untuk
menyalurkan, konsekuensi hukum dari penyaluran dana
wakaf, sistem pengawasan, dan manajemen risiko.

Level kebijakan ketiga ialahan adanya penguatan
manajemen risiko dan pembinaan nazhir. Pemetaan risiko
untuk prosedur pengelolaan wakaf terdiri dari input,
proses, dan oputpu yang saling berkaitan satu sama lain.
Proses awal yang perlu dilakukan dalam menjalankan WCP
PEN COVID-19 adalah input mobilisasi aset wakaf.
Selanjutnya, hasil mobilisasi aset wakaf ini akan mampu
menjadi prosedur pengelolaan aset wakag yang terdiri dari
fungsi produktif dan sosial. Kajian risk management CWLS
dalam kaitan dengan stakeholder yang terlibat dalam
penguatan WCP untuk pengelola wakaf tunai oleh Fauzi dan
Tanjung (2021), menegaskan bahwa Stakeholder dapat
dipetakan dari beberapa unsur, terdiri dari wakif, Bank
Umum Syariah sebagai LKSPWU, BWI selaku Nazir,
Kementerian Keuangan selaku penerbit Sukuk Negara,
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Mitra Nazir yang akan mengelola aset wakaf, Mitra Nazir
yang akan menyalurkan dana sosial kepada penerima
manfaat.

Kebijakan penanganan dampak Pandemi COVID-19
diwakilkan oleh tim Kementerian/Lembaga. Berdasarkan
informasi Sekretariat Negara (SEGNEG) Republik Indonesia, Ketua
Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19
dipimpin oleh Menteri BUMN. Lebih lanjut, PERPRES Nomor 108
tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
82 tahun 2020 tentang Komite Penangan COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut tergabung dalam struktur
lintas kementerian berikut ini

e Ketua: Menko Perekonomian

e Wakil Ketua 1: Menko Marves

e Wakil Ketua 2: Menko Polhukam

e Wakil Ketua 3: Menko PMK

e Wakil Ketua 4: Menteri Keuangan

e Wakil Ketua 5: Menteri Kesehatan

e Wakil Ketua 6: Menteri Dalam Negeri

e Ketua Pelaksana Menteri BUMN

o Sekretaris Eksekutif 1

e Sekretaris Eksekutif 2 Sesmenko Perekonomian

e Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kepala BNPB

e Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Wakil

Menteri BUMN
Perumusan Kkebijakan Wakaf Produktif COVID-19, perlu

menyertakan stakeholder wakaf dari pusat sampai daerah dengan
regulasi yang sesuai. Kebijakan ini tidak dalam taraf merubaha
PERPRES yang sudah ada, tetapi menata fondasi hukum dan
koordinasi antar lembaga agar penggunaan dana wakaf umat
memiliki dokumen WCP yang baku sehingga tepat sasaran. Secara
umum, stakeholder yang nantinya berperan dalam penyusunan
WCP PEN COVID-19 ini harus terdiri dari beberapa unsur:
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e Regulator/Lembaga Pemerintahan yang terdiri dari
Satuan Gugus Tugas COVID-19, BNPB, BWI, Baznas,
dan MUI
e Nazhir/ lembaga wakaf
e Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
(LKS-PWU)
e Unsur Pemerintah daerah
Keempat komponen stakeholder ini memiliki peran penting
menyusun SOP pengelolaan dana wakaf secara profesional dan
tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
dengan pimpina BWI Aceh, area WCP harus memuat unsur utama
tata kelola wakaf, sistem pengawasan, manajemen risiko
pengelolaan dana wakaf. Wakaf ini menjadi pranata keagamaan
yang bersifat abadi dan terus menerus, sehingga sistem
pengelolaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan
akuntabel.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan BWI, menjelaskan
bahwa dokumen WCP ditetapkan untuk memberikan panduan
bagi nazhi dalam mengelola harta/aset wakaf yang tidak hanya
sekedar mendapatkan profit tetapi juga memastikan fungsi social-
welfare yang tercapai. Maka dari itu, pengelolaan wakaf harus
dapat dipertanggungjawabkan secara profesiona, transparan, dan
akuntabel. Sistem pengelolaan dana wakaf di daerah, perlu
dibangun beberapa Kkriteria utama dan tambahan sebagaiman
dokumen WCP, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas
mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan
dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola
dana/harta benda wakaf. Dana wakaf adalah entitas
terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah.

2. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas
wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan
kebijakan dan proses untuk menggunakan harta
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benda/dana wakaf untuk mendatangkan manfaat bagi
penerima wakaf (mauquf ‘alaih).

3. Lembaga wakaf harus memiliki perencanaan, pencatatan,
dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah
ketidaksesuaian alokasi distribusi dana.

4. Kriteria pemenuhan syarat bagi penerima wakaf harus
ditentukan dengan jelas oleh pengawas wakaf dan harus
diberitahukan kepada masyarakat umum.

5. Pengawas wakaf harus memiliki indicator manfaat social
yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program
untuk pendistribusian hasil wakaf yang diperoleh.

6. Pengawas wakaf memperoleh dan mengevaluasi informasi
pembayaran secara nasional dari para pihak terkait.

7. Pengawas wakaf melakukan penilaian atas prioritas
kebutuhan untuk menentukan proporsi program berbasis
konsumsi dan produksi. Pengawas wakaf dapat menunjuk
lembaga lain untuk melakukan penilaian tersebut.

Kebijakan Wakaf untuk COVID-19 perlu disusun secara
fleksibilitas dan efektif untuk SOP pengelolaan dana wakaf secara
profesional dan berkelanjutan. Gagasan kebijakan ini perlu
dibangun dengan sinergisitas sejumlah stakeholder wakaf dari
pusat sampai daerah dengan regulasi yang sesuai. Maka dari itu,
wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi masyarakat perlu
menyiapkan terbitnya produk wakaf baru dalam penanganan
Pandemi COVID-19 untuk kemanusiaan.
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BAB V

PENUTUP

Potret wakaf di Aceh dari hasil kajian buku ini menunjukkan
bahwa angka literasi wakaf masayarakat Aceh berada pada taraf
baik dengan tingkat persentase pemahaman 50% mengetahui dan
48% tidak mengetahui. Artinya masyarakat Aceh mengetahui
istilah-istilah seperti wakif, nazhir, sighat, mauqufbih, dan mauquf
‘alaih, walaupun pemahaman terhadap istilah tersebut tidak
terlalu mendalam. Pemahaman ini didapatkan melalui media
cetak/elektronik dan ceramah/pengajian. Adapun bentuk wakaf
yang diberikan adalah aset tidak begerak lebih dominan menjadi
pilihan. Sebanyak 43% memiliki preferensi jenis harta yang
diwakafkan adalah aset tidak bergerak, sebanyak 29% memiliki
preferensi jenis harta wakaf uang, sebanyak 15% memiliki
preferensi aset bergerak, sebanyak 8% memiliki preferensi jenis
harta wakaf sukuk atau Cash Wagqf Linked Sukuk (CWLS). Terdapat
28% masyarakat memiliki preferensi bahwa sebaiknya dana
wakaf dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif, 22% untuk
kegiatan pendidikan, 22% untuk masjid/meunasah, 17% untuk
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kegiatan sosial dan 11% untuk pemakaman/kuburan. Dari
preferensi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat mulai
tertarik untuk memikirkan pengelolaan wakaf secara produktif
yang dapat berdampak pada ekonomi masyarakat luas. 63%
memiliki preferensi menyalurkan wakaf melalui lembaga wakaf
resmi, 22% menyalurkan melalui masjid/meunasah, 7%
menyalurkan melalui perorangan, 5% menyalurkan melalui
lembaga keuangan syariah, dan masing-masing sebanyak 1%
menyalurkan melalui Baitul Mal, imam gampong, dan lembaga
swasta. Sebanyak 45% memilih tempat berwakaf berdasarkan
transparansi dari segi laporan dana wakaf, 32% memilih dari segi
kredibilitas lembaga wakaf, 13% memilih berdasarkan
rekomendasi keluarga/kerabat dan guru pengajian, 6% memilih
berdasarkan personalitas orang yang mengelola wakaf, 4%
memilih tempat berdasarkan citra lembaga wakaf sudah dikenal,
dan sisanya 1% memilih tempat karena preferensi lainnya. Hasil
tersebut menjelaskan bahwa transparansi lembaga menjadi
pertimbangan utama masyarakat menyalurkan wakaf melalui
lembaga tersebut.

Standarisasi pengelolaan wakaf telah mengalami perubahan
signifikan sepanjang sejarah, mulai dari desentralisasi, semi-
sentralisasi dan kemudian menjadi sentralisasi. Perubahan ini
tentunya disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambahnya
aset wakaf, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh
para nazhir serta beragam alasan lainnya. Pada era kontemporer,
telah lahir berbagai lembaga baru yang dibentuk khusus untuk
mengelola dan mengembangkan aset wakaf di negara
bersangkutan. Sebagai contoh, pemerintah Kuwait membentuk
Kuwait Awqaf Public Foundation (1993), Singapura pula
membentuk Warees pada tahun 2000 yang diberi tugas khusus
untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Sementara itu,
Malaysia membentuk Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
pada tahun 2004 untuk mengkoordinasikan segala urusan yang
terkait dengan wakaf di tingkat federal. Di Indonesia, dalam
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rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional
serta untuk melakukan lompatan-lompatan besar dalam tata
kelola wakaf, maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI)
pada tahun 2007.

Hambatan pengelolaan wakaf di Indonesia muncul dari
keterbatasaan tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf,
khususnya model-model wakaf modern, sumber daya insani
nazhir yang masih terbatas dan manajemen pengelolaan wakaf
yang lemah. Adapun tantangan yang muncul adalah masih
tingginya angka kemiskinan di Aceh, belum tervalidasi aset wakaf
secara baik, banyaknya aset wakaf tanah yang belum tersertifikasi
yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa.

Adapun formulasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan
wakaf Aceh dan Indonesia harus dilakukan secara secara
terintegrasi antar kelembagaan baik nazhir yang menerima dan
mengelola harta wakaf, adanya regulasi yang menyeluruh
mengatur pengelolaan wakaf di Aceh dan Indonesia, adanya
pengurusan administrasi wakaf yang tertib dan baik serta
keterlibatan lembaga keuangan syariah guna mendorong
produktivitas harta wakaf. Kegiatan yang harus dilakukan
meliputi penguatan sosialisasi dan literasi, adanya produk
legislasi terhadap pengelolaan aset wakaf, adanya forum
kenaziran wakaf guna membangun sinersigitas baik dalam
pengembangan aset dan distribusi efektif manfaat wakaf serta
penggunaan teknologi dalam membangun sistem data dan aset
wakaf yang akurat. Untuk kegiatan sosialisasi wakaf, ini harus
melibatkan institusi pendidikan untuk melakukan edukasi wakaf
sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dengan membekali
pemahaman mendasar terkait kegiatan wakaf untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi umat yang mensejahterakan.

Langkah strategi dan kebijakan yang perlu diambil dalam
pelaksanaan wakaf produktif yaitu: membentuk produk legislasi
dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang
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wakaf; optimalisasi penggunaan teknologi seperti website, sosial
media, crowd funding untuk penghimpunan, pengelolaan dan
pemberdayaan; sosialisasi ceramah, Kkhutbah Jum’at, dan
pengajian majelis taklim mengenai materi wakaf harus
digalakkan. Kegiatan berikutnya membentuk forum kelembagaan
nazhir wakaf secara terintegrasi, pendataan aset/lahan wakaf
secara terintegrasi dengan IT, sosialisasi wakaf dalam kurikulum
sekolah hingga perguruan tinggi, membentuk Badan Usaha Milik
Daerah/Negara dalam hal pengelolaan wakaf, pengembangan aset
wakaf melalui kerjasama LKS, dan pengembangan wakaf sukuk
atau cash wagqf linked sukuk (CWLS).

Kebijakan = pengembangan wakak produktif untuk
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu dibangun
dengan suatu ratifikasi Wagqf Core Principles (WCP) yang
mempertimbangakn fondasi hukum, sistem pengawasan,
pembinaan nazhir, koordinasi antar Lembaga dan manajemen
risiko.

Penanganan dampak COVID-19 dapat dilakukan dengan
mengembangan skema wakaf produktif untuk kesehatan dan
pemberdayaan ekonomi. Sistem kebijakan antar stakeholder

pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam level kebijakan
Wakaf COVID-19.

Stategi kebijakan Wakaf Produktif untuk penanganan dampak
COVID-19 perlu dikembangkan dengan menetapkan prosedural
pemberdayaan wakaf melalui sinergitias antar lembaga dan
fondasi hukum. Strategi ini menjadi kunci dan prioritas pertama
dalam pengembangan kebijakan Wakaf COVID 19 karena banyak
instansi/regulator terkait yang ada didalamnya.
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